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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembahasan mengenai isu sistem Corporate Governance semakin penting dalam

kegiatan usaha sekarang ini, apalagi bila hal itu dikaitkan dengan hukum perusahaan

maka konsep tersebut menjadi isu yang fundamental1.

Corporate Governance dapat pula dipahami sebagai perangkat peraturan yang

mengatur hubungan antar pemegang saham, pengurus atau pengelolaperusahaan, pihak

kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan interen maupun

eksteren lainya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, dengan kata lain

sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan. Sehinga pada

akhirnya Good Corporate Governance bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi

semua pihak yang berkepentingan2.

Pentingnya penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance disadari

berbagai pihak. Misalnya kewajiban penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berdasarkan Peraturan Menteri

Negara BUMN Nomor. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan tata kelola yang baik

(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  merupakan salah satu bentuk badan usaha

yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang sesungguhnya memiliki karakteristik yang

hampir tidak berbeda dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tetapi belum

mempunyai regulasi pedoman penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance,

padahal secara legal, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik

1Lessio M. Pacces (ed), The Law and Economies of Corporate Governance ChangingPrespectives,
(Northampton:Edward Elgar,2010),h.12
2Pramono Nindyo, Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual,  (Bandung:   Citra  Adity Bakti,  2006), h 78



Daerah (BUMD)  sama-sama merupakan bagian dari keuangan negara (berdasarkan UU

No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara), sehingga tidak dapat dipungkiri ditingkat

operasional secara umum, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  jauh ketinggalan

dibanding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Salah satu penyebabnya adalah karena stakeholders Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)  terlihat kurang responsif dalam mengikuti dinamika yang ada, khususnya

dinamika pengelolaan (governance) di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . Padahal,

jika dicermati, banyak hal yang berlaku di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat

menjadi role model atau benchmark bagi pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) , khususnya berkenaan dengan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate

Governance.

Dari aspek governance, misalnya, institusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

masih diperlakukan sama dengan institusi pemerintah. Padahal, Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  bukanlah institusi pemerintah. Implikasinya, berbagai kewajiban yang

melekat pada pemerintah, melekat pula pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .

Sebagai contoh, di beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  masih harus

mengikuti ketentuan pengadaan barang yang diberlakukan di pemerintahan, yang

semestinya tidak perlu karena Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  adalah perusahaan

yang senantiasa terikat pada momentum bisnis yang mengharapkan respons yang cepat

dari manejemen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  tersebut.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  juga masih harus menjalani pemeriksaan

atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena alasan keuangan

negara. Padahal sebagai suatu perusahaan Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  juga diperiksa Kantor Akuntan  Publik (KAP) yang independen. Tidak

adanya equal treatment bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang dituntut harus



memiliki laba, menyebabkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  tidak dapat bersaing

secara seimbang dengan perusahaan-perusahaan lain seperti Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) dan swasta yang lebih lentur dalam menjalankan gerak bisnis yang senantiasa

dipengaruhi oleh kepentingan pasar global.

Pengaturan dan pengelolaan mengenai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962, Pasca pencabutan UU

No 5 Tahun 1962, pemerintah mengundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.3

Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . Pada

permendagri ini mulai dikenal penyebutan BUMD yang terbagi atas BUMD yang

berbentuk badan hukum Perusda dan BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan

Terbatas (PT). Sejak diundangkannya permendagri ini sejumlah pemda mulai

membentuk BUMD sesuai dengan bentuk badan hukum yang ditetapkan dalam

permendagri tersebut3.

Ada dua misidari dibentuknya BUMD, pertama BUMD sebagai kegiatan usaha

yang memberikan pelayanan umum, dan kedua, BUMD dibentuk sebagai perusda yang

diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi PADmelalui retribusi daerah. Menurut

Rustian Kamaluddin4 tujuan dengan terbentuknya sejumlah BUMD di daerah diharapkan

dapat melaksanakan pembangunan daerah melalui pelayanan jasa kepada masyarakat,

penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemda.

Berdasarkan kategorisasi, BUMD dapat dibedakan menjadi dua golongan5,

pertama perusda untuk melayani kepentingan umum dan dua, perusda untuk tujuan

peningkatan penerimaan daerah dalam PAD. BUMD yang bergerak dalam berbagai

3 Ronny Sautma Hotma Bako, 2010, “ Permasalahan Hukum Atas Bentuk Badan Hukum Pada Badan Usaha
Milik Daerah” Kajian, Vol. 15, No. 4, h. 752.
4 Rustian Kamaluddin, "Peran dan Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah",
makalah yang disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pemberdayaan BUMD, Jakarta 4 - 6 Desember 2000, h 1.
5 SyahfrudinAtan Wahid, "Pemberdayaan BUMD Dalam Rangka Perekonomian Daerah", Seminar BUMD di
DPR, Jakarta 5 Maret 2010.



bidang usaha, yaitu jasa keuangan dan perbankan (misal Bank Pembangunan Daerah)

dan jasa air bersih (perusahaan air minum/PAM), dan berbagaijasa dan usaha produktif

lainnya seperti pada sektor industri, perdagangan, perhotelan, pertanian, perkebunan,

perparkiran, percetakan dan lain-lain6. Belum maksimalnya BUMD dalam memberikan

kontribusi ke daerah juga pernah diungkapkan oleh Djamal Azir7 yang mengatakan

bahwa BUMD masih belum mampu menjadi lokomotif pembangunan.

Di sisi lain aktifitas BUMD juga didasarkan kepada konsep-konsep dari suatu

perseroan yang berlaku pada umumnya, khususnya dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang

Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan UU No. 40 Tahun 2007. Akibatnya

seandainya suatu perusda ingin melakukan aktivitasnya sering mengalami kendala

karena sifat perusda tidak seperti kegiatan suatu perseroan.

Pasca otonomi daerah, UU No. 22Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 telah memberikan hak kepada

daerah untuk membentuk BUMD sebagaisalah satu penggerak kegiatan otonomi daerah

di daerahnya. Hal senada juga diungkapkan Mohamad Hoessein8 bahwa salah satu tujuan

pendirian BUMD adalah untuk memberikan sumbangan pada perekonomian nasional

dan penerimaan kas negara.

Sejak di rubahnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka aturan tekhnis

dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  masih menggunakan acuan

pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut.

6Ibid
7 DjamalAziz, "BUMD Pilar Perekonomian Nasional', Seminar BUMD : Membangun Perusahaan Daerah Yang
Kuat Melalui UU Tentang BUMD, diselenggarakan oleh Fraksi Hanura DPR-RI dan BKS BUMD Sl. Jakarta 5
Maret 2010.
8 Moehamad Hoessein, "Badan Usaha Milik Daerah", diskusi internal tim penelitian BUMD pada tanggal 12
November 2009 di P3Dl.



Dengan diundangkannya Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, sesuai

dengan Pasal 409 dengan tegas dinyatakan bahwa: Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, mencabut dan menyatakan tidak

berlaku:

1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

2)Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kedua Undang-

Undang tersebut masing-masing menjadi payung hukum keberadaan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  di Indonesia, sehingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang

telah ada sebelum Undang-Undang Pemerintahan Daerah baru berlaku, seluruh Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang ada di Indonesia wajib menyesuaikan dengan

ketentuan dalam Undang-Undang baru tersebut dalam jangka waktu paling lama 3 tahun

(Pasal 402 ayat 2).

Dari sudut permodalan,Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  juga menghadapi

kendala legalistik karena pemenuhan modal oleh Pemerintah Daerah harus mengikuti

mekanisme Peraturan Daerah yang dirumuskan bersama antara Pemerintah Daerah

dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah masing-masing9.

Pengaturan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  saat ini

dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerahsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9

Tahun 2015, yang terdapat pada Pasal 331 sampai 343. Dan untuk memenuhi kebutuhan

daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan

kebutuhanmasyarakat, diantaranya air minum, pasar, dan transportasi, yakni bidang

usaha yang akan dijalankan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dikaji melalui

9Abdul latief, Hukum Dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintah Daerah.h, 156.



analisis kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan

serta analisis aspek lainnya. Akan tetapi dengan masih sangat barunya keberadaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang belum yang sebelumnya belum dilengkapi

dengan peraturan pelaksananya, sehingga pada saat itu masih dapat digunakan semua

ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD)  dari UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 405

dan Pasal 410. Tetapi, sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017

tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjelang akhir tahun 2017 kemaren,

maka peraturan tersebut menjadi peraturan pelaksana Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) .

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD)  secara umum di jelaskan bahwa Undang-Undang Nomor

23 tahun 2014 tentang pemerintah Pemerintah Daerah telah mengamanatkan untuk

menyusun Peraturan Pemerintah tentang BUMD.  Selain itu, dengan telah dicabutnya

Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah setelah terbitnya

Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

penyusunan Peraturan Pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum

terkait pengaturan mengenai BUMD. Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar

hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos

kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki

reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah

yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara

menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap

masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam



rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting

sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana

pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan

usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu

penyumbang bagi penerimaan daerah, baik dalam bentuk pajak, deviden, maupun hasil

privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya

dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi

perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan

umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat

hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan

berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Peraturan Pemerintah tersebut mengatur antara lain tentang kewenangan kepala

daerah pada BUMD, pendirian, modal, organ dan kepegawaian, satuan pengawas intern,

komite audit dan komite lainnya, perencanaan, operasional dan pelaporan, tata kelola

perusahaan yang baik, pengadaan barang dan jasa, kerjasama, pinjaman, penggunaan

laba, anak perusahaan, penugasan pemerintah kepada BUMD, evaluasi, restrukturisasi,

perubahan bentuk hukum, dan privatisasi, penggabungan, peleburan, pengambilalihan

dan pembubaran BUMD, kepailitan, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan lain-

lain seperti pengaturan mengenai asosiasi BUMD.

Semangat demokratisasi ekonomi belum menjadi paradigma pembangunan

ekonominya, sehingga dalam implementasinya undang-undang tersebut sudah tidak

relevan dan kurang mampu mengakomodasi penyelenggaraan Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  serta tidak dapat menjawab dinamika manajemen perusahaan yang

menyangkut berbagi aspek antara lain personil kelembagaan, tata kerja yang tidak dapat



mengemban fungsi dan perannya dalam mendukung fungsi perusahaan sebagai

kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD)10.

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan,

pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional

rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak

dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan

satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan

daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk

meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya

dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efisien dan efektif

khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri11.

Pada umumnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah

didominasi oleh sumbangan pemerintahan pusat dan sumbangan lain-lain, yang diatur

dengan peraturan perundang-undangan, yaitu sekitar 75% dari total penerimaan daerah.

Hal ini menyebabkan daerah masih tergantung kepada pemerintah pusat sehingga

kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki menjadi terbatas.

Rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah bukanlah karena secara

struktural daerah memang miskin atau tidak memiliki sumber-sumber keuangan yang

potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selain itu

sumber-sumber  keuangan   dikuasai   oleh  pusat sehingga hal ini menyebabkan daerah

kurang mandiri dalam pengelolaan hasil materil sumber daya alam dan potensi daerah

yang dimilikinya.

10Sulistiono Kertawacana “Urgensi Pengubahan UU BUMD” http://www.com/bumd/view/.diakses tanggal 25
Juli 2016
11Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Pasal 10  tentang Pemerintahan Daerah



Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 yang dibentuk berdasarkan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Tujuan pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat sejalan dengan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menguraikan

bahwa yang dimaksud dengan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom mengutamakan azas desentralisasi

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah

agar mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut

prakarsa sendiri, sehingga mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna dalam

penyelenggaraan pemerintahan, penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan kepada

masyarakat yang lebih baik.

Implementasi otonomi daerah yang didasarkan pada pemberian kepercayaan

kepada daerah dan adanya keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam

mencapai tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara merupakan momentum untuk

menumbuhkan terselenggaranya good governance and clean government (tata

penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik) dengan pilar transparansi,

partisipatif dan akuntabilitas.

Sedemikian pentingnya fungsi perencanaan dalam tugas pemerintahan, maka di

Kepulauan Riau diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5

Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Dan

Lembaga Lain.Dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku unsur pelaksana



pemerintah daerah di bidang perencanaan pembangunan mempunyai tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi keuangan, umum dan

kepegawaian.

2. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan jangka panjang daerah.

3. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan jangka menengah daerah.

4. Perumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan penyusunan rencana

pembangunan tahunan daerah.

Potensi yang dapat digerakkan dalam mempercepat pembangunan ekonomi

adalah memberi peran  secara  maksimal  kepada  lembaga  ekonomi yaitu  Perusahaan

Daerah  untuk  menjadi  lokomotifperekonomian di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan

fungsinya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi  (agent  of development),  sebagai

pelayan bagi masyarakat (public servant) dalam menyediakan kebutuhan masyarakat

yang tidak disediakan pelaku ekonomi lain, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan

Asli Daerah (PAD), maka secara keseluruhan  diharapkan  mampu  memberikan

“multiplier  effects”  yang  baik,  berupa  membaiknya kualitas pembangunan ekonomi

Provinsi Kepulauan Riau dengan meluasnya kesempatan kerja dan berkurangnyajumlah

penduduk miskin.

Dalam kenyataannya, hal tersebut tentu sesuatu yang tidak mudah. Meskipun

memang ada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang sukses.  Tapi,

realitasnya begitu banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  dengan berbagai

persoalan yangbelum dapat diselesaikan dan harus segera dicari solusinya. Secara umum,

kondisi dan aktivitas secara faktual Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  mempunyai



beberapa masalah,  seperti:  (a) unit  usaha hampir belum ada yang berjalan baik apalagi

mampu memberikan deviden yang layak sebagai lembaga ekonomi; (b) aset-aset yang

ada belum dimanfaatkan secara optimal; (c) subsidi anggaran pemerintah daerah masih

banyak yang sia-sia; dan (d) konstribusiperusahaan daerah pada Pendapatan Asli Daerah

(PAD) belum memadai sebagaimana layaknya lembaga bisnis.

Merefleksi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  secara umum di Provinsi Kepulauan Riau,  maka mau tidak mau

pemerintah Provinsi Kepulauan Riau harus melakukan beberapa langkah, kebijakan atau

strategi yang sungguh-sungguh  diprioritaskan untuk membenahi persoalan yang ada,

terutama  dengan melakukan program revitalisasi  secara  mendasar,  diantaranya  dalam

aspek peraturannya, kelembagaannya, dan terutama aspek manajemennya.

Khusus dalam aspek manajemen, hal itu harus difokuskan pada revitalisasi

Manajemen Keuangan, berkaitan dengan hal  pernbenahan dalam pengelolaan keuangan.

Karena aspek ini  dapat  dikatakan sebagai salah satu aspek paling menentukan untuk

mewujudkan visi-misi dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang diharapkan

pemerintah daerah. Hal  itu  berarti  bukan  hanya  meliputi  revitalisasi  aspek

pengelolaan  penggunaan  dan  perolehan sumberdaya  uang  atau  dana,  namun  juga

terhadap  tersedianya  analisis  keuangan  yang  baik  untuk meningkatkan kualitas

pengambilan  kebijakan-kebijakan  Direksi  Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  demi

memperbaiki  posisi keuangan dan kekayaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  yang

sesuai harapan seluruh pemangku kepentingan terutama Pemerintah Provinsi Kepulauan

Riau.

Guna mendukung revitalisasi manajemen keuangan  Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)  tersebut,  maka  pihak  direksi  harus berorientasi  pada  pemikiran  dan

perilaku  bisnis  secara  profesional  sesuai  prinsip-prinsip kewirausahaan



(entrepreneur),  sehingga dalam menjalankan usahanya akan dapat  lebih efisien, efektif,

selektif, produktif serta antisipatif terhadap berbagai perubahan lingkungan usaha.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  Provinsi Kepulauan Riau mempunyai

persoalan serius menyangkut efisiensi dan efektivitas. Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)  belum memberi keuntungan rasional meski sudah menelan biaya besar saat

pendirian dan pengoperasiannya. Dan beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

belum dioperasikan sesuai dengan tujuan pendirian semula.

Secara Konsepsional, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  adalah perusahaan

yang pengendalian dan modalnya dimiliki Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD)  berfungsi sebagai penyedia kebutuhan publik dan sumber penyumbang

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dan juga tak lepas dari kendala akuntabilitas, sehingga

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  harus menghasilkan keuntungan, manajemen harus

merumuskan aturan main yang jelas dan mengkondisikan semua pihak mematuhi aturan

yang ada.Aturan yang jelas akan mengurangi pengaruh negatif tata-kelola informal dan

konflik ekonomi-politik antara stakeholder dan pemerintah daerah.

Ada beberapa isu strategis dalam pengaturan tata kelola Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) . Beberapa diantaranya, tentang hak dan kewajiban kepala daerah

dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan belum diatur dengan tegas dan

jelas. Serta mekanisme pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada perangkat

daerah yang mewakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Isu strategis lainnya adalah, lebih dominannya proses politik ke dalam

pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dibandingkan proses manajemen

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) . Hal ini karena kurangnya pengaturan dari

pemerintah daerah selaku pemilik, lemahnya Peraturan Daerah (Perda) dan lemahnya

pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).Disamping itu, pembinaan Badan



Usaha Milik Daerah (BUMD) masih lemah dikarenakan organisasi perangkat daerah

yang membina sering tumpang tindih dan kurang tegas.Isu lainnya adalah penentuan

kebijakan penyertaan modal daerah masih di dominasi proses politik dibandingkan

proses bisnis.

Kedepan, jika seluruh persoalan yang  ada tersebut dapat diselesaikan, maka

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)  di Provinsi Kepulauan Riau dan di seluruh wilayah

Indonesia yang jumlahnya ribuan itu diharapkan mampu menjadi kekuatan utama

ekonomi Indonesia.

Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis ingin melakukan

penelitian mengenai Rekonstruksi Regulasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah

Provinsi Kepulauan Riau Berbasis Keadilan.

B. Rumusan Permasalahan

1. Bagaimana implementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

saat ini?

2. Bagaimana problematikaimplementasi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) saat ini?

3. Bagaimana rekonstruksi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasiregulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) saat ini.

2. Untuk menganalisis problematikaimplementasi regulasi tata kelola Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) saat ini.



3. Untuk melakukan rekonstruksi regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD) yang berbasis Keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Toritis

Melakukan penemuan teori baru bidang ilmu hukum mengenai rekonstruksi

regulasi tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berbasis Keadilan.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat, dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai sistem

tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan berbasis keadilan.

b. Bagi Negara, menjadi bahan kajian terhadap sistem tata kelola dan

pertanggungjawaban bagi daerah,khususnya Provinsi Kepulauan Riau dalam

pengaturan regulasi tata kelolaBadan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berbasis

keadilan.

E. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan Sebagai Grand Theory

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif12. Pada sisi lain, keadilan

merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada, yang perumusannya

dapat menjadi pedoman dalam kehidupan individu maupun kelompok. Dari aspek

etimologis kebahasaan, kata “adil” berasal dari bahasa arab “adala” yang mengandung

makna tengah atau pertengahan.Dari makna ini, kata “adala” kemudian disinonimkan

12Majjid Khadduri, The Islamic Conception of Justice, Baltimore and London : The Johns Hopkins University
Press, 1984, h. 1, sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip Semarang, 2009, h.
31



dengan wasth yang menurunkan kata wasith, yang berarti penengah atau orang yang

berdiri di tengah yang mengisyaratkan sikap yang adil13.

Dari pengertian ini pula, kata adil disinonimkam dengan inshaf yang berarti

sadar, karena orang yang adil adalah orang yang sanggup berdiri di tengah tanpa a priori

memihak.Orang yang demikian adalah orang yang selalu menyadari persoalan yang

dihadapi itu dalam konteksnya yang menyeluruh, sehingga sikap atau keputusan yang

diambil berkenaan dengan persoalan itu pun menjadi tepat dan benar.14

Dengan demikian, sebenarnya adil atau keadilan itu sulit untuk dilukiskan dengan

kata-kata, akan tetapi lebih dekat untuk dirasakan. Orang lebih mudah merasakan adanya

keadilan atau ketidakadilan ketimbang mengatakan apa dan bagaimana keadilan itu.

Memang terasa sangat abstrak dan relatif, apalagi tujuan adil atau keadilan itupun

beraneka ragam, tergantung arahnya mau dibawa kemana.

Keadilan akan terasa manakala sistem yang relevan dalam struktur-struktur dasar

masyarakat tertata dengan baik, lembaga-lembaga politis, ekonomi dan sosial

memuaskan dalam kaitannya dengan konsep kestabilan dan keseimbangan. Rasa

keadilan masyarakat dapat pula kita temukan dalam pelaksanaan penegakan hukum

melalui putusan hakim.

Keadilan secara umum diartikan sebagai perbuatan atau perlakuan yang

adil.Sementara adil adalah tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang

benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu:

pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia

berdasarkan apa yang menjadi haknya. Jika kedua hal ini dapat dipenuhi barulah itu

13Ibid.
14 Nurcholis Madjid, Islam Kemanusiaan dan Kemoderenan, Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis
tentang Masalah Keimanan, Jakarta : Yayasan Wakaf Paramadina, Cetakan kedua, 1992, h. 512-513,
sebagaimana dikutip Mahmutarom, Rekonstruksi Konsep Keadilan, Undip Semarang, 2009, h. 31



dikatakan adil. Dalam keadilan harus ada kepastian yang sebanding, dimana apabila

digabung dari hasil gabungan tersebut akan menjadi keadilan.

Pada prakteknya, pemaknaan keadilan modern dalam penanganan permasalahan-

permasalahan hukum ternyata masih debatable.Banyak pihak merasakan dan menilai

bahwa lembaga pengadilan telah bersikap kurang adil karena terlalu syarat dengan

prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu

perkara. Agaknya faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum

yang amat kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum. Idealnya

hakim harus mampu menjadi living interpretator yang mampu menangkap semangat

keadilan dalam masyarakat dan tidak terbelenggu oleh kekakuan normatif – prosedural

yang ada dalam suatu peraturan perundang-undangan, hakim bukan lagi sekedar sebagai

la bouche de la loi (corong undang-undang).

Lebih lanjut dalam memaknai dan mewujudkan keadilan, Teori Hukum Alam

sejak Socrates hingga Francois Geny yang tetap mempertahankan keadilan sebagai

mahkota hukum.Teori Hukum Alam mengutamakan “the search for justice”.15Terdapat

macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.Teori-teori ini

menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran.

a. Teori Keadilan Pancasila

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang

berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang

Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan

suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial).Keadilan sosial tersebut

didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab

(sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia

15 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, Yogyakarta: Kanisius, 1995, h. 196.



harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan

masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya.16

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam

hukum secara harfiahnya mempunyai makna apa yang sesuai dengan hukum

dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi

pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar

negara.Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (fiolosofische grondslag)

sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara

Indonesia.Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai

Pancasila (subcriber of values Pancasila).Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang

berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan

sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui,

serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan

penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan

dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan,

penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta

perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah

pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia.Oleh

karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan

sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada

dasar negara, yaitu Pancasila, yang sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi

16http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/12/02/teori-keadilan-sosial. Di akses 16 Juli 2016



seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang

dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila.

Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum

nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial.Adil dan

keadilan adalah pengakuan dan perlakukan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila

sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya

menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia

secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan

yang adil dan beradab.

Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan

itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial

dapat diartikan sebagai:

1) mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.

2) menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dari pengusaha-pengusaha.

3) merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-

pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya

individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk

kepentingan individu yang lainnya.

Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya

keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang menserasikan atau

menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari

keadilan-keadilan individu.Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada



keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban

umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum.17

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila

kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

(1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan

suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.

(2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.

(3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.

(4) Menghormati hak orang lain.

(5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.

(6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan

terhadap orang lain.

(7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan

gaya hidup mewah.

(8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan

kepentingan umum.

(9) Suka bekerja keras.

(10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan

kesejahteraan bersama.

(11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata

dan berkeadilan sosial.

1) Pancasila Sebagai Dasar Teori Keadilan Bermartabat

Secara material-subtansial dan intrinsik Pancasila adalah filosofis.

Misalnya, hakikat dari sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, belum lagi nilai

17http://ugun-guntari.blogspot.com/2011/02/teori- keadilan-perspektif-hukum.html



dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan nilai-nilai di dalam sila-sila lainnya.

Kesemuanya adalah bersifat metafisis/filosofis, dalam tata-budaya masyarakat

Indonesia pra-kemerdekaan dan masih berlangsung hingga kini dan seharusnya

di masa-masa yang akan datang, nilai Pancasila diakui sebagai filsafat hidup atau

pandangan hidup yang di praktikkan. Sementara itu, secara formal-

konstitusional, bangsa Indonesia mengakui Pancasila adalah dasar negara

(filsafat negara) Republik Indonesia. Tidak ada satu undang-undang pun di dalam

sistem hukum positif Indonesia yang todak mencantumkan pengakuan bahwa

selurih struktur, isi, cara bekerja, tujuan, fungsi dan asas-asas dasar serta berbagai

kaidah hukum lain sebagainya di dalam setiap undang-undang yang tidak

mencantumkam Pancasila. Secara psikologis dan kultural, bangsa dan budaya

Indonesia sederajat dengan bangsa dan budaya manapun. Karenanya, wajar

bangsa Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa lain (Cina, India, Arab,

Eropa)mewarisi sistem filsafat dalam budayanya. Pancasila adalah filsafat yang

di warisi dalam budaya Indonesia yang apabila di cermati dapat di temukan pula

di dalam sistem bangsa-bangsa di dunia18. Secara potensial , filsafat Pancasila

akan berkembang bersama dinamika budaya;filsafat Pancasila akan berkembang

secara konsepsional, kaya konsepsional dan kepustakaan secara kuantitas dan

kualitas. Filsafat Pancasila merupakan bagian dari khasanah dan filsafat yang ada

dalam kepustakaan dan peradaban modern19.

Falsafah bangsa Indonesia merupakan falsafah yang lahir atau digali dari

budaya dan kehidupan bangsa Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun yang

lalu yang sudah sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno. Falsafah atau filsafat

18Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Bedasarkan Pancasila, Cet., Pertama Perkasa, Yogyakarta, 2013,
h., 62.
19Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Bedasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung,
2014, h., 23.



Pancasila didasari oleh sikap keseimbangan antara kekeluargaan namun tidak

begitu saja mengesampingkan individu. Sebagaimana diungkapkan oleh

Soedirman Kartohadiprodjo, Pancasila pada dasarnya bukan individu bebas

malainkan individu yang terikat dalam artian kekeluargaan.

Terkait dengan pandangan bahwa Pancasila adalah filsafat bangsa

Indonesia dalam artian pandangan dunia, maka Pncasila merupakan suatu

falsafah yang bersistem, serta obyektif. Sila-sila Pancasila kait mengikat secara

bulat atau dalam keutuhan.  Kebulatan itu menunjukkan hakekat, maknanya

sedemikian rupa, sehingga menemukan bangun filsafat Pancasila jika substansi

hukum memamng sesuai dengan isi jiwa bangsa Indonesia turun temurun. Isi

jiwa inilah yang merupakan alat pengukur tentang benar tidaknya suatu kaidah

atau asas hukum itu benar-benar adalah filsafat Pancasila.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat mempunyai sifat-koheren. Sifat

koherean yaitu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya dan tidaksaling

bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Antara sila yang satu dengan sila

yang lainnya saling terkait dan tidak bertentangan. Menyeluruh dalam filsafat

Pancasila adalah memadai semua hal dan gejala yang tercakup dalam

permasalahannya, sehingga tidak ada sesuatu yang di luar jangkauannya20.

Filsafat Pancasila juga bersifat mendasar. Mendasar di sini diartikan bahwa

Pancasila merupakan filsafat negara yang mempunyai sifat fundamental atau

radix dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan bernegara harus

dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Ciri selanjutnya adalah sepekulatif. Sifat

spekulatif yang di maksudkan di sini  bukan suatu sifat untung-untungan. Karena

Pancasila sebagai filsafat bangsa merupakan hasil perenungan dan pemikiran dari

20Noor Ms. Bakry, Pendidikan Pancasila, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h., 170.



para pendiri bangsa. Hasil perenungan tersebut sering dikonseptualisasikan pula

sebagai hasil penggalian dari budaya yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia.

Filsafat Pancasila adalah hasil perenungan nilai-nilai Ketuhanan,

Kemanusian, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Filsafat Pancasila merupakan

filsafat yang mempunyai ciri khas ke Indonesiaan. Meskipun berfilsafat itu

adalah berpikir, namun hal itu tidak berarti setiap berpikir adalah berfilsafat,

karena berfilsafat itu berpikir dengan ciri-ciri tertentu. Sudah diketengahkan di

muka, suatu ciri berpikir secara kefilsafatan, yaitu radikal. Radikal berasal dari

kata Yunani, radix yang berarti “akar”. Berpikir radikal adalah berpikir sampai

ke akar-akarnya. Berpikir sampai ke hakikat, esensi, atau sampai ke substansi

yang dipikirkan. Manusia yang berfilsafat tidak puas hanya memperoleh

pengetahuan lewat indera yang selalu berubah dan tidak tetap. Manusia yang

berfilsafat dengan akalnya berusaha untuk dapat menangkap pengetahuan hakiki,

yaitu pengetahuan yang mendasar segala pengetahuan yang mendasari segala

pengetahuan inderawi21. Kaitan dengan itu, secara harafiah, filsafat diartikan

sebagai dasar berpikit yang memuat nilai-nilai dasar22. Nilai paling mendasar dari

sistem hukum positif Indonesia sebagai keluaran (output) dari aktivitas berpikir

filsafati, dalam hal ini, secara lebih menukik dimaksudkan dengan hasil dari teori

keadilan bermartabat, yaitu Pancasila.

2) Pancasila sebagai Philosofische Grondslag

Teori keadilan bermartabat menelaah hasil pemikiran filsafati mengenai

Pncasila itu dengan menelusuri kelahiran Pancasila. Kesepakatan pertama itu

dirumuskan delam suatu peristiwa hukum penting yaitu dalam suatu pidato yang

21Ibid., h., 1-2.
22Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, Membangun Hukum Bedasarkan Pancasila, Nusa Media, Bandung,
2014, h., 22.



disampaikan oleh Soekarno dalam sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada saat

membahas dasar negara, khususnya dalam pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni

1945. Soekarno menyebut dasar negara, atau dapat juga dipahami sebagai dasar

dari sistem hukum positif Indonesia yang dikonseptualisasikan sebagai

philosofische grondslag, sebagai fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-

dalamnya yang di atasnya berdiri bangunan, atau apa yang dalam naskah asli

pidato Soekarno yaitu suatu gedung, dalam hal ini gedung dimaksud adalah

NKRI.

Soekarno juga menyebut Pancasila sebagai weltan-schauung yang umum

dipahami sebagai pandangan hidup. Manakala naskah pidato Soekarno itu di

baca dengan sedikit lebih teliti, weltanschauung berarti suatu pemahaman suatu

bangsa, yang pada waktu itu diwakili Soekarno mengenai landasan atau alasan

didirikannya BKRI, termasuksistem hukum berdasarkan Pancasila.

Lebih khusus lagi, masih dalam pemahaman berdasarkan naskah pidato

Soekarno dimaksud, weltanschauung itu dimaksud sebagai suatu cara memahami

apa sesungguhnya yang dimaksudkan dengan merdeka. Kemerdekaan adalah

suatu asas hukum23 atau latar belakang yuridis yang lebih dalam, sebelum adanya

butir-butir konsepsi mengenai Pancasila atau lima dasar serta lima asas itu

mengkristal dalam rumusan yang di pahami saat ini24.

23Menurut van Elkema Hommes, sebagaimana dikutip Sudikno Martokusumo, asaa hukum ialah dasar-dasar
atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif. Sudikno mengutup hal itu dari Notohamidjojo, Demi
Keadilan dan Kemanusiaan, BPK Gunung Mulia, 1975, h., 49. Sedangkan Sudikno sendiri mengartikan asas
atau prinsip hukum, merujuk Scholten, Verzzalmelde Geschriften, adalah pikiran dasar hukum yang terjelma
dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat
dikemukakan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret. Lihat, Sudikno Mertokusumo,
Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Cet., Kedua, Liberty, Yogyakarta, 1999, h., 34.
24Teguh Prasetyo dan Absul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., h., 387.



Selain mendasar, ciri lainnya dari berpikir secara kefilsafatan dicirikan

secara sistematik. Sistematik berasal dari kata sistem yang artinya kebulatan dan

sejumlah unsur yang saling berhubungan menurut tata pengaturan untuk

mencapai suatu maksud atau menunaikan, suatu peranan tertentu. Dalam

mengemukakan jawaban terhadap sesuatu masalah, digunakan pendapat atau

argumen yang merupakan uraian kefilsafatan yang saling berhubungan secara

dan terkandung adanya maksud atau tujuan tertentu25.

Filsafat keadilan bermartabat memandang bahwa sistem hukum nasional

Indonesia juga merupakan hasil dari kegiatan berpikir filsafat yang dicirikan

dengan sistematik. Sistem hukum positif Indonesia adalah suatu sistem yang

dibangun dengan cara menemukan, mengembangkan, mengadaptasi, bahkan

melakukan kompromi dari berbagai sistem hukum yang telah ada. Dikemukakan

di muka, sistem-sistem yang dikompromikan ke dalam sistem hukum

berdasarkan Pancasila itu adalah sistem-sistem hukum dari negara-negara

beradab. Namun sistem hukum Indonesia bersumber dari bumi Indonesia sendiri.

Hal itu berarti bahwa sistem hukum Indonesia mencerminkan jiwa rakyat dan

jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia26.

Sistem hukum positif Indonesia adalah sistem hukum positif berdasarkan

jiwa bangsa Indonesia sendiri sekalipun kenyataan, misalnya Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), selanjutnya KUHP, yang juga masih

berlaku sebagai tulang punggung hubungan hukum keperdataan dan publik

dalam sistem hukum civil law sudah berusia lebih dari satu setengah abad.

KUHPerdata berlaku sejak tahun 1884 di Indonesia atau pada waktu itu disebut

dengan Hindia Belanda. KUHPerdata itu telah menjadi bagian dari jiwa bangsa

25Ibid., h., 2-3
26Teguh Prasetyo, Hukum dan Sistem Hukum Bedasarkan Pancasila, Media Perkasa, Yogyakarta, 2013, h., 81-
82.



sebab substansi dari buku hukum itu berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan dari

Undang-Undang Dasar 1945 Asli, membawa akibat tetap diberlakukannya

perangkat hukum yang berasal dari jaman Hindia Belanda.

Rasionalisasi yang paling utama tentang keberadaan produk-produk

peraturan perundangan seperti KUHPerdata dan KUHP dan masih banyak lagi

produk peraturan perundangan bangsa-bangsa beradap lainnya yang ada di dalam

sistem hukum positif Indonesia, karena tidak bertentangan atau memiliki

kesamaan obyektif dan universal dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam

Pancasila. Selama Indonesia merdeka, bangsa ini masih akan terus melakukan

ratifikasi terhadap instrumen-instrumen hukum internasional, tentu semuanya

dilakukan dengan hati-hati, dan rasional. Dalam berbagai kesempatan Indonesia

melakukan ratifikasi dimaksud, masih banyak ditemukan rumusan-rumusan

reservasi, dimana ada beberapa ketentuan yang secara tegas dinyatakan tidak

digunakan dalam sistem hukum.

3) Kebersatuan Hukum dan Keadilan

Telah dikemukakan di atas, bahwa apa yang dimaksud dengan hukum,

sama dengan apa yang dimaksud dengan keadilan. Keadilan adalah tujuan yang

hendak dicapai oleh setiap sistem hukum. Sementara pihak berpendapat bahwa

keadilan yang hendak dicapai adalah keadilan ekonomi, bersifat kebendaan.

Pandangan ini, sangat utilitarian. Teori keadilan bermartabat justru sebaliknya,

keadilan yang wajib disediakan oleh setiap sistem hukum adalah keadilan yang

dimensi spiritual, yang berada di kedalam konsep kemerdekaan itu sendiri.

Kemerdekaan adalah tiang pokok dalam seluruh sistrm hukum di dunia.

Seandainya saja Tuhan tidak memberi berkah rahmatnya kepada bangsa



Indonesia, yaitu kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, maka tidak akan pernah

ada rasa keadilan itu. Sehingga pada waktu Soekarno-Hatta masaih harus

menunggu hingga semua orang baca dan tulis, maka masih jauh kemerdekaan

atau keadilan itu. Disitulah terletak makna keadilan hukum. Keadilan yang

nerdimendi spiritualitas baru kemudian keadilannyang bersifat kebendaan.

Keadilan yang bersifat kebendaan itu hanya konsekuensi logis dari pada keadilan

yang bersifat spiritualitas. Proklamasikan Kemerdekaan lebih dahulu, kata bung

Karno, supaya kita semua bebas beribadah dan memeluk agama (kata Presiden

Kiai Abdurahcman Wahid, Gus Dur); setelah itu baru kita menikmati kartu

Indonesia sehat kata Presiden Joko Widodo, pendidikan yang bermutu (Ki Hajar

Dewantoro) dam mudah dijangkau setiap orang (Romo Mangun Wijaya), jalan-

jalan yang konstruksinya dibangun oleh suatu hasil rancang bangun berteknologi

tinggi; atau Nurtanio (Prof. B. J. Habibie) dan lain sebagainya.

Matrix di bawah ini barangkali dapat membantu memvisualisasi

pemikiran teori keadilan bermartabat dengan teori keadilan menurut John Rawls.

Tabel 1.1
Matrix  Perbandingan Pemahaman tentang Keadilan Menurut Teori Keadilan gagasan

Teguh Prasetyo dan Teori Keadilan “Justice as
2) Fairness” John Rawls

Pumpunan
Gagasan
Keadilan

Teori Keadilan Bermartabat
menurut Teguh Prasetyo

Teori Keadilan “Justice as
Fairness”, John Rawls

Sumber Keadilan

Pendekatan

Titik temu antara “arus
atas, pemikiran Tuhan dan
arus bawah”, Volksgeist
bangsa Indonesia dalam
Pancasila; meneruskan
amanat Proklamasi
Kemerdekaan Bangsa
Indonesia

Murni Pendekatan Hukum
yang tidak hanya

Meneruskan “akar”,
pemikiran yang terdapat
dalam karya-karya pendahulu
dalam Teori Kontrak Sosial.
Berdimensi Ideologis; karena
mendasarkan diri kepada
cita-cita akan hadirnya suatu
negara demokrasi yang ideal

Pendekatan Politik



mengandung dimensi
filosofis, yuridis,
sosiologis, kultural, etis dan
religius; mendasarkan diri
kepada rechtsidee yaitu
Pancasila, bela negara

Sasaran Akhir Hukum dan sistem hukum;
negara berdasarkan
Pancasila (Bermartabat)

Sistem Politik yang
Demokratis sesuai Rule of
Law (merujuk Kemerdekaan)

Menurut Mahfud MD, keadilan sosial sebagaimana dimaksud dalam sila

kelima Pancasila mempunya makna bahwa:

“pendistribusian sumber daya ditujukan untuk menciptakan kesejahtraan sosial

terutama bagi kelompok masyarakat terbawah atau mesyarakat lemah sosial

ekonominya. Selain itu keadilan sosial juga menghendaki upaya pemerataan sumber

daya agar kelompok mayarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan

agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.

Dengan demikian, distribusi sumber daya yang ada dapat dikatakan adil secara sosial

jika dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi kelompok yang miskin sehingga

tingkat kesenjangan sosial ekonomi antar kelompok masyarakat dapat dikurangi27”.

Dalam buku ini, tidak akan membahas secara mendalam mengenai keadilan

ekonomi atau keadilan sosial, melainkan akan membahas mengenai keadilan hukum

yaitu keadilan sebagaimana dimaksud dalam sila kedua Pancasila.

Istilah adil dan beradab sebagaimana yang dimaksud dalam sila kedua

Pancasila yaitu kemanusian yang adil dan beradab, oleh Notonagoro dimaknai dengan

rasa kemanusian yang adail terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap

Tuhan atau causa prima. Di sini terkandung prinsip perikemanusiaan atau

internasionalisme dan terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakekat

manusia, jiwaraga, akal-rasa, kehendak serta kodrat perseorangan dan makhluk sosial.

27Moh. Mahfud. MD, Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta,
2010, h., 10-11.



Semua ini dikarenakan kedudukan kodrat pribadi diri sendiri dan makhluk Tuhan

Yang Maha Esa sebagai causa prima dalam kesatuan majemuk tunggal

(monopluralis) itu adalah dalam bentuk penyelenggaraan hidup yang bermartabat

setinggi-tingginya28.

Dengan dilandasi oleh sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka dapat

disimpulkan bahwa keadilan hukum yang dimiliki oleh bangsa Indonesia adalah

keadilan yang memanusiakan manusia. Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila itu

dapat disebut sabagai keadilan bermartabat. Keadilan yang bermartabat yaitu bahwa

meskipun seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlukan sebagai

manusia. Demikian pula, keadilan bermartabat adalah keadilan yang

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan yang bukan saja secara

material melainkan juga secara spiritual, selanjutnya material mengikutinya secara

otomatis. Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan

Tuhan yang dijamin hak-haknya.

Tujuan sebagaimana dimaksud dalam definisi sistem hukum itu adalah apa

yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam hal ini hukum ingin mencapai keseimbangan

agar hubungan yang di timbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi

kekacauan. Untuk menjamin keseimbangan tersebut maka diperlukan tujuan hukum.

Secara umum tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan29. Dalam keadilan yang

hendak dicapai oleh suatu sistem hukum itu ada juga kepastian dan daya guna, atau

kemanfaatan, seperti apa yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch30 yang dapat

dijelaskan sebagi berikut.

Kepastian hukum mempunyai arti bahwa hukum itu harus pasti. Hukum itu

tidak mudah berubah-ubah karena desakan perubahan dalam masyarakat. Ibarat

28Notonagoro, 1987, h., 99-100.
29Teguh Prasetyo, (2013) Op. Cit., h., 9.
30Gustav Radbruch, Legal Philosophy, II, (1932), Op. Cit., h., 49-224.



tulisan, maka tulisan itru harus ditulis di atas batu karang, dan tidak ditulis di atas

pasir si tepi pantai. Tulisan yang dipahatkan di atas batu karang tidak mudah berubah,

sedangkan tulisan yang di tulis di atas pasir di tepi laut mudah hapus karena disapu

ombak perubahan zaman.

Kepastian itu dibutuhkan sebab dengan demikian hukum menunjukkan

kewibawaannya dan menerima pangakuan atau legitimasi dari masyarakat dan

individu. Dengan kepastian maka setiap individu dan masyarakat pada umumnya

dapat dengan mudah merencanakan apa yang bakal terjadi manakala kaidah dan

prosedur serta asas-asas itu di tempuh atau dilalui. Si Polan dapat memastikan bahwa

dia dapat terbang, menumpang penerbangan sipil di Indonesia karena sistem

penerbangan sipil menjunjung tinggi hukum atau keadilan.

Keadilan setidaknya dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Jenis keadilan yang

pertama yaitu keadilan umum atau keadilan legal. Dimaksudkan dengan keadilan

legal yaitu keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi

kepentingan umum31, sekaligus pada saat yang bersamaan tidak mengorbankan

manusia sebagai individu. Apa yang di sebut keadilan itu adalah apa yang menjadi

keinginan publik atau negara, tetapi juga yang dikendaki setiap warga negara.

Jenis keadilan yang kedua yaitu keadilan khusus. Dimaksud dengan keadilan

khusus yaitu keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional. Keadilan khusus ini

masih dibedakan lagi berdasarkan sifatnya menjadi tiga sasaran keadilan khusus.

Sasaran keadilan khusus yang pertama yaitu keadilan yang secara proporsional

diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Karena sasaran yang

demikian itu maka keadilan khusus ini disebut dengan keadilan distributriva. Sasaran

31Ibid., h., 10



keadilan khusus yang kedua adalah mempersamakan antara prestasi dan

kontraprestasi.

Tidak terlalu tepat, namun umumnya orang berpendapat bahwa sasaran

keadilan yang demikian itu paling menonjol dapat dilihat dalam hubungan

keperdataan. Sejatinya, sasaran keadilan yang demikian itu juga berlangsung di

tataran publik, misalnya pembagian fungsi-fungsi pemerintahan dan pembagian tugas

dalam jabatan- jabatan birokrasi pemerintahan dan di atas lembaga-lembaga

ketatanegaraan.

Pada tingkat hubungan internasional dimana negara-negara adalah subyek-

subyek hukum internasional maka sasaran keadilan yang demikian itu biasanya

dijumpai dalam berbagai macam instrumen internasional dan perjanjian antara negara,

baik perjanjian yang bersifat unilateral, juga perjanjian yang bersifat bilateral, maupun

semua perjanjian yang sifatnya multilateral. Sasaran keadilan khusus yang ketiga,

lebih banyak dipahami umum sebagai terdapat dalam penjatuhan hukuman pidana dan

ganti kerugian kepada pelaku tindak pidana32.Keadilan jenis ketiga dalam keadilan

khusus ini disebut dengan keadilan vindikatif. Jenis keadilan yang ketiga disebut

aequitas. Dimaksud dengan aequitas adalah keadilan yang berlaku umum, obyektif

dan tidak memperhitungkan situasi daripad orang-orang yang bersangkutan33.

Sementara itu, dimaksudkan dengan daya guna adalah bahwa dlam proses

bekerjanya hukum itu dapat memaksa masyarakat pada umumnya dan para penegak

hukum khususnya untuk melakukan segala aktivitasnya selalu didasarkan pada hukum

yang mengaturnya34. Dengan demikian, hukum menuju kepada tujuan yang penuh

32Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Ruang
Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum), Alumni, Bandung, 2000, h., 52.
33O. Notohamidjojo, Soal-Soal Poko Filsafat Hukum, Editor Tribudiyono, Griya Media, Salatiga, 2011, h., 79.
34H. Haris Soche, Supremasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonesia, Hanindita, Yogyakarta, 1985., 11-12.



harga35. Dalam daya guna sebagai tujuan hukum itu terdapat tiga nilai penting bagi

hukum yaitu: pertama, nilai-nilai pribadi yang penting untuk mewujudkan kepribadian

manusia. Kedua, yaitu nilai-nilai masyarakat yang hanya dapat diwujudkan dalam

masyarakat manusia. Sedangkan nilai yang ketiga, yaitu nilai-nilai dalam karya

manusia berupa ilmu dan kesenian dan pada umumnya dalam kebudayaan36.

4) Keadilan, Kemanfaatan, Kepastian; Tritunggal Hukum

Perlu diterangkan di sini bahwa ketiga pilahan yaitu keadilan, kepastian dan

kemanfaatan menurut perspektif Gustav Radbruch bersifat tunggal atau tritunggal dan

imperatif. Ketiganya seimbang dan oleh sebab itu memang dalam kenyataannya dapat

dibedakan dan dipelajari sebagai antinomie cita hukum namun pada akhirnya

ketiganya (keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum) tidak boleh dipahami sebagai

memiliki makna yang terpisah. Begitu pula ketiganya yaitu keadilan, kemanfaatan dan

kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan atau didoktrin serta tidak dapat dilihat

sebagai suatu antinomie. Sebab, ketiganya refleksi dari tabiat hukum itu sendiri,

dalam hal ini keseimbangan antara tiga watak hukum yang oleh Gustav Radbruch di

konseptualisasikan justice, expediency, dan legal certainty.

Keadilan, kepastian dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum adalah satu

kesatuan keseimbangan. Setiap kali hukum dibicarakan makamotomatis di dalamnya

terkandung makna keadilan, sekaligus ada kepastian dan semua hukum pasti

bermanfaat. Karena ketiganya merupakan satu kesatuan yang seimbang maka orang

dapat saja mengatakan bahwa tujuan hukum adalah keadilan saja, dan itu berarti di

dalam keadilan itu sudah pasti ada pula kepastian dan selalu saja diperoleh manfaat.

35Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., h., 11.
36O. Notohamidjojo, (2011), Op. Cit., h., 44-45



Bagitu pula orang bisa saja mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah

mencapai kepastian dengan suatu makna bahwa di dalam kepastian itu sudah ada

keadilan dan kemanfaatan. Seterusnya orang banyak lebih senang, dan pragmatis

mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah suatu kemaslahatan yang sudah otomatis

di dalamnya terkandung makna ada keadilan dan kepastian.

Sekalipun sudah ada penegasan di atas bahwa orang dapat saja menggunakan

satu dari ketiga watak hukum yaitu keadilan, ataukah kepastian, maupun kemanfaatan

untuk memahami dan menjelaskan tujuan hukum dan suatu sistem hukum namun

pada umumnya orang lebih memilih mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah

keadilan. Prinsip keseimbangan antara ketiga tujuan hukum sebagai suatu watak

hukum adalah asas penting dalam teori keadilan bermartabat atau sistem berdasarkan

Pancasila tujuan hukum itu adalah keadilan.

b. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karya

nichomachean ethics, politics, dan rethoric.Lebih khusus, dalam buku nicomachean

ethics, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yangberdasarkan filsafat umum

Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya

bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.37

Pendapat bahwa keadilan mesti dipahami dalam pengertian kesamaan, namun

Aristoteles membuat pembedaan penting antara kesamaan numerik dan kesamaan

proporsional. Kesamaan numerik mempersamakan setiap manusia sebagai satu unit,

yang sekarang biasa dipahami tentang kesamaan bahwa semua warga adalah sama di

37 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004, h. 24



depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya

sesuai dengan kemampuan, prestasi, dan sebagainya.

Pembedaan menurut Aristoteles ini menghadirkan banyak kontroversi dan

perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis

keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan yang pertama berlaku dalam

hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan distributif dan

korektif sama-sama rentan terhadap problema kesamaan atau kesetaraan dan hanya

bisa dipahami dalam kerangka konsepsi di wilayah keadilan distributif, bahwa

imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Pada keadilan

yang kedua, bahwa yang menjadi persoalan bahwa ketidaksetaraan disebabkan oleh,

misalnya, pelanggaran kesepakatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor,

kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam

masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelas bahwa apa

yang ada dibenak Aristoteles bahwa distribusi kekayaan dan barang berharga lain

berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi

merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikan, yakni nilai bagi

masyarakat.38

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah.

Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif

berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan; jika

suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada

si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang

“kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas

38Ibid, h. 25



membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan

korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan

bidangnya pemerintah.39

Dalam membangun argumentasi, Aristoteles menekankan perlu dilakukan

pembedaan antara vonis yang mendasarkan keadilan pada sifat kasus dan yang

didasarkan pada watak manusia yang umum dan lazim, dengan vonis yang

berlandaskan pandangan tertentu dari komunitas hukum tertentu. Pembedaan ini

jangan dicampuradukkan dengan pembedaan antara hukum positif yang ditetapkan

dalam undang-undang dan hukum adat. Berdasarkan pembedaan Aristoteles, dua

penilaian yang terakhir itu dapat menjadi sumber pertimbangan yang hanya mengacu

pada komunitas tertentu, sedangkan keputusan serupa yang lain, kendati diwujudkan

dalam bentuk perundang-undangan, tetap merupakan hukum alamjika bisa

didapatkan dari fitrah umum manusia40.

c. Keadilan Sosial Ala John Rawls

John Rawls dalam buku a theory of justice menjelaskan teori keadilan sosial

sebagai the difference principle dan the principle of fair equality of opportunity.Inti

the difference principle, bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar

memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung.

Istilah perbedaan sosialekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada

ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok

kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.Sementara itu, the principle of fair equality

of opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang

39Ibid
40Ibid, h. 26-27



untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas.Mereka inilah yang

harus diberi perlindungan khusus41.

Rawls mengerjakan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan terutama sebagai

alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana dikemukakan Hume, Bentham dan

Mill. Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-

prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri, lagi pula bahwa

pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Rawls juga berpendapat bahwa

teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Memang boleh

jadi diminta pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan

bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang

beruntung dalam masyarakat.

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang

sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling

lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi.Pertama, situasi ketidaksamaan

menjamin maximum minimal bagi golongan orang yang paling lemah.Artinya situasi

masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi

yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan

diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang, supaya kepada semua

orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini

semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang

bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan

keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan,

yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang

41Ibid, h. 27



paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur

kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi

keuntungan yang bersifat timbal balik (reciprocal benefits) bagi setiap orang, baik

mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung42.

Dengan demikian, prinsip berbedaan menuntut diaturnya struktur dasar

masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama

kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang

yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk

dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan

yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi,

dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri

sebagai pemandu untuk mengembangkankebijakan-kebijakan untuk mengoreksi

ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

John Rawls menyatakan dua prinsip keadilan yang dipercaya akan dipilih

dalam posisi awal. Di bagian ini John Rawls hanya akan membuat komentar paling

umum, dan karena itu formula pertama dari prinsip-prinsip ini bersifat tentative.

Kemudian John Rawls mengulas sejumlah rumusan dan merancang langkah demi

langkah pernyataan final yang akan diberikan nanti. John Rawls yakin bahwa

tindakan ini membuat penjelasan berlangsung dengan alamiah.

Pernyataan pertama dari dua prinsip tersebut berbunyi sebagai berikut:43

Pertama, setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang

paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang.

42 John Rawls, A Theory of Justice, London : Oxford University Press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam
Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, h.
69

43Ibid, h. 72



Kedua, ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa,

sehingga (a) dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan (b) semua

posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua frasa ambigu pada prinsip

kedua, yakni “keuntungan semua orang” dan “sama-sama terbuka bagi semua

orang”. Pengertian frasa-frasa itu secara lebih tepat yang akan mengarah pada

rumusan kedua. Versi akhir dari dua prinsip tersebut diungkapkan dalam

mempertimbangkan prinsip pertama.

Melalui jalan komentar umum, prinsip-prinsip tersebut terutama menerapkan

struktur dasar masyarakat, mereka akan mengatur penerapan hak dan kewajiban dan

mengatur distribusi keuntungan sosial dan ekonomi. Sebagaimana diungkapkan

rumusan mereka, prinsip-prinsip tersebut menganggap bahwa struktur sosial dapat

dibagi menjadi dua bagian utama, prinsip pertama diterapkan yang satu, yang kedua

pada yang lain. Mereka membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang

mendefinisikan dan menjamin kebebasan warganegara dan aspek-aspek yang

menunjukkan dan mengukuhkan ketimpangan sosial ekonomi. Kebebasan dasar

warga Negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki

jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan

berkeyakinan dan kebebasan berpikir, kebebasan seseorang seiring dengan

kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal), dan kebebasan dari

penangkapan sewenang-wenang sebagaimana didefinisikan oleh konsep rule of law.

Kebebasan-kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena warga suatu

masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta

dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggung

jawab, atau rantai komando. Sementara distribusi kekayaan dan pendapatan tidak



perlu sama, harus demi keuntungan semua orang, dan pada saat yang sama, posisi-

posisi otoritas dan jabatan komando harus bisa diakses oleh semua orang.

Masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya

terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur

ketimpangan sosial ekonomi sedemikian hingga semua orang diuntungkan.

Prinsip-prinsip ini ditata dalam tata urutan dengan prinsip pertama mendahului

prinsip kedua.Urutan ini mengandung arti bahwa pemisahan dari lembaga-lembaga

kebebasan setara yang diperlukan prinsip pertama tidak bisa dijustifikasi, atau

digantikan dengan keutungan sosial dan ekonomi yang lebih besar.Distribusi

kekayaan dan pendapatan, serta hierarki otoritas, harus sejalan dengan kebebasan

warga negara dan kesamaan kesempatan.

Jelas bahwa prinsip-prinsip tersebut agak spesifik isinya, dan penerimaan

mereka terletak pada asumsi-asumsi tertentu yang pada akhirnya harus dijelaskan.

Teori keadilan tergantung pada teori masyarakat dalam hal-hal yang akan tampak

nyata nanti. Sekarang, harus dicermati bahwa dua prinsip tersebut (dan hal ini

berlaku pada semua rumusan) adalah kasus khusus tentang konsepsi keadilan yang

lebih umum yang bisa dijelaskan sebagai berikut44:

Semua nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan

dan basis-basis harga diri – didistribusikan secara sama kecuali jika distribusi yang

tidak sama dari sebagian, atau semua, nilai tersebut demi keuntungan semua orang.

Ketidakadilan adalah ketimpangan yang tidak menguntungkan semua orang.Tentu,

konsepsi ini sangat kabur dan membutuhkan penafsiran.

Sebagai langkah pertama, anggaplah bahwa struktur dasar masyarakat

mendistribusikan sejumlah nilai-nilai primer, yakni segala sesuatu yang diinginkan

44Ibid, h. 74



semua orang yang berakal. Nilai-nilai ini biasanya punya kegunaan apa pun rencana

hidup seseorang. Sederhananya, anggaplah bahwa nilai-nilai primer utama pada

disposisi masyarakat adalah hak dan kebebasan, kekuasaan dan kesempatan,

pendapatan dan kekayaan.Hal-hal tersebut merupakan nilai-nilai sosial primer. Nilai-

nilai primer lain seperti kesehatan dan kekuatan, kecerdasan dan imajinasi, hal-hal

natural, kendati kepemilikan mereka dipengaruhi oleh struktur dasar, namun tidak

langsung berada di bawah kontrolnya. Bayangkan tatanan hipotesis awal di mana

semua nilai primer di distribusikan secara sama, semua orang punya hak dan

kewajiban yang sama, pendapatan dan kekayaan dibagi sama rata. Kondisi ini

memberikan standar untuk menilai perbaikan. Jika ketimpangan kekayaan dan

kekuasaan organisasional akan membuat semua orang menjadi lebih baik daripada

situasi asal hipotesis ini, maka mereka sejalan dengan konsepsi umum.

Mustahil secara teoritis, bahwa dengan memberikan sejumlah kebebasan

fundamental, mereka secara memadai dikompensasi capaian-capaian ekonomi dan

sosialnya. Konsepsi keadilan umum tidak menerapkan batasan pada jenis

ketimpangan apa yang diperbolehkan, hanya mengharuskan agar posisi semua orang

bisa diperbaiki. Tidak perlu mengandaikan sesuatu yang amat drastis seperti

persetujuan pada perbudakan. Bayangkan bahwa orang-orang justru menanggalkan

hak-hak politik tertentu manakala keuntungan ekonomi signifikan dan kemampuan

mereka untuk memengaruhi arus kebijaksanaan melalui penerapan hak-hak tersebut

pada semua kasus akan terpinggir. Pertukaran jenis ini yang akan diungkapkan dua

prinsip tersebut, setelah diurutkan secara serial mereka tidak mengijinkan pertukaran

antara kebebasan dasar dengan capaian-capaian sosial dan ekonomi. Urutan secara

serial atas prinsip-prinsip tersebut mengekspresikan pilihan dasar di antara nilai-nilai



sosial primer.Ketika pilihan ini rasional, begitu pula pilihan prinsip-prinsip tersebut

dalam urutan ini.

Dalam mengembangkan keadilan sebagai fairness, dalam banyak hal akan

mengabaikan konsepsi umum tentang keadilan dan justru mengulas kasus khusus dua

prinsip dalam urutan. Keuntungan dari prosedur ini, bahwa sejak awal persoalan

prioritas diakui, kemudian diciptakan upaya untuk menemukan prinsip-prinsip untuk

mengatasinya. Orang digiring untuk memperhatikan seluruh kondisi di mana

pengetahuan tentang yang absolute memberi penekanan pada kebebasan dengan

menghargai keuntungan sosial dan ekonomi, sebagaimana didefinisikan oleh leksikal

order dua prinsip tadi, akan jadi masuk akal. Urutan ini tampak ekstrim dan

terlampau spesial untuk menjadi hal yang sangat menarik, namun ada lebih banyak

justifikasi daripada yang akan terlihat pada pandangan pertama. Atau setidaknya

seperti yang akan disebutkan. Selain itu, pembedaan antara hak-hak dan kebebasan

fundamental dengan keuntungan sosial dan ekonomi menandai perbedaan di antara

nilai sosial primer yang seharusnya dimanfaatkan.Pembedaan yang ada dan urutan

yang diajukan hanya bersandar pada perkiraan.Namun penting untuk menunjukkan

kalimat utama dari konsepsi keadilan yang masuk akal, dan dalam kondisi, dua

prinsip dalam tata urutan serial tersebut bisa cukup berguna.

Kenyataan bahwa dua prinsip tersebut bisa diterapkan pada berbagai lembaga

punya konsekuensi tertentu.Berbagai hal menggambarkan hal ini.Pertama, hak-hak

dan kebebasan yang diacu oleh prinsip-prinsip ini adalah hak-hak dan kebebasan

yang didefinisikan oleh aturan publik dari struktur dasar.Kebebasan orang ditentukan

oleh hak dan kewajiban yang dibentuk lembaga-lembaga utama

masyarakat.Kebebasan merupakan pola yang pasti dari bentuk-bentuk sosial. Prinsip

pertama menyatakan bahwa seperangkat aturan tertentu, aturan-aturan yang



mendefinisikan kebebasan dasar, diterapkan pada semua orang secara sama dan

membiarkan kebebasan ekstensif yang sesuai dengan kebebasan bagi semua. Satu

alasan untuk membatasi hak-hak yang menentukan kebebasan dan mengurangi

kebebasan bahwa hak-hak setara sebagaimana didefinisikan secara institusional

tersebut saling mencampuri.

Hal lain yang harus diingat bahwa ketika prinsip-prinsip menyebutkan

person, atau menyatakan bahwa semua orang memperoleh sesuatu dari

ketidaksetaraan, acuannya person yang memegang berbagai posisi sosial, atau

jabatan atau apapun yang dikukuhkan oleh struktur dasar. Dalam menerapkan prinsip

kedua diasumsikan bahwa dimungkinkan untuk memberi harapan akan kesejahteraan

pada individu-individu yang memegang posisi-posisi tersebut. Harapan ini

menunjukkan masa depan hidup mereka sebagaimana dilihat dari status sosial

mereka. Secara umum, harapan orang-orang representative bergantung pada

distribusi hak dan kewajiban di seluruh struktur dasar.Ketika hal ini berubah,

harapan berubah. Dapat diasumsikan bahwa harapan-harapan tersebut terhubung

dengan menaikkan masa depan orang yang representative pada satu posisi, berarti

kita meningkatkan atau menurunkan masa depan orang-orang representative di

posisi-posisi lain. Hal ini bisa diterapkan pada bentuk-bentuk institusional, prinsip

kedua (atau bagian pertamanya) mengacu pada harapan akan individu-individu

representative. Kedua prinsip tersebut tidak bisa diterapkan pada distribusi nilai-nilai

tertentu pada individu-individu tertentu yang bisa diidentifiasi oleh nama-nama pas

mereka.Situasi di mana seseorang mempertimbangkan bagaimana mengalokasikan

komoditas-komoditas tertentu pada orang-orang yang membutuhkan yang diketahui

tidak berada dalam cakupan prinsip tersebut.Mereka bermaksud mengatur tatanan

institusional dasar, dan tidak boleh mengasumsikan bahwa terdapat banyak



kesamaan dari sudut pandang keadilan antara porsi administratif berbagai nilai pada

person-person spesifik dengan desain yang layak tentang masyarakat.Intuisi common

sense mengenai porsi administratif mungkin merupakan panduan yang buruk bagi

desain tata masyarakat.

Sekarang prinsip kedua menuntut agar setiap orang mendapat keuntungan

dari ketimpangan dalam struktur dasar. Berarti pasti masuk akal bagi setiap orang

representative yang didefinisikan oleh struktur ini, ketika ia memandangnya sebagai

sebuah titik perhatian, untuk memilih masa depannya dengan ketimpangan daripada

masa depannya tanpa ketimpangan. Orang tidak boleh menjustifikasi perbedaan

pendapatan atau kekuatan organisasional karena orang-orang lemah lebih

diuntungkan oleh lebih banyaknya keuntungan orang lain. Lebih sedikit penghapusan

kebebasan yang dapat diseimbangkan dengan cara ini. Dengan diterapkan pada

struktur dasar, prinsip utilitas akan memaksimalkan jumlah harapan orang-orang

representative (ditekankan oleh sejumlah orang yang mereka wakili, dalam

pandangan klasik), dan hal ini akan membuat kita mengganti sejumlah kerugian

dengan pencapaian hal lain. Dua prinsip tersebut menyatakan bahwa semua orang

mendapat keuntungan dari ketimpangan sosial dan ekonomi. Namun jelas bahwa ada

banyak cara yang membuat semua orang bisa diuntungkan ketika penataan awal atas

kesetaraan dianggap sebagai standar. Bagaimana memilih di antara berbagai

kemungkinan ini? Pada prinsipnya harus jelas sehingga dapat memberikan

kesimpulan yang pasti.

d. i Keadilan iBermartabat



1. i Aturan iLama iDan iTeori iKeadilan iBermartabat

Meskipun iada iketentuan-ketentuan ihukum isubstansif iyang isama

idengan isubstansi ikaidah idan iasas-asas ihukum isebelum iProklamasi45

ikemerdekaan iyang iberlaku iatas idasar iAturan iPeralihan iPasal iII iUndang-

Undang iDasar i1945, inamun idalam ipenerapannya iaturan-aturan iitu itelah

idisesuaikan idengan ikeadaan ibaru isetelah ikemerdekaan. iPenyesuaian iitu

imisalnya idilakukan idengan ijalan imemberikan itafsir iatau iinterprestasi inilai

isebagaimana iditerangkan ioleh iNotonegoro46. iPemakaian iistilah iatau

iperkataan ipelestarian ibagi iberlakunya ihukum iyang ilama i(kolonial)

isesungguhnya ikurang itepat. iKekurangtepatan iitu idisebabkan iberlakunya

iketentuan ihukum iserta ibadan-badan iyang iada iatau iyang ilama idiberikan

ilegalitas ioleh iAturan iPeralihan iPasal iII iitu iguna imengisi idan imenjaga

iagar itidak iterjadi iapa iyang ioleh isementara ikalangan idianggap ikekosongan

ihukum. iDalam ikalimat iAturan iPeralihan iPasal iII itersebut itercantum

irumusan ikata-kata i“......selama ibelum idiadakan iyang ibaru imenurut

iUndang-Undang iDasar iini”.

Hal iitu itidak imenutup ikemungkinan, iapabila itelah idiadakan

iketentuan iperaturan-peraturan iyang ibaru isesuai idengan iUndang-Undang

iDasar iyang iAsli, imaka iketentuan-ketentuan itersebut imenjadi itidak iberlaku

ilagi. iJadi, idi isini iterdapat isyarat ibagi iberlakunya iperaturan ihukum ilama

i(kolonial) iitu, idan idengan idemikian itidak iterdapat ikehendak iuntuk

imelestarikan idalam ipengertian itanpa isyarat. i

45”Sebelum Proklamasi” dipakai mengingat secara filsafat Bangsa Indonesia adalah Bangsa yangsecara defacto
adalah bangsa yang Merdeka, namun Indonesia baru menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus
1945.
46Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., h.,371. Tanggapan terhadap penilaian Daniel
S. Lev, dalam bukunya yang berjudul Hukum dan Politik di Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1990, h., 460-462.



iMeskipun idalam ihal iini, ikeberlakuan itidak iditetapkan iwaktu iyang

idefinitif isampai iberapa ilama iketentuan-ketentuan47 iitu iberlaku.

Sementara ipihak iberpandangan ibahwa ikehendak iuntuk itidak

imelestarikan ihukum ikolonial iitu iterus iada idi idalam ipikiran isetiap iorang

iIndonesia. iTerbukti idengan ipartisipasi ipihak idi idalam ipembaruan ihukum

iyang iselama iini imasih idilandasi ioleh iasas-asas ihukum idan ipranata ihukum

iyang iberasal idari ipemikiran ipembuat iundang-undang iPerancis idan iBelanda

i(abad ike-19). iHanya isaja, idicontohkan ipihak iitu ibahwa iasas

ikeseimbangan iyang ipernah idiperkenalkan imemberikan idasar idan ilandasan

ibaru iyang idigali idari ialam ipikiran, ifilsafah, inilai, idan inorma ibangsa

iIndonesia isendiri. iHal iini isangat ipenting ibagi iperdagangan idan ibisnis

iinternasional idalam iera iglobalisasi idan iinformatika iabad iini48.

Apabila icontoh idiatas idilakukan ioleh iunsur ipertikelir idi idalam

inegara, imaka icontoh iselanjutnya idari ikontribusi inegara isecara ilangsung

idalam imembuktikan ibahwa itidak iterdapat ikehendak iuntuk imelestarikan

iproduk-produk ihukum ikolonial isecara itanpa isyarat idan idengan idemikian

iternyatalah isifat ilainnya idari iteori ikeadilan ibermartabat iini iadalah

ipembuatan idan ipemberlakuan isuatu ihukum isecara inasional.

Bahwa idemi ipembangunan idi ibidang ihukum isebagaimana itermaktub

idalam iGaris-Garis iBesar iHaluan iNegara i(Ketetapan iMajelis

iPermusyawaratan iRakyat iRepublik iIndonesia iNomor iIV/MPR/1978)

47Menurut Sunaryati Hartono, sampai dengan tahun 2006 masih ada kurang lebih 400 produk hukum dari zaman
Hindia Belanda yang tetap diberlakukan sebagaimana telah diteliti oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional,
ketika Sunaryati memimpin lembaga tersebut. Sunaryati menyayangkan bahwa di balik kenyataan masih begitu
banyaknya jumlah produk hukum Hindia Belanda yang masih berlaku, namun penggantiannya dengan yang
baru produk pembangunan hukum bangsa sendiri terkendala dengan sangat kecilnya APBN yang disediakan
untuk pembanguan hukum sampai sekarang ini. Dalam Kata Sambutan Sunaryati Hartono untuk Buku Herlin
Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas
Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h., iii.
48Sunaryati Hartono, dalam Herlin Budiono, (2006) Ibid., h., IV.



idipandang iperlu imengadakan iusaha ipeningkatan idan ipenyempurnaan

ipembinaan ihukum inasional idengan imengadakan ipembaruan ikodifikasi

iserta iunifikasi ihukum idalam irangkuman ipelaksanaan isecara inyata idari

iWawasan iNusantara.

Dikemukakan ipula idisini icontoh iyang ilain itentang iasas idalam iteori

ikeadilan ibermartabat. iSyarat ibagi iberlakunya iperaturan ihukum ilama

i(kolonial) iitu isama isekali itidak imengandung ikehendak iuntuk imelestarikan

iperaturan ihukum ikolonial iitu itanpa isyarat. iDalam ibidang ihukum iagraria

idalam iarti iluas49, iyaitu isebagai isebutan isuatu ikelompok iberbagai ibidang

ihukum, iyang imengatur ihak ihak ipenguasaan iatas isumber-sumber ikekayaan

ialam iyang imeliputi ihukum itanah, ihukum iair.Hukum iyang imengatur ihak-

hak ipenguasaan iatas itenaga idan iunsur-unsur itertentu idalam iruang iangkasa

iIndonesia, ihukum ipertambangan, ihukum iperikanan, ihukum ikehutanandan

ilain isebagainya iyang imasih iberlaku. iKeberlakuan iitu iberlangsung ihingga

idisusunnya iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar

iPokok-Pokok iAgrari. iUndang-Undang idimaksud imasih iberlaku iasas idan

ikaidah iyang isebagian itersusun iberdasarkan itujuan idan isendi-sendi idari

ipemerintahan ijajahan idan isebagian idipengaruhi iolehnya. iSebab iitu, iada

ikesan, iUndang-Undang itersebut ibertentangan idengan ikepentingan irakyat

idan inegara idi idalam imenyelesaikan irevolusi inasional idan ipembangunan

isemesta.

Tujuan idan isendi-sendi iyang iberada idibalik isusunan ipemerintahan

ijajahan iitu iadalah isifat idualisme, idengan iberlakunya ihukum iadat

idisamping ihukum iagraria iyang ididasarkan iatas ihukum iBarat idan ibahwa

49Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Cet., Keduabelas,
Djambatan, Jakarta, 1992, h., xxxii.



ibagi irakyat iasli ihukum iagraria ipenjajahan iitu itidak imenjamin ikepastian

ihukum.

Undang-Undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar

iPokok-Pokok iAgraria i(UUPA) isebagai idasar ibagi ihukum iagraria iyang

ibaru ikemudian idisusun idengan imuatan iasas-asas iserta isoal-soal ipokok

idalam igaris ibesarnya idalam irangka imemberikan ikemungkinan iakan

itercapainya ifungsi ibumi, iair idan iruang iangkasa iyang isesuai idengan

ikepentingan irakyat idan iNegara iserta imemenuhi ikeperluannya imenurut

ipermintaan izaman idalam isegala isoal iagraria. iHukum iagraria inasional,

isebagaimana idinyatakan idi idalam iPenjelasan iUmum iUUPA iBagian iI

itentang itujuan iUUPA, iharus imewujudkan ipenjelamaan idaripada iasas

ikerohanian inegara idan icita ihukum ibangsa iyaitu iPancasila.

Sementara iitu, isanggahan ijuga iperlu idikemukakan iterhadap

ipandangan ibahwa ihukum isubstantif iyang imajemuk imenggambarkan iatau

imerupakan iacuan ipokok isifat ihukum ikolonial50. iMemang ibetul ibahwa

isubstansi ihukum ikolonial imenunjukkan icorak ikemajemukan, isebab iitu

imerupakan isuatu ikenyataan. iHanya isaja ikemajemukan itidak iselalu iberarti

ikolonial. iTerdapatnya ikemajemukan idi idalam ihukum inasional itidak

imerupaka icorak isatu-satunya51.

Hal iitu idikarenakan idalam ihukum inasional ijuga imengakui iadanya

iasas iBhineka iTunggal iIka isebagai iperwujudan idari iasas iyang ibersumber

ipada isila iPancasila iyaitu iPersatuan iIndonesia. iMeskipun idemikian idisadari

ibenar itentang ibagaimana ipenerapannya idi ibidang ihukum ibukanlah

50Daniel S. Lev., (1990), Ibid.
51Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op.Cit., h., 372.



ipermasalahan iyang isederhana. iUntuk imenuju ike iarah iitu idiperlukan ikajian

iserta ipengalaman iyang imemadai52. i

Selama iini isenua iitu ibukanlah isuatu imimpi, isebagaimana

idikemukakan idi iata. iHal-hal iseperti iitu imerupakan ikerja inyata isehari-hari

iyang itelah iberlangsung ilama, imasih idapat idijumpai idalam ikehidupan

isehari-hari iindividu idan imasyarakat iIndonesia iserta imasih iakan

iberlangsung iterus idi imasa-masa iyang iakan idatang.

Terkait idengan ipermasalah iini, iKusumaatmadja imemberikan

isumbangan ipemikiran iyang iberharga, idan imengemukakan ipendapatnya

isebagai iberikut53. iPandangan iProf. iMochtar iKusumaatmadja ijuga itidak

iditolak ioleh ipakar iteori ihukum ilainnyadi iIndonesia, iyaitu iProf. iSatjipto

iRaharjo. iPedoman iyang idapat idigunakan idalam imembangun ihukum

inasional iadalah iuntuk imengusahakan ikesatuan iyang imungkinmembolehkan

ikeanekaragaman ibila ikeadaan imenghendakinya, itetapi ibagaimana ipun ijuga

imengutamakan ikepastian i(unity iwhenever ipossible, idiversity iwhere

idesireable, ibut iabove iall icertanty). iSementara iitu, iteori ikeadilan

ibermartabattidak imempersoalkan ipembedaan iatau idikotomi imaupun

iantinomi iantara ikeadilan, ikemanfaatan idan ikepastian ihukum, inamun

imemandang ikeadilan isebagai ihal iyang iutama idimana isecara isistemik

ididalamnya isudah iotomatis iterkandung ipula ikemanfaatan idan ikepastian

ihukum.

Kaitan idengan isistem ihukum iyang idibangun idi iatas idasar

iPancasila, iProf. iKusumaatmadja imengemukakan ibahwa iasas ikesatuan idan

52Ibid.
53Mochtar Kusumatatmadja, Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa
yang akan Datang, Dalam Majalah hukum Nasional Nomor 1, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen
Kehakiman, Jakarta, 1995, h., 97.



ipersatuan itidak iberarti ibahwa iadanya ikeanekaragaman ibudaya itidak iperlu

idiperhatikan. iSebab, iapabila iPancasila imerupakan inilai idasarnya imaka

ihukum inasioanal idapat idi ipandang isebagai iperangkat iyang imengandung

inilai iinstrumental iyang iberkembang isecara idinamis54.

Berikut idibawah iini ipenelusuran iyang ilebih ijauh iterhadap ihakikat

idari iteori ikeadilan ibermartabat iitu. iPenelusuran idibawah iini idiharapkan

ijuga iuntuk imenguatkan isuatu isimpulan ibahwa iteori ikeadilan ibermartabat

iini idapat idisebut ijuga idengan isuatu iteori isistem ihukum iberdasarkan

iPancasila.

2. i Teori iKeadilan iBermartabat; iNilai iDan iPendekatan

Sebagai iteori, imaka iseyogyanya iteori iitu idipahami idengan

ikesadaran ipenuh iatau idirasionalisasi isampai ike iakarnya; iyaitu ibahwa

isetiap iteori iitu isejatinya iadalah i“alat”. iTeori iadalah ialat, iartinya isetiap

iteori iyang idi ibangun iselalu iberorientasi ikepada inilai ikemanfaatan iuntuk

imanusia idan imasyarakat. iBegitu ipula idengan iteori ikeadilan ibermartabat.

iSebagai isuatu iteori imaka ipada ihakikatnya iteori ikeadilan ibermartabat iitu

ijuga iadalah isuatu i“alat”. iUmumnya idi iera ikemajuan idan ipengembangan

iilmu ipengetahuan idan iteknologi iini iorang imenyamakan i“alat” idengan

isuatu iteknologi. iTeori ikeadilan ibermartabat iadalah isuatu i“alat”, isuatu

ibentukan iatau itemuan idan ikarya-cipta, ihasil irancang ibangun iyang idibuat

imanusia, iuntuk imemanusiakan imanusia.

“Alat” iitu idibuat imanusia isupaya imanusia iitu isendiri iatau imanusia

ilain iyang iberminat idapat imempergunakan i“alat” iitu. iTujuan ipenggunaan

54Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, (2012), Op. Cit., h., 372-373.



i“alat” iyang ibernama iteori iitu iantara ilain isebagai ipembenar i(justification),

iatau isekurang-kurangnya iuntuk imemberi inama i(identitas) iterhadap isesuatu.

iPemberian iidentitas iitu idimaksudkan ipula iuntuk imembedakan isesuatu iitu

idengan isesuatu iyang ilainnya. iSesuatu idalam itulisan iini iyaitu isistem

ihukum ipositif iyang iberlaku idi iIndonesia. iTeori ikeadilan ibermartabat

imerupakan itemuan idan ipokok ikajian idalam ibuku iini. iHal iini iperlu

idikemukakan imengingat ipada iumumnya iorang imemahami ibahwa iteori

iadalah ihasil ipemikiran iatau ibuah ikarya iseseorang; iteori iadalah imilik

iseseorang. iSuatu iteori iadalah ihasil ipenemuan ibuah ikarya iatau ihasil

ikonstruksi iberpikir imilik iseseorang iyang imenekuni ibidang ikeilmuan

itertentu.

3. i Nilai iTeori iKeadilan iBermartabat

Sebagai isuatu i“alat” iyang idiciptakan iatau ihasil ipemikiran, isudah

ipasti isi ipenciptanya imengetahui idan iingin iagar isupaya i“alat” iitu

ibermanfaat. iIni ijuga isuatu iciri ilain idari iteori. iDemikian ipula iciri iyang

ilain idari iteori ikeadilan ibermartabat. iSebagaimana iumum ijuga idipahami

ibahwa imanfaat iatau ikegunaan iadalah isuatu inilai imaterial iatau inilai iyang

ibersifat ikebendaan. iNilai iadalah ikualitas idari isesuatu. iDemikian ipula

idengan iteori ikeadilan ibermartabat.

Teori ikeadilan ibermartabat ibernilai, iseperti inilai iyang idimaksud

iNotonagoro, isebab isekurang-kurangnya iteori iitu imemiliki ikualitas, idapat

idimanfaatkan ioleh isuatu ibangsa iyang ibesar idan ipenduduknya,terbentang

idari isabang isampai imarauke idan idari italaud isampai ipulau irote.

iDimaksudkan idengan iberkualitas, ijuga iantara ilain ibahwa iuntuk itujuan



iyang ibaik; imenjadi ialat ipemersatu, imemahami, imenjalani idan imemelihara

ibentuk isistem idari isuatu ibangsa iyang ibesar.

Notonagoro imembagi inilai imenjadi itiga ikelompok, iyaitu inilai

imatrial isegala isesuatu iyang iberguna ibagi ijasmani imanusia, ivital i(berguna

ibagi imanusia iuntuk imelaksanakan iaktivitas) idan ikerohanian i(berguna ibagi

irohani imanusia). iNilai ikerohanian idapat idibagi imenjadi inilai ikebenaran

ikenyataan iyang ibersumber idari iunsur irasio i(akal) imanusia, inilai

ikeindahan iyang ibersumber idari iunsur irasa i(estetis) imanusia, inilai

ikebaikan iyang ibersumber ipada ikepercayaan imanusia idengan idisertai

ipenghayatan imelalui iakal idan ibudi inuraninya55.

Selama iini iteori ikeadilan ibermartabat isudah idimanfaatkan, ibaik ioleh

ipenemunya isendiri imauoun ioleh ipihak ilain iyang imenggunakan iteori

ikeadilan ibermartabat. iDi idalam ibuku iini, isengaja iditunjukkan isejumlah

ibukti ipenggunaan iteori ikeadilan ibermartabat, imisalnya idalam ipembentukan

iperaturan iperundang-undangan, ikeputusan ihakim idan idoktrin ihukum iyang

idikembangkan idalam isistem ihukum ipositif iIndonesia iselama iini. iAgar

i“alat” iitu idapat idipergunakan itidak ihanya ioleh isi ipenemu iitu isendiri,

itetapi ijuga idapat iberguna iorang ilain, imaka isi ipencipta i“alat” iitu

imengusahakan ihal iitu idengan ijalan i“mempromosikan”(publikasi) ibahwa

i“alat” ihasil iciptaannya iitu iyang ipaling ibaik iketimbang i“alat” ihasil iciptaan

iatau itemuan ipihak ilain.

Keinginan isi ipencipta iatau, ibegitu iseterusnya idengan iorang ilain

i(pihak iketiga) iyang isudah imerasakan imanfaat idari i“alat” ihasil ikarya isi

ipencipta ipertama iitu iagar isupaya inantinya iorang-orang iyang ilain ijuga

55Darji Darmodiharjo.1996.Penjabaran Nilai-Nilai Pancasila dalam Sistem Hukum Indonesia, Rajawali Pers,
Jakarta.



iturut imenggunakan i“alat” iitu iterlihat idengan ijelas idi ibalik ipernyataan idi

ibawah iini:

“Filsafat iPancasila iadalah ihasil iberpikir/pemikiran iyang isedalam-

dalamnya idari ibangsa iIndonesia iyang idianggap, idipercaya idan idiyakini

isebagai isesuatu i(kenyataan, inorma-norma, inilai-nilai) iyang ipaling ibenar,

ipaling iadil, ipaling ibijaksana, ipaling ibaik idan ipaling isesuai ibagi, ibangsa

iIndonesia”56.

Sekalipun inampak idari ikutipan idiatas iada isemacam iusaha iuntuk

imempromosikan iteori ikeadilan ibermartabat iitu isebagai isesuatu iyang ipaling

ibenar inamun ihal iitu idilakukan itanpa idisertai imaksud iuntuk imenjadikan

iteori ikeadilan ibermartabat imanjadi isatu-satunya iteori iyang imemonopoli

ikebenaran iatau ibersifat iindoktrinasi idan iarogan. iSeperti itelah idikemukakan

idi imuka, iteori ikeadilan iyang imemiliki iciri ikefilsafatan, imencintai

ikebijaksanaan idan ibertanggung ijawab. iDalam ikonteks iitu, iteori ikeadilan

ibermartabat imenolak iarogansi, inamun imendorong irasa ipercaya idiri, idan

ikeyakinan idiri isuatu isistem ihukum, idalam ihal iini isistem ihukum

iberdasarkan iPancasila. iAda iperbedaan iyang iprinsipil iantara iarogansi idan

ikeyakinan idiri. iYang ipertama iadalah isikap iyang ikurang ibaik idan ibahkan

itepatnya itidak ibaik, inamun iyang ikedua iadalah isikap, iterutama isikap

iilmiah iyang idianjurkan, isecara ibertanggung ijawab. iMereka iyang

imempelajari ifilsafat iselalu iberusaha iuntuk iberwawasan iluas idan iterbuka.

iMereka, ipara ifilsuf, idalam ihal iini ifilsuf i ihukum idiajak iuntuk imenghargai

ipemikiran, ipendapat idan ipendirian iorang ilain57, idan itidak imemaksakan

56Tommy Leonard, Disertasi, Pembaharuan Sanksi Pidana Berdasrkan Falsafah Pancasila dalam Sistem
Pidana di Indonesia, Program Doktor Ilmi Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2013, h., 37.
57Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkarullah, (2012), Op. Cit., h., 4.



ikebenaran iyang imereka iyakini iitu i(indoktrinasi) ikepada iorang iatau ipihak

ilain.

4. i Pendekatan iSistem iMenurut iTeori iKeadilan iBermartabat

Sebagai isuatu iteori, ihasil iberpikir isecara ikefilsafatan, imaka iteori

ikeadilan ibermartabat ijuga imempunyai imetode ipendekatan idalam

imempelajari idan imenjelaskan iatau imenguraikan idan imenerangkan iobjek

ipengkajian iteori itersebut. iDalam ihal iini iobjek ipengkajian idari iteori

ikeadilan ibermartabat iyaitu isegala isesuatu ikaidah idan iasas-asas ihukum

iyang iberlaku. i

Pendekatan iyang ipaling ikhas idalam iteori ikeadilan ibermartabat

iterhadap iobjek istudinya isehingga iteori iini idapat idiidentifikasi isebagai

imemiliki isifat ibermartabat iyaitu ibahwa ikaidah-kaidah idan iasas-asas

ihukum iitu idilihat isebagai isuatu isistem. iDengan iperkataan ilain, iteori

ikeadilan ibermartabat ibekerja isecara isistem, ipendekatannya idapat ijuga

idisebut isistemik iatau, iseperti itelah idikemukakan idimuka iyakni ipendekatan

ifilosofis i(philosophical iapproach). iItulah isebabnya, idalam iteori ikeadilan

ibermartabat ikaidah-kaidah idan iasas-asas ihukum iIndonesia ijuga idilihat

isebagai iberada idan imerupakan ibagian idari isuatu isistem ihukum iyang

idisusun isecara itersruktur iyang iberlaku idalam isistem ipositif.

Kaitannya idengan ikonsep ihukum ipositif iyang idisebutkan idiatas,

imaka iperlu iditegaskan ikembali idisini ibahwa iapabila iorang imembicarakan

ihukum, imaka iyang isenantiasa iharus iselalu iada idi idalam ibenak ipihak iitu

iialah ihukum ipada isaat iini iatau ihukum iyang iada idisini idan iyang idibuat

ioleh ipenguasa iyang iberwewenang idisaat iini idan iditempat iini ipula i(ius

iconstitutum). iHukum iyang idemikian iitu idiberi inama ihukum ipositif iatau



iada iyang imenyebutnya isebagai ihukum iyang iberlaku i(positief irecht, igelden

irecht, iatau istelling irecht)58.

Perlu idikemukakan idisini ibahwa, isistemik iberasal idari ikata isistem.

iPerkataan isistem iyang idipahami ididalam iteori ikeadilan ibermartabat

imengandung ipengertian isuatu ikebulatan idan isejumlah iunsur iyang isaling

iberhubungan imenurut itata/urutan iatau istruktur/susunan ipengaturan iuntuk

imencapai isesuatu imaksud iatau imenunaikan isesuatu iperanan imaupun itugas

itertentu. iDalam imengemukakan ijawaban iterhadap isuatu imasalah

ipendekatan isistem imenggunakan ipendapat iatau iargumen iyang imerupakan

iuraian ikefilsafatan iyang iberhubungan isecara iteratur, isaling iberkaitan isatu

isama ilain idan iterkandung iadanya imaksud iatau itujuan itertentu59.

Sehubungan idengan iteori ikeadialan ibermartabat iyang ihanya

imempelajari iobyeknya iyaitu ihukum idengan ipendekatan isistem, imaka iperlu

iditambahkan ibahwa isistem imerupakan isuatu ikesatuan iyang iterdiri idari

iunsur-unsur iatau ielemen iyang isaling iberinteraksi isatu isama ilain. iTeori

ikeadilan ibermartabat imemandang ibahwa idalam isistem itidak idikehendaki

iadanya ikonflik iatau ipertentangan iantar iunsur-unsur iyang iada idi idalam

isistem itersebut. iTeori ikeadilan ibermartabat isebagai isuatu isistem ijuga

imenganut ipandangan ibahwa imanakala isuatu ikonflik itidak iterelakkan

idalam isistem iitu, imaka ikonflik iatau iketidak isesuaian, ipertentangan

imaupun ikesalingtumpangtindihan iantar iunsur-unsur idalam isistem iitu isegera

idapat idiselesaikan ioleh isistem iitu isendiri.

Kaitan idengan iapa iyang ibaru isaja idikemukakan idiatas iitu idalam

isistem ihukum ipositif iIndonesia idapat idijumpai iciri-ciri isuatu ipluralisme

58E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Cet., Kesepuluh, Sinar Harapan,
Jakarta, 1983, h., 20-21.
59Ibid., h., 3.



ihukum. iSistem ihukum ipositif iIndonesia itidak imenolak ieksistensi iatau

ikeberadaan ilima isistem ihukum ibesar iseperti isistem iHukum iAdat iCivil

iLaw iatau iRoman iLaw, iIslamic iLaw idan iCommon iLaw idan iSocialist iLaw.

Teori ikeadilan ibermartabat imemiliki isifat ibermartabat imengingat

iteori iini imemandang isistem ihukum ipositif iIndonesia isebagai isuatu isistem

ihukum iyang itoleran iterhadap ikeberadaan ikelima isistem idan itradisi ihukum

ibesar iyang ipernah idibangun iumat imanusia idimaksud. iMengingat isifatnya

iyang ibertoleran iterhadap ikelima itradisi isistem ihukum ibesar idimaksud,

isampai-sampai iIlham iBasri iberpendapat ibahwa isistem ihukum iIndonesia

isebagai isuatu isistem iaturan iyang iberlaku idi iIndonesia iadalah isistem iyang

isedemikian irumit idan iluas.

Ilham iBasri imenganggap ibahwa ikelima isistem ihukum ibesar idunia

iitu, idi idalam isistem ihukum ipositif iIndonesia iadalah iunsur-unsur ihukum.

iMenurut iIlham iBasri, idi iantara iunsur ihukum iyang isatu idengan iyang ilain

isaling ibertautan, isaling ipengaruh imempengaruhi iserta isaling imengisi idi

idalam isistem ihukum ipositif iIndonesia. iOleh ikarenanya ipembicaraan isuatu

ibidang iatau iunsur iatau isub isistem ihukum iyang iberlaku idi iIndonesia itidak

ibisa idipisahkan idari iyang ilain, isehingga isistem ihukum ipositif iIndonesia

iitu imirip idengan itubuh iseorang imanusia, iunsur ihukum ibagaikan isuatu

iorgan idi idalam isuatu itubuh iyang ikeberadaannya itidak ibisa idipisahkan

idari iorgan iyang ilain60.

Selanjutnya iperlu idiketengahkan ipula ibahwa idalam iteori ikeadilan

ibermartabat iterkandung isuatu isifat idasar ilainnya iyaitu ibahwa isistem

ihukum ipositif iitu iberorientasi ikepada itujuan. iDi idalam isistem imaka

60Teguh Prasetyo dan Arie Purnomosidi, (2009), h., 41-42.



ikeseluruhan iadalah ilebih idari isekedar ijumlah idan ibagian-bagiannya.

iSelanjutnya isuatu isistem iberorientasi idengan isistem iyang ilebih ibesar,

iyaitu ilingkungannya. iBekerjanya ibagian-bagian idari isitem iitu imenciptakan

isesuatu iyang iberharga. iSeterusnya, idi idalam isistem imasing-masing ibagian

iharus icocok isatu isama ilain idan iada ikekuatan ipemersatu iyang imengikat

isistem iitu. iBerikut, idi idalam isistem iterdapat imekanisme ikontrol, ikoreksi

iatau ipengawasan idan iumpan ibalik61 iyang iberfungsi iuntuk imenjaga

ikesinambungan ieksistensi idari isistem iitu. i

Demikian ipula idengan isuatu isistem ihukum ipositif idalam iperspektif

iteori ikeadilan ibermartabat. iHukum ipositif iIndonesia iitu isatu isistem iyang

itidak isedang iditunggu, itetapi isatu isistem iyang ieksis idisini, isekarang iini

idan isehari-hari imesin iitu i“berputar”, isistem iitu isudah iada imasih ibekerja

idan iakan iterus ibekerja iserta imengatur itata itertib idalam imasyarakat.

iSistem ihukum iIndonesia idilihat isebagai isuatu ikesatuan iyang iterdiri idari

iunsur-unsur iyang imempunyai iinteraksi isatu isama ilain idan ibekerjasama

iuntuk imencapai itujuan ikesatuan itersebut62 idiatas. iPada ihakikatnya isistem

ihukum imerupakan isuatu ikesatuah ihakiki idan iterbagi-bagi idalam ibagian-

bagian, idi idalam imana isetiap imasalah iatau ipersoalan imenemukan ijawaban

iatau ipenyelesaiannya. iJawaban iitu iterdapat ididalam isistem iitu isendiri63.

Sistem ihukum iberdasarkan iPancasila isebagai isuatu ifilsafat ihukum,

isistem ihukum ipositif iIndonesia, ijuga idilihat isuatu ikesatuan ihakiki idan

iterbagi idalam ibagian-bagian, idi idalamnya isetiap imasalah iatau ipersoalan

iharus idapat imenemukan ijawaban iatau ipenyelesaiannya. iPrinsip iini ijuga

61Teguh Prasetyo, (2013), Op. Cit., h. 40.
62Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Set., Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, h., 122.
63Ibid., h., 123.



imenyebabkan isistem ihukum iitu imenjadi isuatu isistem ihukum iyang

ibermartabat.

Meskipun ipada iprinsipnya ijawaban iatas isetiap ipermasalahan iyang

itimbul idalam isistem ihukum iitu iterdapat idi idalam isistem ihukum iitu

isendiri, inamun idapat idipahami ibahwa isistem ihukum iitu imerupakan isistem

iyang iterbuka idan itoleran. iDimaksudkan idengan isistem iyang iterbuka

iadalah ikesatuan iunsur-unsur idalam isistem iitu ijuga imempengaruhi iunsur-

unsur idiluar isistem ihukum itersebut. iPeraturan-peraturan ihukum idalam

ibentuk ikaidah idan iasas-asas idi idalam isistem iitu iterbuka iuntuk iditafsirkan

isistem iitu, idalam irangka imenyesuaikan idiri idengan iperkembangan iyang

iterjadi idiluar isistem ihukum itersebut. iDengan ikarakter iyang iterbuka idan

itoleran iitu, isuatu isistem ihukum iselalu iberkembang, itidak iterkesan istatis

idan iberubah itanpa imeninggalkan isifat-sifat iutamanya isebagai isistem

ihukum.

Sifat isistemik idalam iteori ikeadilan ibermartabat iyang ibaru isaja

idikemukakan iitu, imenjawab ituntutan ikeseimbangan iyang isudah iumum

ipula. iBahwa, imeskipun isistem ihukum iitu imerupakan isistem iterbuka,

inamun itidak imenutup ikemungkinan iada ibagian-bagian itertentu idalam

isistem ihukum iitu iyang ibersifat isteril. iDimaksudkan idengan isteril iadalah

iberdaulat. iUnsur iyang isecara ibebas imenerima ipengaruh, inamun itidak

idapat iditekan iatau idipaksakan ioleh iunsur-unsur idiluar isistem ihukum iitu

isendiri.

Sistem ihukum isebagaimana idikemukakan ioleh iHarold iJ. iBerman

iadalah ikeseluruhan iaturan idan iprosedur ispesifik. iOleh ikarena iitu, isistem

ihukum idapat idibedakan iciri-cirinya idari isistem ikaidah-kaidah idan inorma



isosial ipada iumumnya. iDengan iidentitas isistem ikaidah ihukum iyang idapat

idibedakan idengan isistem ikaidah ipada iumumnya, imaka isistem ihukum

isecara irelatif ikonsisten iditerapkan ioleh isuatu istruktur iotoritas iyang

iprofesional iguna imengontrol iproses-proses isosial iyang iterjadi idalam

imasyarakat64.

Pengertian iatau idefinsi idari ikonsep isistem iyang idianut idalam iteori

ikeadilan ibermartabat, idengan idemikian, iadalah isuatu iperangkat iprinsip

iatau ioerangkat iasas idan iperangkat ikaidah ihukum ipositif iyang imerupakan

ibagian iyang itidak iterpisahkan idan iteramat ipenting idari isuatu isistem

ihukum ipositif iyang ikeseluruhannya itelah idirancang imenurut ipola itertentu,

isaling iberkaitan ierat iantara isatu ibagian idengan ibagian iyang ilain idan

isaling ibahu imembahu iantara isatu iunsur idengan iunsur iyang ilainnya idi

idalam isuatu ikesatuan itujuan.

5. i Keadilan iSebagai iTujuan iDan iMoralitas iSistem iHukum i

Pembicaraan imengenai ikeadilan iselalu iterkait idengan ipembahasan

imengenai ihukum iitu isendiri. iSeperti itelah idikemukakan ipula idi imuka,

ihukum idan ikeadilan ibagaikan idua isisi imata iuang iyang itidak idapat

idipisahkan. iSatu iuang, idua isisi, iyang imembuat iuang iitu idisebut iuang.

iAda ikalanya, ikeadilan isendiri idimaknai imenurut iasal iatau ikata idasar iadil

iyang iartinya itidak iberat isebelah. iPemahaman iseperti iini itidak isalah,

ihanya isaja ibelum ilengkap. iDalam ibuku iini, iteori ikeadilan ibermartabat

iberusaha iuntuk imemahami ikeadilan ihukum.

Profesor iSatjipto iRahardjo itelah imencoba imendefinisikan ikeadilan

idengan imenziarahi, iatau imembaca ibuku isejumlah ipemikir iyang ipernah

64Soetandyo Wignjosoebroto, Dari hukum kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial-Politik dalam
Perkembangan Hukum di Indonesia, Cet., Kedua, Raja Grafindo Pesada, Jakarta, 1995, h., 1. Catatan Kaki
nomor 1 dalam buku itu.



ihidup idan iberusaha imenemukan ihakikat ikeadilan. iDikatakan ibahwa

imenurut iUlpianus, ikeadilan iadalah ikemauan iyang ibersifat itetap idan iterus

imenerus iuntuk imemberikan ikepada isetiap iorang iapa iyang isemestinya,

iuntuknya. iDikemukakan ipula isuatu iungkapan iklasik idalam ibahasa iLatin,

iatau iLatin iMaxim iuntuk iitu, iyaitu iiustitia iest iconstant iet iperpetua

ivoluntas iius isuum icuique itribendi. iSementar iitu, imenurut iHerbert iSpencer,

ikeadilan imerupakan ikebebasan iseseorang iuntuk imenentukan iapa iyang

iakan idilakukannya, iasal itidak imelanggar ikebebasan iyang isama idari iorang

ilain. iMenurut iJustinian, ikeadilan iadalah ikebijakan iyang imemberikan ihasil,

ibahwa isetiap iorang imendapat iapa iyang imerupakan ibagiannya65.

Rumusan ipengertian ikeadilan iyang ibanyak idirujuk iadalah ipengertian

ikeadilan iyang idikemukakan ioleh iAristoteles. iSeperti idiketahui, iAristoteles

imerupakan iseorang ifilsuf ikebangsaan iYunani. iSelama iini, iziarah iterhadap

ipemikiran ifilsuf iYunani iitu isering idilakukan ikarena ipemikiran ifilsuf iitu

imempunyai ikontribusi ibesar iterhadap ipekembangan ihukum i(Filsafat

iHukum). iProf. iSatjipto iRahardjo imengemukakan ibahwa isetidaknya iada i5

ikontribusi iAristoteles idalam iperkembangan ihukum:

1. Kontribusi iPertama, imengutip iFriedman, iProf. iSatjipto iberpendapat

ibahwa ipemikiran iAristoteles iitu imengilhami istudi iEnsiklopedia

iterhadap ikebaradaan iberbagai iundang-undang idan ikonstitusi. iDoktrin-

doktrin iAristoteles itidak ihanya imeletakkan idasar-dasar ibagi iteori

ihukum itetapi ijuga ikepada ifilsafat ibarat ipada iumumnya. i

2. Kontribusi iKedua, ikontribusi iAristoteles iterhadap ifilsafat ihukum idalah

iformulasi iterhadap ikeadilan. i

65Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, h., 163-164.



3. Kontribusi iKetiga, iAristoteles imembedakan iantara ikeadilan idistributif

idan ikeadilan ikorektif iatau iremedial. iSelanjutnya, iArisatoteles ijuga

imemilihi isaham idalam imembedakan iantara ikeadilan imenurut ihukum

idengan ikeadilan imenurut ialam. i

4. Kontribusi iKeempat, ikontribusi iAristoteles iselanjutnya iadalah

imembedakan iterhadap ikeadilan iabstrak idan ikepatutan. i

5. Kontribusi ikelima, iAristoteles imendefinisikan ihukum isebagai ikumpulan

iperaturan iyang itidak ihanya imengikat imasyarakat itetapi ijuga ihakim66.

Dapat idiketahui idari ipemaparan idiatas, ibeberapa imacam ikeadilan

iyang idikemukakan ioleh iAristoteles. iYaitu ikeadilan idistributif, ikeadilan

ikorektif, ikeadilan imenurut ihukum, ikeadilan imenurut ialam, idan ikeadilan

iabstrak. iBanyaknya ipembedaan ikeadilan itersebut, idikarenakan imemang

ikeadilan, imenurut iAristoteles iadalah isesuatu iyang itidak idapat idirumuskan

isecara ipasti iapa iitu isebenarnya ikeadilan. iBahkan isampai isekarang itidak

iada irumusan iyang ipasti itentang irumusan itersebut.

Rujukan ikepada ipandangan iAristoteles iyang idemikian iitu

ikontradiksi idengan ikeadaan isesungguhnya idi idalam ipraktik idimana isetiap

ihari iorang imenikmati ikeadilan iitu. iPada ilevel iteoritis, ipandangan

iAristoteles iitu iberseberangan idengan itujuan ihukum iyaitu ikeadilan. iOleh

isebab iitu, iuntuk imengatasi ikesimpang isiuran ipemahaman, iteori ikeadilan

ibermartabat, imeletakkan itujuan ihukum iyaitu ikeadilan isecara isistemik.

iTujuan ihukum idalam iteori ikeadilan ibermartabat itidak idipertentangkan,

iatau itidak idiantinomikan idengan ikemanfaatan idan ikepastian ihukum.

66Wolfgang Friedmann, Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-teori Hukum (susunan I), Cet.
Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h., 10-11.



iHukum iitu, ibagi iteori ikeadilan ibermartabat iselalu iadil, iselalu ibermanfaat

idan iselalu ipasti. i

Rumusan ipengertian itentang ikeadilan ijuga idikemukakan iHans

iKelsen. iDalam iPure iTheory iof iLaw iAnd iState, ikeadialan ioleh iKelsen

idimaknai isebagai ilegalitas. iDimaksudkan idengan ipemaknaan ikeadilan

isebagai ilegalitas ijika isuatu iaturan iditerapkan ipada isemua ikasus idimana

imenurut iisinya imemang iaturan itersebut iharus idipublikasikan. iAdalah itidak

iadil ijika isuatu iaturan iditerapkan ipada isatu ikasus itetapi itidak ipada ikasus

ilain iyang isama. iMenurut iKelsen, ijuga isudah iumum idipahami, ikeadilan

idalam iarti ilegalitas iadalah isuatu ikualitas iyang itidak iberhubungan idengan

iisi itata iaturan ipositif, itetapi idengan ipelaksanaannya. iMenurut ilegalitas,

ipernyataan ibahwa itindakan iindividu iadalah iadil iatau itidak iadil iitu isama

idengan ilegal iatau itidak ilegal. iArtinya, isuatu itindakan iitu iadil iapabila

isesuai idengan inorma ihukum iyang iberlaku idan imemiliki ivaliditas iuntuk

imenilai itindakan itersebut. i

Norma ihukum iitu ibagian idari itata ihukum ipositif. iNampaknya,

imenurut iKelsen, ihanya idalam imakna ilegalitas iinilah ikeadilan idapat imasuk

ike idalam iilmu ihukum67. iPandangan iKelsen iitu ijuga iseolah iolah iada

iContradictio iin iTerminis ibahkan ihukum iitu ikeadilan. iJadi, iapa iyang

idimaksud idengan ikeadilan ioleh iHans iKelsen iadalah ijika isuatu itindakan

iyang isesuai idengan iapa iyang idiatur idalam ihukum ipositif i(peraturan

iperundang-undangan) idan ijika itindakan itersebut itidak isesuai idengan iapa

iyang idiatur idalam ihukum ipositif i(peraturan iperundang-undangan), imaka

itindakan iitu idisebut itidak iadil.

67Jimly Asshididiqie dan M. Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cet. Kedua, Konstitusu Press,
Jakarta, 2013, h., 21.



6. i Keadilan iBermartabat, iPerbandingan ijustice ias iFairness

Belakangan iini, idipopulerkan iversi ilain itentang ipengertian iyang

idiberikan iterhadap ikonsep ikeadilan68, ihasil ipenziarahan iterhadap idefinisi

ifilsuf ikontemporer iJohn iRawls i(1921-2002). iDalam ibukunya isetebal i538

ihalaman, iberjudul iA iTheory iof iJustice, ihasil irevisi ifundamental, idan

imemiliki ikecenderungan imenyerang ikaryanya isendiri iyang isudah idibuat

ilebih idahulu. iMeskipun idemikian, iRawls imenyatakan idalam ibukunya

ibahwa idia iberusaha imempertahankan idoktrin isentral itoeri ikeadilannya.

iRawls inampaknya imemahami ikeadilan isebagai isesuatu iyang iidentik

idengan iinti idari itradisi idemokrasi. iPemikiran ikeadilan iRawls, idengan

idemikian ilebih iberorientasi ipada ipemikiran ipolitik, iketimbang ipemikiran

imengenai ihukum. iDalam ibukunya iitu iRawls, itetap ikonsisten imenyerang

ipara ipengikut ialiran iutilitarian. iRawls imenulis:

“I iwill icomment ion ithe iconception iof ijustice ipresented iin iA
iTheory iof iJustice, ia iconception iI icall i‘justice ias ifairness’. iThe icentral
iideas iand iaims iof ithis iconception iI isee ias ithose iof ia iphilosophical
iconception ifor ia iconstitutional idemocracy. iMy ihope iis ithat ijustice ias
ifairness iwill iseem ireasonable iand iuseful, ieven iif inot ifully iconvincing, ito
ia iwide irange iof ithoughtful ipolitical iopinions iand ithereby iexpress ian
iessential ipart iof ithe icommon icore iof ithe idemocratic itradition”. i(Artinya,
isaya iakan imembahas ikonsep ikeadilan iyang idikemukakan idalam ibuku
isaya iberjudul isuatu iteori itentang ikeadilan iini, isuatu ikonsep iyang isaya
isebut idengan i“keadilan isebagai isesuatu iyang ipantas, iatau ilayak iserta
ipatut”. iGagasan idan isaran-saran iyang ihendak idi icakup ioleh ikonsep
ikeadilan isebagai isesuatu iyang ipantas, iatau ilayak iserta ipatut iitu isaya
ipandang isebagai isuilan idari ibegitu ibanyak ikonsepsi imengenai idemokrasi
iberdasarkan ikonstitusi. iSaya iberharap ibahwa ikeadilan isebagai isesuatu
iyang ipantas, iatau ilayak iserta ipatut idapat imembuat ikeadilan imenjadi
idipahami idan imasuk iakal iserta ibermanfaat, isekalipun iusaha imemahami
ikeadilan iitu itoch itidak iterlalu imeyakinkan idi itengah ikeberagaman
ipandangan-pandangan ipolitik, inamun isekiranya imenunjukkan iinti iterdalam

68Nurjaeni, Kosep Keadilan Dalam Al-Qur’an, www.duriyat.or.id/artikel/keadilan.htm, diakses pada tanggal
25Juli 2018, h.1. Beberapa kata yang memiliki arti sama dengan kata “adil” di dalam Al-Qur’an digunakan
berulang ulang. Kata “al ‘adl” dalam Al qur’an dalam berbagai bentuk terulang sebanyak 35 kali. Kata “al
qisth” terulang sebanyak 24 kali. Kata “al wajnu” terulang sebanyak kali, dan kata “al wasth” sebanyak 5 kali.



idari itradisi iberdemokrasi iyang iselama iini isudah imenjadi ipemahaman
ibersama69.

Memang, iharus idiakui, itidaklah iadil irasanya imenyimpulkan i538

ihalaman ibuku iasli iyang ibukan iterjemahan, ihasil ikarya iJohn iRawls, ihanya

idengan imerujuk iintisari ipemikirannya ipada iapa iyang idikatakan iRawls

isendiri idi idalam ibukunya iitu. iNamun iyang ipasti iadalah iRawls ihendak

imemberikan ipenekanan ipada isuatu idimensi ikemartabatan idalam imanusia

iuntuk ihidup ibermasyarakat idalam iinstitusi idemokrasi. iKeadilan iitu iadalah

isuatu iproses idemokrasi iyang iberdasarkan ipada iinti iajaran

ikonstitusionalisme.

Ada ipendapat ibahwa iRawls, imungkin imerasa isebagai ipenerus,

ihendak imenjaga ibenang imerah ipemikiran iyang imengakar ikepada iteori

ikontrak isosial iyang ipernah idikemukakan ioleh iHobbes, iLocke idan

iRousseau idan iberusaha imengankat ikontribusi iketiga ipemikir iyang

iserangkai iitu ike isuatu iabstraksi iyang ilebih itinggi ilagi70. iSeperti isudah

iumum idiketahui, iakar idari ipandangan iRawls iitu itertanam idalam ipemikiran

iBarat, iyang idapat idiziarahi ipada ipemikiran-pemikiran iketiga itokoh

isebagaimana isudah idikemukakan.

Pandangan ikeadilan iJohn iRawls idengan idemikian iberdimensi

iideologis. iSementara iteori ikeadilan ibermartabat iitu, ibermartabat, ikarena

itidak imencari iakar ipada ipemikiran iBarat, itetapi idigali idari idalam ibumi

iIndonesia, iyaitu idari idalam iPancasila isebagai isumber idari isegala isumber

ihukum. iHukum idi ibangun idari ifilsafat iyang imana idalam ifilsafat itersebut

69Terjemahan menggunakan metoda memahami suatu teks asing yang menghindari pengartian menurut kata per
kata, namun merupakan suatu interpretasi setelah membaca teks asli secara keseluruhan; dan menbandingkan
teks revisi dengan teks yang direvisi oleh Rawls. Lihat, John Rawls, A Theory of Justice, Revised Edition, The
Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge 1999, h., xi.
70Raymond Wacks, Philosophy of Law, Oxford University Press, Oxford., h., 70.



iterdapat inilai-nilai iluhur isuatu ibangsa iyang idi iyakini ikebenarannya.

iSehingga ikeadilan idalam ihukum itersebut ijuga ididasari iatau idilandasi ioleh

ifalsafah itersebut. iSehingga idapat idisimpulkan ikonsep ikeadilan idi

iIndonesia idilandasi ioleh idua isila iPncasila iyaitu isila ikedua, ikemanusian

iyang iadil idan iberadab idan isila ikelima iyaitu ikeadilan isosial.

Pancasila isebagai ifalsafah ibangsa idalam iperspektif ihukum iberarti

ibahwa iPancasila isebagai ilandasan iuntuk imenilai isuatu ikeadilan, ikarena

ipada iprinsipnya idalam ifilsafat ihukum iadalah iuntuk imenilai isuatu

ikeadilan. iKeadilan ihukum idalam iperspektif iPancasila iadalah ikeadilan iyang

idilandasi ioleh isila ikedua iyaitu iadil idan iberadab. iSedangkan ioleh isila

ikelima iyaitu ikeadilan isosial.

e. Teori iKeadilan idalam iFilsafat iHukum iIslam

1. Keadilan idalam iperspektif iHukum iIslam

Salah isatu ikonsep ipenting idan ifundamental iyang imenjadi ipokok

ibahasan idalam ifilasafat ihukum iIslam iadalah ikonsep imaqasid iat-tasyri’atau

imaqasid ial-syariah iyang imenegaskan ibahwa ihukum iIslam idisyari'atkan

iuntuk imewujudkan idan imemelihara imaslahat iumat imanusia. iKonsep iini

itelah idiakui ioleh ipara iulama idan ioleh ikarena iitu imereka

imemformulasikan isuatu ikaidah iyang icukup ipopuler,"Di imana iada

imaslahat, idi isana iterdapat ihukum iAllah."71Teori imaslahat idi isini imenurut

iMasdar iF. iMasudi isama idengan iteori ikeadilan isosial idalam iistilah ifilsafat

ihukum72.

71 Mumtaz Ahmad (ed),1994. Masalah-Masalah Teori politik Islam, Mizan. Bandung, h., 157-162.
72 Masdar F. Mas'udi, "Meletakkan Kembali Maslahat Sebagai Acuan Syari'ah, 1995." Jurnal Ilmu dan
Kebudayaan Ulumul Qur'an No.3, Vol. VI, h., 97.



Adapun iinti idari ikonsep imaqasid ial-syariah iadalah iuntuk

imewujudkan ikebaikan isekaligus imenghindarkan ikeburukan iatau imenarik

imanfaat idan imenolak imudarat, iistilah iyang isepadan idengan iinti idari

imaqasid ial-syari'ah itersebut iadalah imaslahat, ikarena ipenetapan ihukum

idalam iIslam iharus ibermuara ikepada imaslahat. iUntuk imemahami ihakikat

idan iperanan imaqasid ial-syari'ah, iberikut iakan idiuraikan isecara iringkas

iteori itersebut.

Imam ial-Haramain ial-Juwaini idapat idikatakan isebagai iahli iteori

i(ulama iusul ial-fiqh) ipertama iyang imenekankan ipentingnya imemahami

imaqasid ial-syari'ah idalam imenetapkan ihukum iIslam. iIa isecara itegas

imengatakan ibahwa iseseorang itidak idapat idikatakan imampu imenetapkan

ihukum idalam iIslam, isebelum iia imemahami ibenar itujuan iAllah

imengeluarkan iperintah-perintah idan ilarangan-larangan-Nya73.

Kemudian ial-Juwaini imengelaborasi ilebih ijauh imaqasid ial-syari'ah

iitu idalam ihubungannya idengan iillat idan idibedakan imenjadi ilima ibagian,

iyaitu: iyang imasuk ikategori idaruriyat i(primer), ial-hajat ial-ammah

i(sekunder), imakramat i(tersier), isesuatu iyang itidak imasuk ikelompok

idaruriyat idan ihajiyat, idan isesuatu iyang itidak itermasuk iketiga ikelompok

isebelumnya74.

Dengan idemikian ipada iprinsipnya ial-Juwaini imembagi itujuan itasyri'

iitu imenjadi itiga imacam, iyaitu idaruriyat, ihajiyat idan imakramat

i(tahsiniyah).

Tujuan imewujudkan i“kemanfaatan” iini, isesuai idengan iprinsip

iumum iAl-Qur’an:

73 Abd al-Malik ibn Yusuf Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Dar al-Ansar. Kairo,1400
h.,I:295
74 Al-Gazali, al-Mustasfa min Ilm al-Usul (Kairo: al-Amiriyah, 1412), h., 250 dan seterusnya.



a) al-Asl ifi ial-manafi ial-hall iwa ifi ial-mudar ial iman’u i(segala iyang

ibermanfaat idibolehkan, idan isegala iyang imudarat idilarang);

b) la idarara iwa ila idirar i(jangan imenimbulkan ikemudaratan idan ijangan

imenjadi ikorban ikemudaratan);

c) ad-Darar iyuzal i(bahaya iharus idihilangkan)75.

Lebih ilanjut idalam igagasan iIslam itentang ikeadilan idimulai idari

idiskursus itentang ikeadilan iilahiyah, iapakah irasio imanusia idapat

imengetahui ibaik idan iburuk iuntuk imenegakkan ikeadilan idimuka ibumi

itanpa ibergantung ipada iwahyu iatau isebaliknya imanusia iitu ihanya idapat

imengetahui ibaik idan iburuk imelalui iwahyu i(Allah).

Pada ioptik iinilah iperbedaan-perbedaan iteologis idi ikalangan

icendekiawan iIslam imuncul. iPerbedaan-perbedaan itersebut iberakar ipada

idua ikonsepsi iyang ibertentangan imengenai itanggung ijawab imanusia iuntuk

imenegakkan ikeadilan iilahiah, idan iperdebatan itentang ihal iitu imelahirkan

idua imazhab iutama iteologi idialektika iIslam iyaitu: imu`tazilah idan

iasy`ariyah.

Hukum iharuslah ididasarkan ipada isesuatu iyang iharus itidak idisebut

ihukum, itetapi ilebih imendasar idari ihukum. iYaitu isebuah isistem inilai iyang

idengan isadar idianut isebagai ikeyakinan iyang iharus idiperjuangkan:

imaslahat, ikeadilan. iProses ipendasaran ihukum iatas ihukum ihanya ibisa

idimengerti idalam ikonteks iformal, imisalnya imelalui icara iqiyas. iAkan

itetapi, iseperti idiketahui, iqiyas iharuslah idengan iillat, isesuatu iyang ilebih

imerupakan ipatokan ihukum, ibukan ihukum iitu isendiri. iAkan itetapi iitulah

istruktur ipemikiran ihukum iIslam iselama iini. iOleh isebab iitu itidak

75Achmad Ali, Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Cet IV, Jakarta: Prenada Media Goup, 2012, h., 216
- 217.



imengherankan iapabila idunia ipemikiran ihukum iIslam iditandai ioleh iciri

idan iwatak iyang isangat ipatut idipertanyakan76. iTidak imengherankan iapabila

iwajah ifiqh iselama iini itampak imenjadi idingin, isuatu iwajah ifiqh iyang

isecara ikeseluruhan ikurang imenunjukkan ipemihakan i(engagement) iterhadap

ikepentingan imasyarakat imanusia77.

Begitu ipentingnya iberlaku iadil iatau imenegakkan ikeadilan, isehingga

iTuhan imemperingatkan ikepada iorang-orang iyang iberiman isupaya ijangan

ikarena ikebencian iterhadap isuatu ikaum isehingga imemengaruhi idalam

iberbuat iadil, isebagaimana iditegaskan idalam iA1-Qur’an iSurat ial-Maidah i(5)

iayat i8, iyakni: i

Hai iorang-orang iyang iberiman, ihendaklah ikamu ijadi iorang-orang
iyang iselalu imenegakkan i(kebenaran) ikarena iAllah, imenjadi isaksi idengan
iadil. iDan ijanganlah isekali-kali ikebencianmu iterhadap isuatu ikaum,
imendorong ikamu iUntuk iberlaku itidak iadil. iBerlaku iadillah ikarena iadil
iitu ilebih idekat ikepada itakwa. iDan itakwalah ikepada iAllah, isesungguhnya
iAllah imaha imengetahui iapa iyang ikamu ikerjakan.”

Keadilan idalam isejarah iperkembangan ipemikiran iFilasafat iIslam

itidak iterlepas idan ipersoalan iketerpaksaan idan ikebebasan. iPara iTeolog

imuslim iterbagi idalam idua ikelompok, iyaitu iKaum iMu’tazilah iyang

imembela ikeadilan idan ikebebasan, isedangkan iKaum iAsy’ari iyang imembela

iketerpaksaan. iKaum iAsy’ari imenafsirkan ikeadilan idengan itafsiran iyang

ikhas iyang imenyatakan iAllah iitu iadil, itidak iberarti ibahwa iAllah imengikuti

ihukum-hukum iyang isudah iada isebelumnya, iyaitu ihukum-hukum ikeadilan

itetapi iberarti iAllah imerupakan irahasia ibagi imunculnya ikeadilan. iSetiap

iyang idilakukan ioleh iAllah iadalah iadil idan ibukan isetiap iyang iadil iharus

idilakukan ioleh iAllah, idengan idemikian ikeadilan ibukan ilah itolok iukur

76Ibid, h., 94-95
77Ibid, h., 96



iuntuk iperbuatan iAllah imelainkan iperbuatan iAllahlah iyang imenjadi itolok

iukur ikeadilan. iAdapun iKaum iMu’tazilah iyang imembela ikeadilan

iberpendapat ibahwa ikeadilan imemiliki ihakikat iyang itersendiri idan

isepanjang iAllah imahabijak idan iadil, imaka iAllah imelaksanakan

iperbuatannya imenurut ikriteria ikeadilan.

Murtadha iMuthahhari78 imengemukakan ibahwa ikonsep iadil idikenal

idalam iempat ihal; ipertama, iadil ibermakna ikeseimbangan idalam iarti isuatu

imasyarakat iyang iingin itetap ibertahan idan imapan, imaka imasyarakat

itersebut iharus iberada idalam ikeadaan iseimbang, idi imana isegala isesuatu

iyang iada idi idalamnya iharus ieksis idengan ikadar isemestinya idan ibukan

idengan ikadar iyang isama. iKeseimbangan isosial imengharuskan ikita imelihat

ineraca ikebutuhan idengan ipandangan iyang irelatif imelalui ipenentuan

ikeseimbangan iyang irelevan idengan imenerapkan ipotensi iyang isemestinya

iterhadap ikeseimbangan itersebut. iAl-Qur’an iSurat iar-Rahman i55:7

iditerjemahkan ibahwa: i“Allah imeninggikan ilangit idan idia imeletakkan

ineraca i(keadilan)”. i

Para iahli itafsir imenyebutkan ibahwa, iyang idimaksud ioleh iayat

itersebut iadalah ikeadaan ialam iyang idiciptakan idengan iseimbang. iAlam

idiciptakan idan isegala isesuatu idan isetiap imateri idengan ikadar iyang

isemestinya idan ijarak-jarak idiukur idengan icara iyang isangat icermat. iKedua,

iadil iadalah ipersamaan ipenafian iterhadap iperbedaan iapa ipun. iKeadilan

iyang idimaksudkan iadalah imemelihara ipersamaan iketika ihak imemilikinya

isama, isebab ikeadilan imewajibkan ipersamaan iseperti iitu, idan

imengharuskannya. iKetiga, iadil iadalah imemelihara ihak-hak iindividu idan

78 AA. Qadri, Sebuah Potret Teori dan Praktek Keadilan alam Sejarah Pemerintahan Muslim, 1987,
Yogyakarta: PLP2M, h., 1.



imemberikan ihak ikepada isetiap iorang iyang iberhak imenerimanya. iKeadilan

iseperti iini iadalah ikeadilan isosial iyang iharus idihormati idi idalam ihukum

imanusia idan isetiap iindividu idiperintahkan iuntuk imenegakkannya. iKeempat,

iadil iadalah imemelihara ihak iatas iberlanjutnya ieksistensi.

Konsepsi ikeadilan iIslam imenurut iQadri79 imempunyai iarti iyang

ilebih idalam idaripada iapa iyang idisebut idengan ikeadilan idistributif idan

ifinalnya iAristoteles80; ikeadilan iformal ihukum iRomawi iatau ikonsepsi

ihukum iyang idibuat imanusia ilainnya. iIa imerasuk ike isanubari iyang ipaling

idalam idan imanusia, ikarena isetiap iorang iharus iberbuat iatas inama iTuhan

isebagai itempat ibermuaranya isegala ihal itermasuk imotivasi idan itindakan.

iPenyelenggaraan ikeadilan idalam iIslam ibersumber ipada iAl-Qur’an iserta

ikedaulatan irakyat iatau ikomunitas iMuslim iyakni iumat.

Makna iyang iterkandung ipada ikonsepsi ikeadilan iIslam iialah

imenempatkan isesuatu ipada itempatnya, imembebankan isesuatu isesuai idaya

ipikul iseseorang, imemberikan isesuatu iyang imemang imenjadi ihaknya

idengan ikadar iyang iseimbang. iPrinsip ipokok ikeadilan idigambarkan ioleh

iMadjid iKhadduri idengan imengelompokkan ike idalam idua ikategori, iyaitu

iaspek isubstantifdan iprosedural iyang imasing-masing imeliputi isatu iaspek

idan ikeadilan iyang iberbeda. iAspek isubstantif iberupa ielemen-elemen

ikeadilan idalam isubstansi isyariat i(keadilan isubstantif), isedangkan iaspek

iprosedural iberupa ielemen-elemen ikeadilan idalam ihukum iprosedural iyang

idilaksanakan i(keadilan iprosedural).

79 Madjid Khadduri, Teologi Keadilan (Perspektf Islam), 1999, Surabaya: Risalah Gusti, h., 119-201.
80Aristoteles, Nicomachean Ethics, translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt/ pag/Aristoteles-
nicomachaen.html. Diakses pada tanggal 24 Juli 2018. Keadilan diuraikan secara mendasar oleh Aristoteles
dalam Buku ke-5 buku Nicomachean Ethics.



Manakala ikaidah-kaidah iprosedural idiabaikan iatau idiaplikasikan

isecara itidak itepat, imaka iketidakadilan iprosedural imuncul. iAdapun

ikeadilan isubstantif imerupakan iaspek iinternal idan isuatu ihukum idi imana

isemua iperbuatan iyang iwajib ipasti iadil i(karena ifirman iTuhan) idan iyang

iharam ipasti itidak iadil i(karena iwahyu itidak imungkin imembebani iorang-

orang iyang iberiman isuatu ikezaliman). iAplikasi ikeadilan iprosedural idalam

iIslam idikemukakan ioleh iAli ibin iAbu iThalib81 ipada isaat iperkara idi

ihadapan ihakim iSyuraih idengan imenegur ihakim itersebut isebagai iberikut:

1. Hendaklah isamakan i(para ipihak) imasuk imereka ike idalam imajelis,

ijangan iada iyang ididahulukan.

2. i Hendaklah isama iduduk imereka idi ihadapan ihakim.

3. i Hendaklah ihakim imenghadapi imereka idengan isikap iyang isama.

4. i Hendaklah iketerangan-keterangan imereka isama ididengarkan idan

idiperhatikan.

5. i Ketika imenjatuhkan ihukum ihendaklah ikeduanya isama imendengar.

Sebagai ipenutup iuraian itentang ikeadilan idan iperspektif iIslam, isaya

imengutip ipendapat iImam iAli isekaligus isebagai i“pemimpin iIslam itertinggi

idi izamannya” ibeliau imengatakan ibahwa iprinsip ikeadilan imerupakan

iprinsip iyang isignifikan idalam imemelihara ikeseimbangan imasyarakat idan

imendapat iperhatian ipublik. iPenerapannya idapat imenjamin ikesehatan

imasyarakat idan imembawa ikedamaian ikepada ijiwa imereka. iSebaliknya

ipenindasan, ikezaliman, idan idiskriminasi itidak iakan idapat imembawa

ikedamaian idan ikebahagiaan.

81Hamka, Tafsir Al-azhar Jus V, 1983, Jakarta: Putaka Panji Mas, h., 125.



f. Teori iSistem iHukum iMenurut iLawrence iFriedman.

Pendapat idari iHans iKelsen itentang iSistem ihukum. iKelsen imengatakan

ibahwa isistem ihukum iadalah isuatu isistem inorma82. iKemudian iKelsen

imenekankan ibahwa isuatu isistem inorma idikatakan ivalid ijika idiperoleh idari

inorma iyang ilebih itinggi idiatasnya, iyang iselanjutnya isampai ipada itingkat

idimana inorma itersebut itidak idapat idiperoleh idari inorma ilain iyang ilebih

itinggi, iini iyang idisebut isebagai inorma idasar83.

Berdasarkan ihakikat inorma idasar itersebut iHans iKelsen imembagi isistem

inorma imenjadi idua ijenis iyaitu isistem inorma istatis idan isistem inorma

idinamis. iSistem inorma istatis ihanya idapat iditemukan imelalui itatanan ikerja

iintelektual, iyakni imelalui ipenyimpulan idari iyang iumum ikepada iyang ikhusus.

iSedangkan isistem inorma idinamis imerupakan inorma iyang idiluarnya ikita

isudah itidak ilagi idapat imenemukan inorma iyang ilebih itinggi idarinya, idan

itidak idapat idiperoleh imelalui isuatu itatanan ikerja iintelektual84. idari ipandangan

iKelsen itersebut idapat idisederhanakan ibahwa isistem inorma iyang idisebut

itatanan ihukum iadalah isistem idari ijenis iyang idinamis ikarena idalam isistem

inorma idinamis, ivaliditas inorma idiperoleh idari ipendelegasian iotoritas

iberdasarkan isistem ihukum iNegara85 itersebut ibaik ipembentukan inorma ioleh

iparlemen, iatau ilahir i ikarena ikebiasaan iatau iditetapkan ioleh ipengadilan86.

Pandangan iHans iKelsen imengenai isistem ihukum itersebut idiatas

imenurut ihemat ikami iada ibenarnya, inamun itentunya itidak imencakup isecara

82Hans Kelsen, 2008, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: Nusa Media, h., 159.
83Ibid, h., 161.
84Ibid, h., 163.
85Karl R. Popper, Masyarakat Terbuka dan Musuh-Musuhnya, (The Open Society and Its Enemy),
diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan, Cetakan I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2002, h., 110.Negara harus bersifat
mandiri (self-sufficient). Negara harus bertujuan pada autarki ekonomi, jika tidak demikian, para penguasa akan
bergantung pada para pedagang, atau justru para penguasa itu sendiri menjadi pedagang. Alternatif pertama
akan melemahkan kekuasaan mereka, sedangkan alternatif kedua akan melemahkan persatuan kelas penguasa
dan stabilitas negaranya.
86Ibid, h., 163.



imenyeluruh idari iapa iyang idimaksud idalam isistem ihukum iitu isendiri. iApakah

ihukum ihanya iterbatas idalam iproduk iyang idibuat iatau idibentuk ibaik ioleh

iParlemen, ikebiasaan iatau iputusan ipengadilan? ilalu ibagaimana idengan

ikejakasaan, ikepolisian idan ipengacara ibukankah imereka ijuga ibagian idari

ipenegak ihukum? iLantas idimana iposisi imasyarakat isebagai ipelakasana iperintah

inorma idengan inilai-nilai idan iharapan iatas ikondisi ipersonal iatau ikelompok

ididalam ikehidupan isosialnya?

Tentu isemua iitu imerupakan ikomponen-komponen iyang itidak ibisa

iberdiri isendiri, iketika ibagian-bagian iitu itidak iberjalan idengan imaksimal imaka

ikita iberbicara imengenai iefektivitas. iNamun idalam ikonteks ipenulisan imakalah

iini, ikami imembatasinya idalam ipersoalan imengenai ipenerapan inorma ihukum

idalam isistem ihukum iberdasarkan ipandangan iLawrence iFriedman, isehingga

ipersoalan iefektiviatas ihukum iyang ijuga imemiliki iketerkaitan itidak iakan ikami

iulas ikarena iditakutkan iterlalu imelebar idan iterlalu iluas. iOleh ikarena iitu iuntuk

imenjawab ipertanyaan itersebut idiatas imaka ikami iakan imenjelaskan isistem

ihukum imenurut iLawrence iFriedman. iFriedman imembagi isistem ihukum idalam

itiga i(3) ikomponen iyaitu87:

1. Substansi ihukum( isubstance irule iof ithe ilaw), ididalamnya imelingkupi

iseluruh iaturan ibaik iyang itertulis imaupun iyang itidak itertulis, ibaik iyang

ihukum imaterial i i imaupun ihukum iformal.

2. Struktur ihukum i(structure iof ithe ilaw), imelingkupi iPranata ihukum,

iAparatur ihukum i idan i isistem ipenegakkan ihukum. iStruktur ihukum ierat

ikaitannya idengan isistem iperadilan iyang idilaksanakan ioleh iaparat ipenegak

87Lawrence M. Friedman; The Legal System; A Social Scince Prespective, Russel Sage Foundation, New York,
1975; h., 12 – 16.



ihukum, idalam isistem iperadilan ipidana, iaplikasi ipenegakan ihukum

idilakukan ioleh ipenyidik, ipenuntut, ihakim idan iadvokat.

3. Budaya ihukum i(legal iculture), imerupakan ipenekanan idari isisi ibudaya

isecara i iumum, ikebiasaan-kebiasaan, iopini-opini, icara ibertindak idan

iberpikir, iyang imengarahkan ikekuatan isosial idalam imasyarakat.

Tiga ikomponen idari isistem ihukum imenurut iLawrence iFriedman

itersebut idiatas imerupakan ijiwa iatau iruh iyang imenggerakan ihukum isebagai

isuatu isistem isosial iyang imemiliki ikarakter idan iteknik ikhusus idalam

ipengkajiannya. iFriedman imembedah isistem ihukum isebagai isuatu iproses iyang

idiawali idengan isebuah iinput iyang iberupa ibahan-bahan imentah iyaitu iberupa

ilembaran-lembaran ikertas idalam isebuah ikonsep igugatan iyang idiajukan idalam

isuatu ipengadilan, ikemudian ihakim imengelolah ibahan-bahan imentah itersebut

ihingga imenghasilkan ioutput iberupa iputusan88.

Input iyang iberupa ikonsep igugatan iatau idakwaan idalam isebuah isistem

iadalah ielemen isikap idan inilai isosial iatas ituntutan-tuntutan imasyarakat iyang

imenggerakkan isistem ihukum. iJika imasyarakat itidak imelakukan ituntutan iatas

inilai idan isikap iyang imereka ianggap ibertentangan idengan iharapan imereka

ibaik isecara iindvidu iataupun ikelompok, imaka itidak iakan iada ikonsep igugatan

iataupun idakwaan iyang imasuk idi ipengadilan. iJika itidak iada igugatan iatau

idakwaan isebagai iinput idalam isistem itersebut imaka ipengadilan itidak iakan

ibekerja idan itidak iakan ipernah iada89. iOleh ikarenanya isetiap ikomponen idalam

isistem ihukum itersebut iadalah ibagian iyang itidak idapat iterpisahkan ijika isalah

isatu ikomponen itidak ibergerak imaka itidak iakan iada iumpan ibalik iyang

imenggerakkan isistem itersebut. i

88Ibid, h., 13.
89Ibid, h., 13.



Namun itentunya isuatu isistem ihukum ibukanlah isuatu imesin iyang

ibekerja idengan imekanisme idan iproses iyang ipasti. iPara iahli ihukum idengan

igagasan iidealnya imenginginkan ihukum ibersifat ipasti, ibisa idiprediksi, idan

ibebas idari ihal iyang isubjektif idengan ikata ilain ihukum iharus isangat

iterprogram, isehingga isetiap iinput iyang imasuk idan idiolah iakan imenghasilkan

ioutput iyang ipasti idan ibisa idiprediksi. iOleh ikarenanya isegala isesuatu iyang

ioutputnya ilain idari ipada iitu iakan idipandang itidak iadil90.

Gagasan iideal itersebut idiatas iadalah igagasan iyang imustahil idiwujudkan

idi idalam isistem ihukum icommon ilaw iataupun isistem ihukum icivil ilaw. iHal

iitu itidak iterlepas idari ikarakter iunik idan ikhusus idari isistem ihukum isebagai

iilmu isosial iyang ispesifik. iSebagaimana iyang idiungkapkan ioleh iFriedman

ibahwa iyang imemainkan iperan ipenting idalam isuatu iproses ipengadilan iadalah

iHakim idan ipara ipengacara. iPara ihakim idalam imemutus iperkara iyang

iditenganinya itidak iterlepas idari iberbagai ifaktor, ibaik ilatar ibelakang, isikap,

inilai idan iintuisi. iSalah isatu istudi imenunjukkan ibahwa ikalangan iDemokrat idi

iMahkamah iAgung iMichigan ilebih ipeka idari ipada ikalangan iRepublik iterhadap

ituntutan ipengangguran.91 iStuart iNegel imengukur iperanan ipengacara idalam

isetiap iproses iperadilan iberdasarkan ipada ilatar ibelakang, ikeahlian, idan

ipengalaman ipara ipengacara iterhadap ikeputusan-keuptusan. iAlhasil iia

imendapati ibahwa ipara ipengacara iyang ilebih itua idan ilebih ikaya icenderung

iuntuk imemenangkan ikasus-kasus92.

Dari igambaran itersebut idiatas idapat idiketahui ibahwa isistem ihukum

iyang idimulai idari iinput ilalu idiproses idan imenghasilkan iouput iberupa iputusan

iadalah imekanisme iyang itidak idapat idipastikan idan idiprediksi. iKompleksitas

90Ibid, h., 14.
91Ibid, h., 228.
92Ibid, h., 228.



iyang imempengaruhi isistem itersebut imembuat ipenerapan ihukum idalam

ikonteks iperadilan imenjadi isangat isubyektif idan isangat itergantung ipada

iperspektif ihakim idan ijuga itidak iterlepas idari ipengaruh ipara ipengacara iyang

imembuat iargumentasi ihukum idalam irangka imeyakinkan ihakim idalam

imemutuskan. iHal itersebut ijuga idialami idalam isistem ihukum iIndonesia

isebagaimana iteah idibahas idalam ibab isebelumnya ibahwasanya isistem ihukum

iIndonesia iyang imemadukan ibeberapa isistem ihukum iyang iada, itermasuk

imengadopsi ibeberapa iteori ihukum idari isistem ihukum icommon ilaw.

iKonsekuensi ilogis iatas ikompleksitas itersebut iadalah ibahwa isetiap iputusan

idalam isistem iperadilan iIndonesia itergantung idari imazhab ipemikiran ipara

ihakim itermasuk isikap, inilai idan iintusi iserta ilatar ibelakangnya. iDisamping iitu

ijuga idipengaruhi ioleh ipara ipengacara idalam imempengaruhi idan imeyakinkan

ihakim idengan iargumentasi ihukum iyang idibangunnya. iApabila ihakim idinilai

icenderung isangat ipositivism, imaka ipengacara iharus imampu imembangun

iargumentasi ihukum i idengan idalil-dalil ipositivis iuntuk imempengaruhi idan

imeyakinkan ihakim. iBegitu ipula iapabila ihakim idinilai isangat iresponsif idan

iprogresif imaka ihakim idianggap imampu imenerobos ibatas ibatas ikekakuan

ihukum idemi ikepentingan isosial imasyarakat idalam irangka imenciptakan

ikeadilan, imaka ipengacara iharus imenyiapkan iargumentasi ihukum iyang

imenguatkan idalil itersebut. iKarena isesungguhnya ipengadilan itidak ipernah iada

iapabila itidak iada ituntutan iatas inilai-nilai idan iharapan idalam ibentuk iinput

iberupa ilembaran-lembaran ikertas igugatan idan idakwaan, imaka iperanan

ipengacara idalam imembangun ibudaya ihukum imasyarakat iyang idituangkan

idalam ikonsep igugatan idan iargumentasi ihukum idalam ipengadilan iadalah

isaling imenguatkan. iLalu ibagaimana idengan ipenerapan inorma idalam isistem



ihukum iIndonesia idi ilembaga iperadilan idengan iberbagai icontoh ikasus iyang

idianggap ikontroversial? imaka iakan idibahas idalam isub ijudul iselanjutnya.

2. Teori iBekerjanya iHukum iSebagai iMiddle iTheory

Basis ibekerjanya ihukum iadalah imasyarakat, imaka ihukum iakan

idipengaruhi ioleh ifaktor-faktor iatau ikekuatan isosial imulai idari itahap

ipembuatan isampai idengan ipemberlakuan. iKekuatan isosial iakan iberusaha

imasuk idalam isetiap iproses ilegislasi isecara iefektif idan iefesien.

Bahwa ibasis ibekerjanya ihukum iadalah imasyarakat, imaka ihukum iakan

idipengaruhi ioleh ifaktor-faktor iatau ikekuatan isosial imulai idari itahap

ipembuatan isampai idengan ipemberlakuan. iKekuatan isosial iakan iberusaha

imasuk idalam isetiap iproses ilegislasi isecara iefektif idan iefesien. iPeraturan

idikeluarkandiharapkan isesuai idengan ikeinginan, itetapi iefek idari iperturan

itersebut itergantung idari ikekuatan isosial iseperti ibudaya ihukumnya ibaik, imaka

ihukum iakan ibekerja idengan ibaik ipula, itetapi isebaliknya iapabila ikekuatannya

iberkurang iatau itidak iada imaka ihukum itidak iakan ibisa iberjalan. iKarena

imasyarakat isebagai ibasis ibekerjanya ihukum93.

Menurut iRobert iB. iSeidman, iuntuk imelihat ibekerjanya ihukum idalam

imasyarakat idapat idilihat idari itiga ielemen, iyaitu: i1) ilembaga ipembuat

iperaturan; i2) ilembaga ipelaksana iperaturan; idan i3) ipemangku iperan. iTiga

ielemen itersebut, idisebut idengan iproses ipembuatan ihukum; iproses ipenegakan

ihukum; idan ipemakai ihukum, imerupakan ihal iyang isangat ipenting iuntuk

imenilai iberfungsinya ihukum iatau ibekerjanya ihukum idalam imasyarakat.

93http://rommypratama.blogspot.co.id/2009/03/bekerjanya-hukum-menurut-robert-b.html



iHukum idiharapkan idapat iberfungsi ioptimal, idan ibekerja idengan ibaik idalam

imasyarakat, iserta iharus idiperhatikan isecara isungguh-sungguh.

Pendekatan imodel iSeidman ibertumpu ipada ifungsinya ihukum, iberada

idalam ikeadaan iseimbang. iArtinya ihukum iakan idapat ibekerja idengan ibaik

idan iefektif idalam imasyarakat iyang idiaturnya. iDiharapkan iketiga ielemen

itersebut iharus iberfungsi ioptimal.Memandang iefektifitas ihukum idan ibekerjanya

ihukum idalam imasyarakat iperlu imemperhatikan ihal-hal isebagai iberikut.

Pertama, ilembaga ipembuat iperaturan; iapakah ilembaga iini imerupakan

ikewenangan imaupun ilegitimasi idalam imembuat iaturan iatau iundang-

undang.Berkaitan idengan ikualitas imateri inormatifnya, iapakah isudah imemenuhi

isyarat idan ijelas iperumusannya.

Kedua, ipentingnya ipenerap iperaturan; ipelaksana iharus itegas

imelaksanakan iperintah iundang-undang itanpa idiskriminasi iatau iequal ijustice

iunder ilaw.Ketiga, ipemangku iperan; idiharapkan imentaati ihukum, iidealnya

idengan ikualitas iinternalization.Perilaku idan ireaksi ipemangku iperan imerupakan

iumpan ibalik ikepada ilembaga ipembuat iperaturan imaupun ipelaksanan

iperaturan.Apakah ikedua ielemen itersebut itelah imelakukan ifungsinya idengan

ioptimal.

Bekerjanya ihukum itidak icukup ihanya idilihat idari itiga ielemen iyang

itelah idiuraikan idi iatas, iperlu ididukung ilagi idengan imodel ihukum iyang

idikemukakan idalam iproposisi-proposisi iRobert iB. iSeidman, isebagai iberikut.

Pertama, ievery irule iof ilaw iprescribe ihow ia irole ioccupant iis iexpected

ito iact(setiap iperaturan ihukum imenurut iaturan-aturan, idan imemerintahkan

ipemangku iperan iseharusnya ibertindak idan ibertingkah ilaku).



Kedua, ihow ia irole ioccupant iwill iact iin irespons ito inorm iof ilaw iis

ifunction iof ithe irules ilaid idown, itheir isanctions, ithe iactivity iof ienforcement

iinstitutions, iand ithe iinhere icomplex iof isocial, ipolitical, iand iother iforces

iaffecting ihim(respon idan itindakan iyang idilakukan ioleh ipemangku iperan

imerupakan iumpan ibalik idari ifungsi isuatu iperaturan iyang iberlaku, itermasuk

isanksi-sanksi iyaitu ikinerja idan ikebijakan ilembaga ipelaksana/penetap iperaturan

idan ilingkungan istrategis iyang imempengaruhinya).

Ketiga, ihow ithe ienforcement iinstitution, iwill iact iin irespons ito inorm

iof ilaw iis ia ifunction iof ithe irule ilaid idown itheir isanctions, ithe iinhere

icomplex iof isocial, ipolitical, iand iother iprocess iaffecting ithem, iand ithe

ifeedbacks ifrom irole ioccupants(tindakan-tindakan iyang idiambil ioleh ilembaga-

lembaga ipelaksana iperaturan isebagai irespon iterhadap iperaturan ihukum

imerupakan ifungsi idari iperaturan ihukum iyang iberlaku ibeserta isanksi-

sangksinya idan iseluruh ikekuatan idalam ilingkungan istrategi i iyang

imempengaruhi idirinya, isecara iumpan ibalik isebagai irespon idari ipemangku

iperan iatau iyang idikenai iperaturan ihukum).

Keempat, i ihow ithe ilaw imaker iwill iact iis ia ifunction iof ithe irules ilaid

idown ifor itheir ibehavior itheir isanction, ithe iinhere icomplex iof isocial,

ipolitical, iideological, iand iother iforces iaffecting ithem, iand ithe ifeedbacks ifrom

irole ioccupants iand ibureaucracy(tindakan iapa iyang idiambil ioleh ipembuat

iundang-undang, ijuga imerupakan ifungsi iperaturan ihukum iyang iberlaku,

itermasuk isanksi-sanksinya idan ipengaruh iseluruh ikekuatan istrategis

i(ipoleksosbud ihankam) iterhadap idirinya, iserta iumpan ibalik iyang idatangnya

idari ipara ipemangku iperan, ipelaksana, idan ipenerap iperaturan).



Empat iproposisi idi iatas, isecara ijelas imenggambarkan ibagaimana

ibekerjanya isuatu iperaturan ihukum idalam imasyarakat.Teori iSeidman iini idapat

idipakai iuntuk imengkaji iperaturan ihukum iyang idibuat ioleh ipara ielite inegara,

idan iapakah ibekerjanya ihukum iberfungsi isebagaimana imestinya idan iefektif

iberlakunya idalam imasyarakat, iatau ijustru isebaliknya itidak iefektif ibekerjanya.

Hukum idapat ibekerja idan iberfungsi itidak isekedar iapa iyang

idiharapkan ioleh ipembuat iperaturan ihukum, itetapi iperlu iditeliti ipada

ikomponen ielemen iyang itidak ibekerja isebagaimana imestinya. iMaksudnya itidak

ibekerja iitu, ibisa idatangnya idari ipembuat iperaturan ihukum, iatau idari ipara

ipenerap iperaturan/pelaksana, iataukah idari ipemangku iperan.Selain iitu idapat

idikaji ikendala-kendala ieksternal iglobal iyang imenyebabkan ihukum itidak idapat

idilaksanakan isebagaimana imestinya.Seperti iada itekanan-tekanan idari ipihak

iluar inegeri iyang itergabung idalam iorganisiasi iinternasional94.

3. Teori iHukum iProgresif iSebagai iApplied iTheory

Teori iHukum iProgresif idicetuskan ioleh iSatjipto iRahardjo idimana

idinyatakan ibahwa ipemikiran ihukum iperlu ikembali ipada ifilosofis idasarnya

iyaitu ihukum iuntuk imanusia, ibukan isebaliknya isehingga imanusia imenjadi

ipenentu idan ititik iorientasi ihukum. iHal iini imengingat idisamping ikepastian

idan ikeadilan ihukum ijuga iberfungsi iuntuk ikesejahteraan ihidup imanusia iatau

imemberikan ikemanfaatan ikepada imasyarakat. iSehingga iboleh idikatakan ibahwa

iberhukum iadalah isebagai imedan idan iperjuangan imanusia idalam ikonteks

imencari ikebahagiaan ihidup.95 iSatjipto iRahardjo imengatakan i“…., ibaik ifaktor;

iperanan imanusia, imaupun imasyarakat, iditampilkan ikedepan, isehingga ihukum

94http://www.surabayapagi.com/index.php?read=Bekerjanya-Hukum-dalam-
Masyarakat;3b1ca0a43b79bdfd9f9305b812982962a18f67f50467cb0e750eca50160a4eb9
95SabianUsman,Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, Yogyakarta: Pustaka Belajar,2009, h., 1



ilebih itampil isebagai imedan ipergulatan idan iperjuangan imanusia. iHukum idan

ibekerjanya ihukum iseyogianya idilihat idalam ikonteks ihukum iitu isendiri.Hukum

itidak iada iuntuk idiri idan ikeperluannya isendiri, imelainkan iuntuk imanusia,

ikhususnya ikebahagiaan imanusia”96.

Menurut iSatjipto iRahardjo ipenegakan ihukum iprogresif iadalah

imenjalankan ihukum itidak ihanya isekedar ikata-kata ihitam-putih idari iperaturan

i(according ito ithe iletter), imelainkan imenurut isemangat idan imakna ilebih

idalam i(to ivery imeaning) idari iundang-undang iatau ihukum.Penegakan ihukum

itidak ihanya ikecerdasan iintelektual, imelainkan idengan ikecerdasan ispiritual.

iDengan ikata ilain, ipenegakan ihukum iyang idilakukan idengan ipenuh

ideterminasi, iempati, idedikasi, ikomitmen iterhadap ipenderitaan ibangsa idan

idisertai ikeberanian iuntuk imencari ijalan ilain idaripada iyang ibiasa idilakukan97.

Bagi ihukum iprogresif iproses iperubahan itidak ilagi iberpusat ipada

iperaturan, itetapi ipada ikreativitas ipelaku ihukum imengaktualisasikan ihukum

idalam iruang idan iwaktu iyang itepat. iPara ipelaku ihukum iprogresif idapat

imelakukan iperubahan idengan imelakukan ipemaknaan iyang ikreatif iterhadap

iperaturan iyang iada, itanpa iharus imenunggu iperubahan iperaturan i(changing ithe

ilaw). iPeraturan iburuk itidak iharus imenjadi ipenghalang ibagi ipara ipelaku

ihukum iprogresif iuntuk imenghadirkan ikeadilan iuntuk irakyat idan ipencari

ikeadilan, ikarena imereka idapat imelakukan iinterprestasi isecara ibaru isetiap ikali

iterhadap isuatu iperaturan, ipada ititik iinilah imenurut iSatjipto iRahardjo ihukum

iharus idibiarkan imengalir ibegitu isaja imenggeser iparadigma ihukum ipositivisme

iuntuk imenemukan itujuannya isendiri. iAgar ihukum idirasakan imanfaatnya,

96Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Jakarta:
Penerbit Buku Kompas, 2007, h., ix
97Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, h., xiii



imaka idibutuhkan ijasa ipelaku ihukum iyang ikreatif imenterjemahkan ihukum iitu

idalam ikepentingan-kepentingan isosial iyang imemang iharus idilayaninya.

Berdasarkan iuraian itersebut idiatas idipahami ibahwa isecara isubtatantif

igagasan ipemikiran ihukum iprogresif itidak isemata-mata imemahami isistem

ihukum ipada isifat iyang idogmatik imelainkan ijuga iaspek iperilaku isosial ipada

isifat iyang iempirik idimana ihukum idipandang isebagai isuatu:

1) Institusi iYang iDinamis

Pemikiran ihukum iprogresif imenolak isegala ianggapan ibahwa iinstitusi

ihukum isebagai iinstitusi iyang ifinal idan imutlak, isebaliknya ihukum iprogresif

ipercaya ibahwa iinstitusi ihukum iselalu iberada idalam iproses iuntuk iterus

imenjadi i(law ias ia iprocess, ilaw iin ithe imaking). iHukum iprogresif itidak

imemahami ihukum isebagai iinstitusi iyang imutlak isecara ifinal, imelainkan

isangat iditentukan ioleh ikemampuannya iuntuk imengabdi ikepada imanusia.

iDalam ikonteks ipemikiran iyang idemikian iitu, ihukum iselalu iberada idalam

iproses iuntuk iterus imenjadi. iHukum iadalah iinstitusi iyang isecara iterus

imenerus imembangun idan imengubah idirinya imenuju ikepada itingkat

ikesempurnaan iyang ilebih ibaik.Kualitas ikesempurnaan idisini ibisa

idiverifikasi ike idalam ifaktor-faktor ikeadilan, ikesejahteraan, ikepedulian

ikepada irakyat idan ilain-lain. iInilah ihakikat i“hukum iyang iselalu idalam

iproses imenjadi i(law ias ia iprocess, ilaw iin ithe imaking)98.

Dalam ikonteks iyang idemikian iitu, ihukum iakan itampak iselalu

ibergerak, iberubah, imengikuti idinamika ikehidupan imanusia. iAkibatnya ihal

iini iakan imempengaruhi ipada icara iberhukum ikita, iyang itidak iakan isekedar

iterjebak idalam iritme i“kepastian ihukum”, istatus iquo idan ihukum isebagai

98Faisal, Menerobos Positivisme Hukum, Yogyakarta: Rangkang Education, 2010, h., 72



iskema iyang ifinal, imelainkan isuatu ikehidupan ihukum iyang iselalu imengalir

idan idinamis ibaik iitu imelalui iperubahan iundang-undang imaupun ipada

ikultur ihukumnya. iPada isaat ikita imenerima ihukum isebagai isebuah iskema

iyang ifinal, imaka ihukum itidak ilagi itampil isebagai isolusi ibagi ipersoalan

ikemanusiaan, imelainkan imanusialah iyang idipaksa iuntuk imemenuhi

ikepentingan ikepastian ihukum.

2) Ajaran iKemanusiaan idan iKeadilan

Dasar ifilosofi idari ipemikiran ihukum iprogresif iadalah isuatu iinstitusi

iyang ibertujuan imengantarkan imanusia ikepada ikehidupan iyang iadil,

isejahtera idan imembuat imanusia ibahagia99. iHukum iadalah iuntuk imanusia,

idalam iartian ihukum ihanyalah isebagai i“alat” iuntuk imencapai ikehidupan

iyang iadil, isejahtera idan ibahagia, ibagi imanusia.Oleh ikarena iitu imenurut

ipemikiran ihukum iprogresif, ihukum ibukanlah itujuan idari imanusia,

imelainkan ihukum ihanyalah ialat.Sehingga ikeadilan isubtantif iyang iharus

ilebih ididahulukan iketimbang ikeadilan iprosedural, ihal iini isemata-mata iagar

idapat imenampilkan ihukum imenjadi isolusi ibagi iproblem-problem

ikemanusiaan.

3) Aspek iPeraturan idan iPerilaku

Orientasi ipemikiran ihukum iprogresif ibertumpu ipada iaspek iperaturan

idan iperilaku i(rules iand ibehavior). iPeraturan iakanmembangun isistem

ihukum ipositif iyang ilogis idan irasional. iSedangkan iaspek iperilaku iatau

imanusia iakan imenggerakkan iperaturan idan isistem iyang itelah iterbangun iitu.

iKarena iasumsi iyang idibangun idisini, ibahwa ihukum ibisa idilihat idari

99Mahmud Kusuma, Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya Penegakan
Hukum Indonesia,Yogyakarta: Antony Lib bekerjasama LSHP, 2009, h., 31



iperilaku isosial ipenegak ihukum idan imasyarakatnya. iDengan imenempatkan

iaspek iperilaku iberada idiatas iaspek iperaturan, ifaktor imanusia idan

ikemanusiaan imempunyai iunsur icompassion i(perasaan ibaru), isincerely

i(ketulusan), icommitment i(tanggung ijawab), idare i(keberanian), idan

idetermination i(kebulatan itekad).

Mengutamakan ifaktor iperilaku i(manusia) idan ikemanusiaan idiatas

ifaktor iperaturan, iberarti imelakukan ipergeseran ipola ipikir, isikap idan

iperilaku idari iaras ilegalistik-positivistik ike iaras ikemanusiaan isecara iutuh

i(holistik), iyaitu imanusia isebagai ipribadi i(individu) idan imakhluk isosial.

iDalam ikonteks idemikian, imaka isetiap imanusia imempunyai itanggung ijawab

iindividu idan itanggung ijawab isosial iuntuk imemberikan ikeadilan ikepada

isiapapun. iMengutamakan iperilaku i(manusia) idaripada iperaturan iperundang-

undangan isebagai ititik itolak iparadigma ipenegakan ihukum, iakan

imemberikan ipemahaman ihukum isebagai iproses ikemanusiaan100. i

4) Ajaran iPembebasan

Pemikiran ihukum iprogresif imenempatkan idiri isebagai ikekuatan

i“pembebasan” iyaitu imembebaskan idiri idari itipe, icaraberpikir, iasas idan

iteori ihukum iyang ilegalistik-positivistik. iDengan iciri iini i“pembebasan” iitu,

ihukum iprogresif ilebih imengutamakan i“tujuan” idaripada i“prosedur”. iDalam

ikonteks iini, iuntuk imelakukan ipenegakan ihukum, imaka idiperlukan ilangkah-

langkah ikreatif, iinovatif idan ibila iperlu imelakukan i“mobilisasi ihukum”

imaupun i“rule ibreaking”.

Paradigma i“pembebasan” iyang idimaksud idisini ibukan iberarti

imenjurus ikepada itindakan ianarkisme, isebab iapapun iyang idilakukan iharus

100Ibid, h., 74



itetap ididasarkan ipada ilogika ikepatutan isosial idan ilogika ikeadilan iserta

itidak isemata-mata iberdasarkan ilogika iperaturan isemata.Disinilah ipemikiran

ihukum iprogresif iitu imenjunjung itinggi imoralitas.Karena ihati inurani

iditempatkan isebagai ipenggerak, ipendorong isekaligus ipengendali i“paradigma

ipembebasan” iitu.

Dengan idemikian iparadigma ipemikiran ihukum iprogresif ibahwa

i“hukum iuntuk imanusia, idan ibukan isebaliknya” iakan imembuat ikonsep

ipemikiran ihukum iprogresif imerasa ibebas iuntuk imencari idan imenemukan

iformat, ipikiran, iasas iserta iaksi iyang itepat iuntuk imewujudkannya.

F. Kerangka iKonseptual

1. Rekonstruksi idan iTata iKelola

a. Pengertian iRekonstruksi

1) iJames iP. iChaplin

i i i i i i i i i Reconstruction imerupakan ipenafsiran idata ipsikoanalitis

isedemikian irupa, iuntuk imenjelaskan iperkembangan ipribadi iyang itelah

iterjadi, ibeserta imakna imaterinya iyang isekarang iada ibagi iindividu iyang

ibersangkutan101.

2) iB.N iMarbun. i i i i

Rekonstruksi iadalah ipengembalian isesuatu iketempatnya iyang

isemula, iPenyusunan iatau ipenggambaran ikembali idari ibahan-bahan iyang

iada idan idisusun ikembali isebagaimana iadanya iatau ikejadian isemula102.

3) iAli iMudhofir

101James P. Chaplin, 1997, Kamus Lengkap Psikologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h., 421.
102B.N. Marbun, 1996, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h., 469.



Rekonstruksionisme iadalah isalah isatu ialiran idalam ifilsafat

ipendidikan iyang ibercirikan iradikal. iBagi ialiran iini ipersoalan-persoalan

ipendidikan idan ikebudayaan idilihat ijauh ikedepan idan ibila iperlu

idiusahakan iterbentuknya itata iperadaban iyang ibaru103.

Jadi iRekonstruksi iberarti imembangun iatau ipengembalian ikembali isesuatu

iberdasarkan ikejadian iyang isempurna, idimana idalam irekonstruksi itersebut

iterkandung inilai i– inilai iprimer iyang iharus itetap iada idalam iaktifitas

imembangun ikembali isesuatu isesuai idengan ikondisi iyang iideal. iUntuk

ikepentingan ipembangunan ikembali isesuatu, iapakah iitu iperistiwa, ifenomena-

fenomena isejarah imasa ilalu, ihingga ipada ikonsepsi ipemikiran iyang itelah

idikeluarkan ioleh ipemikir-pemikir iterdahulu, ikewajiban ipara irekonstruktor

iadalah imelihat ipada isegala isisi, iagar ikemudian isesuatu iyang icoba idibangun

ikembali isesuai idengan ikeadaan iyang isebenarnya idan iterhindar ipada

isubjektifitas iyang iberlebihan, idimana inantinya idapat imengaburkan isusbstansi

idari isesuatu iyang iingin ikita ibangun itersebut.

b. Tata iKelola iPemerintahan

Menurut iWorld iBank, iTata ikelola ipemerintahan iadalah isuatu

ipenyelenggaraan imanajemen ipembangunan iyang isolid idan ibertanggung ijawab

iyang isejalan idengan iprinsip idemokrasi idan ipasar iyang iefisien, ipenghindaran

isalah ialokasi idana iinvestasi idan ipencegahan ikorupsi ibaik isecara ipolitik imapun

iadministratif, imenjalankan idisiplin ianggaran iserta imenciptakan ilegal idan

ipolitical iframework ibagi itumbuhnya iaktivitas iusaha.

103Ali Mudhofir, 1996, Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi, Gajahmada University Press,
Yogyakarta, h., 213.



Definisi iTata ikelola ipemerintahan iatau iyang ilebih idikenal idengan

isebutan igood igovernance, isecara iumum ipengertiannya iadalah isegala isesuatu

iyang iterkait i idengan itindakan iatau itingkah ilaku iyang ibersifat imengarahkan,

imengendalikan iatau imempengaruhi iurusan ipublik i iuntuk i imewujudkan i inilai-

nilai itersebut idalam ikehidupan isehari-hari. iGood igovernance itidak ihanya

isebatas ipengelolaan ilembaga ipemerintahan, inamun imenyangkut isemua ilembaga

ibaik ipemerintah imaupun inon-pemerintah104.

Orientasi idari itata ikelola ipemerintahan iyang ibaik iadalah:

1. Orientasi iIdeal, iyaitu inegara iyang idiarahkan ipada ipencapaian itujuan

inasional. iOrientasi iini ibertitik itolak ipada idemokratisasi idalam ikehidupan

ibernegara idengan ielemen ikonstituennya iseperti: ilegitimasi, iakuntabilitas,

isecuring iof ihuman irights, iauthonomy iand idevolution iof ipower, idan ijuga

iassurance iof icivilian icontrol.

2. Pemerintahan iyang iberfungsi isecara iideal, iyaitu iefektif idan iefisien idalam

imelakukan iupaya iuntuk imencapai itujuan inasional. iOrientasi iini i

ibergantung isejauhmana ipemerintah imempunyai ikompetensi idan isejauhmana

istruktur iserta imekanisme ipolitik iserta iadministratif iberfungsi isecara iefektif

idan iefisien.

2. Pengaturan iTata iKelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

a. Dasar ihukum idan ibentuk iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Perkembangan ipolitik imasa ikini imenyebabkan iUndang-Undang i

iNomor i32 iTahun i2004 itentang iPemerintahan iDaerah itidak isesuai ilagi

idengan iperkembangan ikeadaan, iketatanegaraan, idan ituntutan

104Sedarmayanti, Good Governance(pemerintahan Yang Baik)Dalam Rangka Otonomi Daerah, Bandung: PT.
Mandar Maju, 2003, h., 3.



ipenyelenggaraan ipemerintahan idaerah isehingga iperlu idiganti. iMaka ilahir

iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah iyang

ibaru. iNamun idalam iperjalanannya iUndang-Undang iini itidak ibertahan ilama

idengan imunculnya iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang iNomor

i2 iTahun i2014 itentang iPerubahan iatas iUU iNomor i23 iTahun i2014 itentang

iPemerintahan iDaerah.

Dengan iberlakunya iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang

iNomor i1 iTahun i2014 itentang iPemilihan iGubernur, iBupati, idan iWalikota

iyang imengatur ipemilihan ikepala idaerah idilakukan isecara ilangsung idan

iuntuk imemberikan ikepastian ihukum idalam ipelaksanaan ipemilihan ikepala

idaerah iyang iberlandaskan ikedaulatan irakyat idan idemokrasi imaka iperlu

idilakukan iperubahan iterhadap iketentuan imengenai itugas idan iwewenang

iDPRD iProvinsi idan iDPRD iKabupaten/Kota iyang idiatur idalam iUndang-

Undang iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah isebagaimana

itelah idiubah idengan iUndang-Undang iNomor i2 iTahun i2015 itentang

iPenetapan iPeraturan iPemerintah iPengganti iUndang-Undang itentang

iPerubahan iatas iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 itentang

iPemerintahan iDaerah isebagaimana ijuga itelah idiubah idenganUndang-Undang

iNomor i9 iTahun i2015 itentang iPerubahan iKedua iAtas iUndang-

UndangNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah105.

Dalam ipenyelenggaraan iurusan ipemerintahan idilaksanakan iberdasarkan

iasas idesentralisasi, iasas idekonsentrasi, idan iasas itugas ipembantuan106. iPasal

i1 ibutir i7 iUU iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah

imenjelaskan ibahwa iasas idesentralisasi iadalah ipenyerahan iurusan

105Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
106Ketentuan pasal 5 ayat 4 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.



ipemerintahan ioleh ipemerintah ipusat ikepada idaerah iotonom iberdasarkan iasas

iotonomi iyang imengacu ipada iprinsip idasar ipenyelenggaraan ipemerintahan

idaerah iberdasarkan iotonomi idaerah. iDalam iasas iini idaerah iberhak iuntuk

imenjalankan isegala iurusan iuntuk imengatur idan imengurus isendiri iurusan

ipemerintahan iyang idiberikan ioleh ipemerintah ipusat inamun imasih idalam

ikerangka iNegara iKesatuan iRepublik iIndonesia.

Asas idekonsentrasi iadalah ipelimpahan isebagian iurusan ipemerintahan

iyang imenjadi ikewenangan ipemerintah ipusat ikepada igubernur isebagai iwakil

ipemerintah ipusat, ikepada iinstansi ivertikal idi iwilayah itertentu, idan/atau

ikepada igubernur idan ibupati/wali ikota isebagai ipenanggung ijawab iurusan

ipemerintahan iumum. iMaksudnya iadalah ipelimpahan iwewenang ipemerintahan

iyang isebenarnya ikewenangan iitu iada iditangan ipemerintah ipusat, iyakni

imenyangkut ipenetapan istrategi ikebijakan idan ipencapaian iprogram

ikegiatannya, idiberikan ikepada igubernur iatau iinstansi ivertical ididaerah

iberdasarkan iarahan ikebijaksanaan iumum idari ipemerintah ipusat, isedangkan

isektor ipembiayaannya itetap idilaksanakan ioleh ipemerintah ipusat107.

Asas itugas ipembantuan iadalah ipenugasan idari ipemerintah ipusat

ikepada idaerah iotonom iuntuk imelaksanakan isebagian iurusan ipemerintahan

iyang imenjadi ikewenangan ipemerintah ipusat iatau idari ipemerintah idaerah

iprovinsi ikepada idaerah i ikabupaten/kota iuntuk imelaksanakan isebagian

iurusan ipemerintahan iyang imenjadi ikewenangan idaerah iprovinsi.108

iMaksudnya iadalah ibahwa itugas ipembantuan ikepada ipemerintahan idesa

imerupakan itanggung ijawab ibersama iantara ipemerintah, ipemerintah iprovinsi,

idan ipemerintah ikabupaten iatau ikota. iHal iini iperlu idisadari ibahwa idalam

107Sunarno Siswanto, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, h., 7-8
108Ketentuan pasal pasal 1 butir 11 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



ikenyataan ipraktik imenurut iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i1999 ibahwa

ipemerintahan idesa idiberikan iwewenang iuntuk imenggali ipotensi idi

idaerahnya isendiri ibersama iBadan iPermusyawaratan iDesa i(BPD), inamun

ipertumbuhan idesa iitu itidak imerata, iserta itidak isesuai idengan iharapan ijustru

ipemerintahan idesa itidak idapat imenjalankan ifungsinya ikarena iketerbatasan

ipenggalian iuntuk isumber ikas idesa109. iMaka idari iitu itujuan ipemberian itugas

ipembantuan iadalah imempelancar ipelaksanaan itugas idan ipenyelesaian

ipermasalahan iserta imembantu ipengembangan ipembangunan ibagi idaerah.

Pemerintahan idaerah idiberikan iotonomi iseluas-luasnya, ikecuali iurusan

ipemerintahan iyang ioleh iundang-undang iditentukan isebagai iurusan

iPemerintah iPusat.Dalam irangka i imelaksanakan iotonomi iluas idi idaerah,

imaka ipemerintahan idaerah iberhak imenetapkan iperaturan idaerah idan

iperaturan-peraturan ilain iuntuk imelaksanakan iotonomi idan itugas

ipembantuan.Peraturan idaerah iadalah iperaturan idaerah iprovinsi idan/atau

iperaturan idaerah ikabupaten/kota. iPengaturan itentang iPeraturan iDaerah

i(Perda) itersebut itertera ipada ipasal i236 isampai ipasal i245 iUndang-Undang

iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah, isedangkan ipengaturan

iPeraturan iKepala iDaerah i(Perkada) itertera ipada ipasal i246 isampai ipada

ipasal i248 iUU iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah.

b. Konsep iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Badan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iadalah iperusahaan iyang

ipengendalian idan imodalnya idimiliki iPemerintah iDaerah. iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) iberfungsi isebagai ipenyedia ikebutuhan ipublik idan isumber

109Sunarno Siswanto, Op Cit, h., 8.



ipenyumbang iPendapatan iAsli iDaerah i(PAD). iMemiliki ikendala iakuntabilitas:

iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iharus imenghasilkan ikeuntungan,

imanajemen iharus imerumuskan iaturan imain iyang ijelas idan imengkondisikan

isemua ipihak imematuhi iaturan iyang iada. iAturan iyang ijelas iakan

imengurangi ipengaruh inegatif itata-kelola iinformal idan ikonflik iekonomi-

politik iantara istakeholder idan ipemerintah idaerah.

Badan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idapat iberbentuk iPT i(Perseroan

iTerbatas) isebagaimana idapat idilihat ipada iUndang-Undang iNomor i5 iTahun

i1962 itentang iPerusahaan iDaerah, iPermendagri iNomor i3 iTahun i1998 idan

iPermendagri iNomor i2 iTahun i2007. iJika iberorientasi ikeuntungan, iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idapat iberbentuk iPT i(Perseroan iTerbatas)

iyang i51% isahamnya idimiliki iPemerintah idaerah, isusunan ianggota iditetapkan

imelalui ianggaran idasar iperusahaan, ikepala idaerah iberposisi iotonom iterhadap

iDewan iPerwakilan iRakyat iDaerah i(DPRD). i

Badan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) ijuga idapat iberbentuk iPerusahaan

iDaerah i(Perusda), iyang ilaporan ikeuangannya idilampirkan ipada ilaporan

ikeuangan iKepala iDaerah idalam ikonteks ipenggunaan iAnggaran iPendapatan

iBelanja iDaerah i(APBD). iDan iLaba iPerusahaan iDaerah i(Perusda) idibagi ike

idalam:

1. i Pembangunan idaerah, ibelanja idaerah, ipemegang isaham idengan iproporsi

i55%

2. i Cadangan iumum, isosial idan ipenndidikan, ijasa iproduksi, isumbangan

idana ipensiun idan isokongan idengan iproporsi i45%.

Jika iPerusahaan iDaerah iberorientasi ipelayanan, imaka itidak iharus

idibebani iuntung idan isemua iharus idiklarifikasi isejak iawal. iPerusahaan



iDaerah idibentuk ipemerintah idaerah imelalui iPeraturan iDaerah iyang idisahkan

iKepala iDaerah, idananya iberasal idari iAnggaran iPendapatan iBelanja iDaerah

i(APBD), imenjadi iobyek ipengawasan idari iBadan iPemeriksa iKeuangan

iProvinsi i(BPKP), iBadan iPemeriksa iKeuangan i(BPK), idan iInspektorat

iDaerah. iKepala iDaerah iberdasar ipersetujuan iDewan iPerwakilan iRakyat

iDaerah i(DPRD) imengangkat idireksi idan idewan ipengawas. iKemudian idireksi

imengangkat ipegawai/karyawan iuntuk imengoperasikan iPerusahaan iDaerah.

c. Perkembangan iPengaturan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Keberadaan iBUMD itidak iterlepas idari iperkembangan ikebijakan iterkait

idengan iBadan iUsaha iMilik iNegara i(BUMN). iPada iawalnya, iBUMN

imerupakan i iperusahaan-perusahaan inegara ibaik iyang iberbentuk ibadan-badan

iberdasarkan ihukum iperdata imaupun iyang iberbentuk ibadan ihukum

iberdasarkan ihukum ipublik iantara ilain iyang iberdasarkan iUndang-Undang

iPerusahaan iIndonesia idiatur idengan iStaatsblad iTahun i1927 iNomor i419.

iDalam irangka imensingkronkan isegala ikegiatan iekonomi ipada isaat iitu, i

iPemerintah imengeluarkan iPerpu inomor i17 iTahun i1960 itentang iPerusahaan

iNegara. iSelanjutnya, idalam irangka imenertibkan iusaha inegara iberbentuk

iPerusahaan iNegara iterutama ikarena iada ibanyak iusaha inegara idalam ibentuk

iPerusahaan iNegara iyang iinefisien, imaka iPemerintah imenerbitkan iPerpu

iNomor i1 iTahun i1969 itentang iBentuk-Bentuk iUsaha iNegara. iDalam iPerpu

iini, iditetapkan i ibahwa iusaha-usaha inegara iberbentuk iperusahaan idibedakan

idalam iPerusahaan iJawatan i(Perjan) iyang ididirikan idan idiatur imenurut

iketentuan-ketentuan idalam i iIndonesische iBedrijvenwet i(Staatsblad iTahun

i1927 iNomor i419), iPerusahaan iUmum i i(Perum) iyang ididirikan idan idiatur



iberdasarkan iketentuan iUndang-undang iNomor i19 i iTahun i1960 itentang

iPerusahaan iNegara, idan iPersero iyang imerupakan ipenyertaan inegara ipada

iperseroan iterbatas isebagaimana idiatur idalam iKitab iUndang-undang iHukum

iDagang iatau iKUHD i(Wetboek iVan iKoophandel, iStaatsblad iTahun i1847

iNomor i23)110.

Berbeda idengan iBUMN iyang idefinisinya itelah iditetapkan iUndang-

Undang iNomor i19 iTahun i2003 itentang iBUMN, iistilah iBUMD ibaru idikenal

idalam iPeraturan iMendagri iNomor i3 iTahun i1998 itentang iBentuk iHukum

iBUMD, itertuang idalam iUndang-Undang iNomor i22 iTahun i1999 iyang

idirubah imenjadi iUndang-Undang iNomor i32 iTahun i2004 idan idirubah ilagi

imenjadi iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan

iDaerah isebagaimana itelah idiubah ibeberapa ikali, iterakhir idenganUndang-

Undang iNomor i9 iTahun i2015 itentang iPerubahan iKedua iAtas iUndang-

UndangNomor i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan iDaerah. i

Kehadiran iUndang-Undang iNo. i23 iTahun i2014 itentang iPemerintahan

iDaerah iyang idisahkan ipada itanggal i30 iSeptember i2014 idan idiundangkan

ipada itanggal i2 iOktober i2014 ibeberapa iwaktu ilalu iini, imemberikan

iimplikasi isecara iyuridis iterhadap ipengaturan iBUMD iyang iselama iini itelah

iada idi iIndonesia. iJika idicermati ipada iUndang-Undang iPemerintahan iDaerah

iini, isecara ikhusus imengatur iberkenaan idengan iBUMD ipada iBAB iXII

iterdiri idari i12 iPasal, idimulai idari iPasal i331 isampai idengan iPasal i343 iserta

itersebar idibeberapa ipasal, iseperti iBAB iI iKetentuan iUmum iPasal i1 iangka

i40, iyang imemberikan ipengertian itentang iBUMD, iserta ibeberapa ipasal iyang

imenjadi isangat ipenting idicermati iterkait idengan ikeberadaan iBUMD, iseperti

110Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah



iPasal i134 iayat i(1) ihuruf ic, i188 iayat i(1) ihuruf ic, i298 iayat i(5) ihuruf ic,

i304 iayat i(1) idan i(2), i320 iayat i(2) ihuruf ig, i402 iayat i(2), i405 idan iPasal

i409.

Dengan idiundangkannya iUndang-Undang iPemerintahan iDaerah isesuai

idengan iPasal i409 idengan itegas imenyatakan ibahwa: iDengan iberlakunya

iUndang-Undang iRepublik iIndonesia iNomor i23 iTahun i2014 iTentang

iPemerintahan iDaerah i(Lembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i2014

iNomor i244 iTambahan iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i5587);

mencabut idan imenyatakan itidak iberlaku:

a. Undang-Undang iNomor i5 iTahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah

i(Lembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1962 iNomor i10,

iTambahan iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i2387);

b. Undang-Undang iNomor i32 iTahun i2004 itentang iPemerintahan iDaerah

i(Lembaran iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i2004 iNomor i125,

iTambahan iLembaran iNegara iRepublik iIndonesia iNomor i4437)

isebagaimana itelah idiubah ibeberapa ikali iterakhir idengan iUndang-Undang

iNomor i12 iTahun i2008 itentang iPerubahan iKedua iAtas iUndang-Undang

iNomor i32 iTahun i2004 itentang iPemerintahan iDaerah i(Lembaran iNegara

iRepublik iIndonesia iTahun i2008 iNomor i59, iTambahan iLembaran iNegara

iRepublikIndonesia iNomor i4844); idan isebelum iberlakunya iUndang-

Undang iNo. i23 iTahun i2014, ikedua iundang-undang itersebut imenjadi

ipayung ihukum ikeberadaan iBUMD idi iIndonesia, isehingga iBUMD iyang

itelah iada isebelum iUndang-Undang iPemerintahan iDaerah ibaru iberlaku,

iseluruh iBUMD iyang iada idi iIndonesia iwajib imenyesuaikan idengan

iketentuan idalam iUndang-Undang ibaru itersebut idalam ijangka iwaktu



ipaling ilama i3 i(tiga) itahun iterhitung isejak iUndang-Undang iPemerintahan

iDaerah itersebut idiundangkan i(Pasal i402 iayat i(2)).

Pada iUndang-Undang iNo. i23 iTahun i2014 itelah imemberikan

ipengertian iBUMD isecara itegas, isebagaimana idiatur idalam iPasal i1 iangka

i40 iUndang-Undang iNo. i23 iTahun i2014 imemberi ipengertian ibahwa iBUMD

iadalah ibadan iusaha iyang iseluruh iatau isebagian ibesar imodalnya idimiliki

ioleh iDaerah.

Jika imencermati ipasal-pasal ipada iBAB iXII, imemberikan ipenegasan-

penegasan idiantaranya;

Pasal i331:

(1) Daerah idapat imendirikan iBUMD

(2) Pendirian iBUMD isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iditetapkan idengan

iPerda.

(3) BUMD isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) iterdiri iatas iperusahaan

iumum iDaerah idan iperusahaan iperseroan iDaerah.

(4) Pendirian iBUMD isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) ibertujuan iuntuk:

a. memberikan imanfaat ibagi iperkembangan iperekonomian iDaerah ipada

iumumnya;

b. menyelenggarakan ikemanfaatan iumum iberupa ipenyediaan ibarang

idan/atau ijasa iyang ibermutu ibagi ipemenuhan ihajat ihidup imasyarakat

isesuai ikondisi, ikarakteristik idan ipotensi iDaerah iyang ibersangkutan

iberdasarkan itata ikelola iperusahaan iyang ibaik; idan

c. memperoleh ilaba idan/atau ikeuntungan.

(5) Pendirian iBUMD isebagaimana idimaksud ipada iayat i(1) ididasarkan ipada:

a. kebutuhan iDaerah;



b. dan ikelayakan ibidang iusaha iBUMD iyang iakan idibentuk.

(6) Ketentuan ilebih ilanjut imengenai ipendirian iBUMD isebagaimana idimaksud

ipada iayat i(1) idiatur idalam iperaturan ipemerintah.

Pendirian iBUMD ibukanlah isuatu ikeharusan, iakan itetapi imenjadi

ipertimbangan ibagi idaerah isebagai isarana idalam irangka imemberikan

ipelayanan ikepada imasyarakat.Pendirian iBUMD iditetapkan idengan iPeraturan

iDaerah iguna imemberikan ilegitimasi idiadakannya iBUMD iyang ididasarkan

ipada ikebutuhan idaerah, idan ikelayakan ibidang iusaha iBUMD iyang iakan

idibentuk.

Kebutuhan iDaerah idikaji imelalui istudi iyang imencakup iaspek

ipelayanan iumum idan ikebutuhan imasyarakat idi iantaranya iair iminum, ipasar,

itransportasi, isedangkan ikelayakan ibidang iusaha iBUMD idikaji imelalui

ianalisis iterhadap ikelayakan iekonomi, ianalisis ipasar idan ipemasaran idan

ianalisis ikelayakan ikeuangan iserta ianalisis iaspek ilainnya. iNampaknya

ipembentuk iundang-undang, itelah imemberikan ikriteria iusaha iBUMD

iberkaitan idengan isifat ipelayanan iumum, isebagaimana idijelaskan idalam

ipenjelasan iumum iPasal i331 iayat i(5) ihuruf ia, iyaitu iair iminum, ipasar idan

itransportasi iumum idi idaerah.

Dan isejak iterbitnya iUndang-undang iNomor i1 iTahun i1995 itentang

iPerseroan iTerbatas idan iPeraturan iMenteri iDalam iNegeri i iNomor i3 iTahun

i1998 itentang iBentuk iHukum iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i, imaka

isebagian i iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iada iyang iberbentuk

iPerseroan iTerbatas111.

111Sekilas Sejarah BUMD” , http://bumd.wordpress.com/, diakses tanggal 25 Juli 2016



d. Teori iCorporate iGovernance

Syakhroza i(2003) imenyatakan iteori icorporate igovernance idapat

idiformulasikan idalam imodel-model icorporate igovernance iyang ibersifat

imainstream iseperti ifinance imodel i(agency itheory), istewardship imodel

i(stewardship itheory), istakeholders imodel i(stakeholders itheory) iatau ipolitical

imodel i(political itheory) iserta imyopic imarket imodel.

Agency itheory imengasumsikan ibahwa imanajer iakan ibertindak isecara

ioportunistik idengan imengambil ikeuntungan ipribadi isebelum imemenuhi

ikepentingan ipemegang isaham. iTeori iAgensi iini itimbul ikarena iadanya

iperkembangan iilmu imanajemen imodern iyang imenggeser iteori iklasik, iyaitu

iadanya iaturan iyang imemisahkan ipemilik iperusahaan i(principal) idengan ipara

ipengelola iperusahaan i(agent). iKetika iperusahaan iberkembang imenjadi ibesar,

iapalagi ipemegang isaham isemakin itersebar, isemakin ibanyak iagency icost

iyang iterjadi idan ipemilik isemakin itidak idapat imelakukan ikontrol iyang

iefektif iterhadap imanajer iyang imengelola iperusahaan. iMenurut iJensen idan

iMeckling i(1976). iPotensi ikonflik ikepentingan ibisa iterjadi idi iantara ipihak-

pihak iyang iberhubungan iseperti iantara ipemegang isaham idengan imanajer

iperusahaan i(agency icosts iofequity) iatau iantara ipemegang isaham idengan

ikreditur i(agency icosts iof idebt).

Menurut imereka iagency icost iitu imeliputi itiga ihal, iyaitu imonitoring

icosts, ibondingcosts idan iresidual iloss. iMonitoring icosts imerupakan

ipengeluaran iyang idibayar ioleh iprinsipal iuntuk imengukur, imengamati idan

imengontrol iperilaku iagen iagar itidak imenyimpang. iBiaya iini itimbul ikarena

iadanya iketidakseimbangan iinformasi iantara iprinsipal idan iagen. iDalam

isituasi itertentu, iagen imemungkinkan iuntuk imembelanjakan isumber idaya



iperusahaan i(bonding icosts) iuntuk imenjamin ibahwa iagen itidak iakan

ibertindak iyang idapat imerugikan iprinsipal iatau iuntuk imeyakinkan ibahwa

iprinsipal iakan imemberikan ikompensasi ijika idia ibenar-benar imelakukan

itindakan itersebut. iAkan itetapi imasih ibisa iterjadi iperbedaan iantara

ikeputusan-keputusan iagen idengan ikeputusan-keputusan iyang idapat

imemaksimalkan ikesejahteraan iagen. i

Nilai iuang iyang iekuivalen idengan ipengurangan ikesejahteraan iyang

idialami iprinsipal idisebut idengan iresidual iloss. iTeori iagency iini isangatlah

isulit iuntuk iditerapkan idan ibanyak ikendala iserta imasih ibelum imemadai,

isehingga idiperlukan isuatu ikonsep iyang ilebih ijelas imengenai iperlindungan

iterhadap ipara istakeholders, iyang imenyangkut imasalah-masalah ikonflik

ikepentingan idan ibiaya- ibiaya iagensi iyang iakan itimbul, isehingga

iberkembanglah isuatu ikonsep ibaru iyang imemperhatikan idan imengatur

ikepentingan-kepentingan ipara ipihak iyang iterkait idengan ikepemilikan idan

ipengoperasional i(stakeholders) isuatu iperusahaan, iyang idikenal idengan

ikonsep icorporate igovernance.

Stewardship imodel imengasumsikan ibahwa imanajer iadalah ipelayan

iperusahaan iyang ibaik idan irajin ibekerja iuntuk imencapai itingkat ilaba idan

itingkat ipengembalian imodal iyang itinggi ibagi ipemegang isaham. iManajer

idapat imemotivasi idirinya isendiri iserta ibekerja idengan iinisiatif isendiri idan

ipenuh itanggung ijawab. iBerdasarkan iteori iini, ikeberadaan idewan ikomisaris

iyang iberperan isebagai ipengawas idireksi imungkin imenjadi itidak iefektif.

Stakeholders imodel imengasumsikan ibahwa iperusahaan imerupakan

isuatu isistem idari ijaringan istakeholders iyang iberoperasi idi idalam isistem

iyang ilebih ibesar idalam isuatu isistem imasyarakat iyang imenyediakan



iinfrastruktur ipasar idan ihukum ibagi iaktivitas iperusahaan i(Clarkson, i1994).

iTujuan iperusahaan idalam ihal iini iadalah imenciptakan inilai ibagi iseluruh

istakeholders idengan imenciptakan ibarang idan ijasa. iDalam imodel iini

icorporate igovernance imerupakan isistem iyang idirancang iuntuk

imemungkinkan idilakukan icheck iand ibalance imechanism iuntuk imenjamin

iterpeliharanya ikeseimbangan iinternal idan ieksternal iorganisasi.

Political imodel imenyatakan ibahwa ialokasi ikekuasaan idalam

iperusahaan, iprevilege, iatau ialokasi ilaba idi iantara ipemilik, imanajer idan

istakeholders ilainnya iditentukan ioleh ipertimbangan-pertimbangan ipolitis.

iDalam ihal iini ipemerintah idapat iberperan ipenting idalam imenentukan ialokasi

itersebut. iAlokasi ikekuasaan idalam iteori icorporate igovernance ijuga iharus

idilihat idari iperspektif ibudaya, isehingga idapat idikatakan itidak iada isatu

imodel icorporate igovernance iyang idapat idigunakan isekaligus iuntuk

ibeberapa inegara, ibahkan ioleh ibeberapa iperusahaan idalam isatu inegara.

Myopic imarket imodel imenyatakan ibahwa ipasar isudah iefisien, iyaitu

iinformasi iyang itersedia idi ipasar isudah ilengkap idan isempurna, iserta itidak

iada iinformasi iyang itidak isimetris isehingga ikinerja iperusahaan itercermin

isepenuhnya ipada iharga ipasar. iPasar idapat iberfungsi isebagai imekanisme

ikontrol iyang iefektif iterhadap iperilaku iperusahaan. iWalaupun ipada

ikenyataannya iinformasi idi ipasar icenderung iterdistorsi ikarena ibelum

ibekerjanya ipasar isecara iefisien.

3. Tata iKelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i isesuai iUndang-Undang

iNomor i5 iTahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah

a. Modal idan iKekayaan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i



Sebagai i isuatu iperusahaan,Badan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) ijuga

imemiliki imodal idan ikekayaan, i iPasal i i7 i iUndang-Undang iNomor i5 iTahun

i1962 itentang iPerusahaan iDaerah i imengatur i imodal idan ikekayaan isuatu

iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i, i idijelaskan isebagai iberikut i: i

1) bahwa imodal iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i iterdiri iuntuk

iseluruhnya iatau iuntuk isebagian idari ikekayaan iPemerintah iDaerah iyang

idipisahkan. i i

2) Modal iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang iuntuk iseluruhnya

iterdiri idari ikekayaan isatu iPemerintah iDaerah iyang idipisahkan itidak

iterdiri iatas isaham-saham. i

3) Apabila imodal iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iterdiri iatas

ikekayaan ibeberapa iPemerintah iDaerah, imaka imodal idasar iBadan iUsaha

iMilik iDaerah i(BUMD) i itersebut iterdiri iatas isaham-saham. i

4) Modal iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang isebagian idimiliki ioleh

ikekayaan iPemerintah iDaerah iyang idipisahkan idan i ikekayaan ipihak ilain

iyang ibukan iPemerintahan iDaerah imaka imodal iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) itersebut iterdiri iatas isaham-saham. i i

5) Semua ialat iliquide idisimpan idalam ibank iyang iditunjuk ioleh iKepala

iDaerahyang ibersangkutan iberdasarkan ipetunjuk-petunjuk iMenteri

iKeuangan.

Kemudian ipasal i8 iUndang-undang iNomor i5 itahun i1962 imenyatakan

iatas imodal i iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang iterdiri idari isaham-

saham, imaka isaham itersebut iterdiri idari isaham iprioritas idan isaham ibiasa,

isaham ipriotitas iadalah isaham iyang ihanya idapat idimiliki ioleh iPemerintah

iDaerah, isedang iuntuk isaham ibiasa idapat idimiliki ioleh iPemerintah iDaerah



idan ipihak iswasta iatau ibadan ihukum ilain iyang imenjadi ipemegang isaham

idalam isuatu iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i, isebagaimana iyang

itermaktub idalam ipenjelasan iumum iUndang-Undang iNomor i5 itahun i i1962

isebagai iberikut:

“ iApabila iPerusahaan iDaerah itelah ididirikan iberdasarkan iUndang-undang iini,
imaka imodal iperusahaan iterdiri iuntuk iseluruhnya iatau iuntuk isebagian iatas
ikekayaan iDaerah iyang idipisahkan idari iAnggaran iBelanja iDaerah itetapi
itetap imasuk ineraca ikekayaan iDaerah. iDengan iketentuan iini imaka
iditegaskan ibahwa iPerusahaan iDaerah iuntuk iselanjutnya idapat iberdiri isendiri
itanpa imemberatkan ilagi ibudget iDaerah. iModal iPerusahaan iDaerah iyang
iuntuk iseluruhnya iterdiri idari ikekayaan isatu iDaerah itidak iperlu iterdiri iatas
isaham-saham. iApabila imodal itermaksud idiatas imerupakan ikekayaan
ibeberapa iDaerah imaka imodal iperusahaan iitu iperlu iterdiri iatas isaham-
saham. iSalah isatu ijalan iyang idapat iditempuh iuntuk imengerahkan ifunds iand
iforces idari imasyarakat idi iDaerah iialah idengan imengikut-sertakan iwarga
inegara iIndonesia idan iatau ibadan ihukum iyang ididirikan iberdasarkan
iUndang-undang iIndonesia idan iyang ipesertanya iterdiri idari iwarga inegara
iIndonesia idalam imodal iyang idiperlukan iuntuk imendirikan iPerusahaan
iDaerah. iBerhubung idengan iitu idalam iUndang-undang iini idimuat iketentuan
ibahwa imodal iPerusahaan iDaerah iyang iuntuk isebagian iterdiri idari ikekayaan
iDaerah iyang idipisahkan iterdiri iatas isaham-saham, iyaitu isahamsaham
iprioritet idan isaham-saham ibiasa. iSaham-saham iprioritet ihanya idapat idimiliki
ioleh iDaerah, ibaik iDaerah itingkat iI idan iatau iDaerah itingkat iII. iDengan
iadanya isaham-saham iprioritet iditangan iDaerah, isegala ikegiatan, ipenguasaan
idan ipengurusan iPerusahaan iDaerah ipada ihakekatnya iberada idibawah
ipimpinan i idan ipengawasan iKepala iDaerah, iyang ioleh iUndang-undang iini
idiberi iwewenang iuntuk imelakukan ihak, iwewenang idan ikekuasaan ipemegang
isaham iprioritet.”

Hak idan iwewenang ipemegang isaham iprioritas ipada isuatu iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idiwakili ioleh iKepala iDaerah i(Gubernur,

iBupati idan iWali iKota) iyang imenurut i iUndang-Undang iNomor i5 itahun

i1962 iadalah i:

1) Menunjuk ibank iuntuk imenyimpan isemua ialat iliquide iberdasarkan

ipetunjuk-petunjuk iMenteri iKeuangan iyang idiatur ipada ipasal i i7 iayat i(4).

i i

2) Menjalankan ihak, iwewenang idan ikekuasaan isebagai ipemegang isaham

iprioritet iyang idiatur ipada ipasal i9 iayat i(3). i



3) Mengangkat idan imemberhentikan iDireksi iuntuk isementara iatau iuntuk

iselamanya idiatur ipada ipasal i11 iayat i(2) idan ipasal i12 iayat i(2) idan i(4).

i

4) Pada iprinsipnya iantara ianggota iDireksi itidak iboleh imemiliki irangkap

ijabatan i iada ihubungan ikeluarga isampai iderajat iketiga ibaik imenurut

igaris ilurus imaupun igaris ikesamping itermasuk imenantu idan iipar, ikecuali

ijika iuntuk ikepentingan iperusahaan idiizinkan ioleh iKepala

iDaerah/pemegang isaham/saham iprioritet. iJika isesudah ipengangkatan

imereka imasuk iperiparan iyang iterlarang iitu, imaka iuntuk idapat

imelanjutkan ijabatannya idiperlukan iizin iKepala iDaerah/pemegang

isaham/saham iprioritet isebagaimana iyang idiatur ididalam ipasal i13 iayat

i(1) idan i(2).

5) Mengambil ikeputusan idalam iRapat iUmum iPemegang iSaham idiatur ipada

ipasal i18 iayat i(4). i i

6) Mengangkat iatau imenunjuk iBadan iPengawas iBadan iUsaha iMilik iDaerah

i(BUMD) idiatur ipada ipasal i19. i i

7) Menunjuk ibadan iyang imenerima ipertanggung ijawaban ipegawai iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang imemiliki itugas ipenyimpanan

ipembayaran iatau ipenyerahan iuang idan isurat-surat iberharga imilik

iPerusahaan iDaerah idan ibarang-barang ipersediaan imilik iPerusahaan

iDaerah iyang idisimpan idi idalam igudang iatau itempat ipenyimpanan iyang

ikhusus idan isemata-mata idigunakan iuntuk ikeperluan itertentu, idiatur ipada

ipasal i i20 iayat i(3) idan i(4). i

8) Mengesahkan iRencana iKerja idan iRencana iAnggaran i iBadan iUsaha

iMilik iDaerah i(BUMD) idiatur ipadapasal i22 iayat i(1), i(2) idan i(3). i



9) Menerima ilaporan ihasil iusaha iatau ilaporan iberkala iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) idiatur ipada ipasal i i23. i

10) Mengesahkan iperhitungan itahunan iterdiri idari ineraca idan iperhitungan

ilaba-rugi idiatur ipada ipasal i24 iayat i(1), i(3) idan i(4). i

11) Menetukan icara imengurus idan ipenggunaan idana ipenyusutan idan

icadangan i idiatur ipada ipasal i i25 iayat i(5). i

12) Menyetujui itindakan idireksi imengangkat idan imemberhentikan iPegawai

iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idiatur ipada ipasal i i26 iayat i(2) i. i

13) Menunjuk ibadan iyang imempunyai itugas idan ikewajiban imelakukan

ipengawasan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iatas ipekerjaan

imenguasai idan imengurus iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idiatur

ipada ipasal i i27 iayat i(1).

Untuk iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang ibentuk ibadan

ihukumnya iPT i(Perseroan iTerbatas) iseluruh iketentuan iyang imengatur

itentang imodal idan ikekayaan i isepanjang itidak idiatur idalam iUndang-

Undang iNomor i40 iTahun i2007 itentang iPerseroan iTerbatas, imaka ipada

iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) itersebut idapat idiberlakukan

iketentuan isebagaimana iyang iada imengenai imodal idan ikekayaan iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang iada idalam iUndang-Undang iNomor

i5 iTahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah.

b. Rapat iPemegang iSaham iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Sebagaimana iperusahaan ipada iumunya, iBadan iUsaha iMilik iDaerah

i(BUMD) iyang iberbentuk iPerusahaan iDaerah i ijuga imemiliki iorgan iRapat

iPemegang iSaham, inamun iUndang-Undang iNomor i5 itahun i1962 itentang



iPerusahaan iDaerah itidak imemberikan irincian iyang ijelas itentang iperan idan

ifungsi iorgan itersebut. iKeberadaan iorgan iini ibukanlah isebagai ilembaga

itertinggi ididalam isuatu iperusahaan isebagaimana iyang idianut idalam i

iterminologi iUndang-undang iNomor i1 itahun i1995 itentang iPerseoan iTerbatas

iatau iorgan iyang imemiliki iwewenang iyang itidak idimiliki ioleh iorgan ilain

iyaitu iDireksi idan iDewan iKomisaris idalam iterminologi iUndang-Undang

iNomor i40 itahun i2007 itentang iPerseroan iTerbatas. i

Pada iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iyang iberbadan ihukum

iPerusahaan iDaerah ifungsi iRapat iPemegang iSaham itidak iselalu isebagai

ipengambil ikeputusan iakhir, iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1962 itentang

iPerusahaan iDaerah imenegaskan ibahwa ikeputusan iRapat iPemegang iSaham

ipada iPerusahaan iDaerah iharus idiambil idengan ipermufakatan iseluruh

ipemegang isaham iyang iada, ijika ipermufakatan itidak itercapai i idalam i isuatu

ihal iyang imenghendaki isuatu ikeputusan imaka iKepala iDaerah imemiliki

ikewenangan iuntuk imemutus imasalah itersebut idengan itetap imemperhatikan

ipendapat-pendapat iyang iberkembang idalam iRapat iUmum iPemegang iSaham

i(RUPS), isebagaimana iyang idiatur idalam iPasal i18 iUndang-Undang iNomor i5

itahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah, iyakni i:

1) Tata-tertib irapat ipemegang isaham/saham iprioritet idan irapat iumum

ipemegang isaham i(prioritet idan ibiasa) idiatur idalam iperaturan ipendirian

iPerusahaan iDaerah. i

2) Keputusan idalam irapat ipemegang isaham/saham iprioriteit idan irapat iumum

ipemegang isaham i(prioritet idan ibiasa) idiambil idengan ikata imufakatan. i

3) Jika ikata imufakat itermaksud ipada ihuruf i“b” itidak itercapai imaka

ipendapat-pendapat iyang idikemukakan idalam imusyawarah idisampaikan



ikepada iKepala iDaerah idari iDaerah iyang imendirikan iPerusahaan iDaerah.

i

4) Kepala iDaerah itermaksud ipada ihuruf i“c” imengambil ikeputusan idengan

imemperhatikan ipendapat-pendapat itermaksud.

c. Pengurus iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Pengurusan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idilakukan ioleh

isuatu iDireksi, ijumlah ianggota iserta isusunan iDireksi idiatur ididalam

iperaturan idaerah iyang imerupakan iperaturan ipendiriannya, ipengangkatan i

ianggota iDireksi ipada iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idilakukan ioleh

iKepala iDaerah isetelah imendengar ipertimbangan iDewan iPerwakilan iRakyat

iDaerah i(DPRD) idari iDaerah iyang imendirikan iPerusahaan iDaerah, imengenai

ipengangkatan ianggota iDireksi iterdapat idua imekanisme, iKepala iDaerah

imemiliki ikewenangan iuntuk imengangkat idan imemberhentikan ianggota

iDireksi ijika imodal ibadan iusaha itersebut iseluruhnya iberasal idari ikekayaan

idaerah iyang idipisahkan. iPengangkatan ianggota iDireksi iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) idilakukan idari iusulan i ipemegang isaham iprioritas, ibagi

ibadan iusaha iyang imodalnya isebahagian idari ikekayaan idaerah iyang

idipisahkan. i

Dalam imenjalankan iperseroan, iDireksi imenentukan ikebijaksanaan

idalam i imemimpin iperusahaan, idengan imengurus idan imenguasai ikekayaan

iperusahaan, iuntuk ipengaturan idan itata itertib iserta icara imenjalankan

ipekerjaan itersebut, iDireksi isecara iotonom idiberikan ikewenangan iuntuk

imengatur itata itertib idan icara imenjalankan iperusahan idalam iperaturan iyang

iditetapkan ioleh iDireksi isebagaimana iyang idiatur ididalam iPasal i15 iUndang-



Undang iNo i5 itahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah. iDalam ipelaksanannya

ikewenangan iyang idimiliki iDireksi itersebut idapat idibatasi ididalam iperaturan

idaerah itentang ipendirian iperusahaan imilik idaerah itersebut, ipembatasan iini

ibertujuan iuntuk imenyesuaikan idengan isifat idan icorak iperusahaan idaerah

imasing-masing, imaka isewajarnya ibatas ikekuasaan itersebut idiatas iditetapkan

idalam iperaturan ipendirian iperusahaan iyang ibersangkutan112.

d. Pengawas iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Undang-undang iNomor i5 itahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah i

imengatur itentang ipengawasan iPerusahaan iDaerah, iPasal i19 imenyatakan

ibahwa iDireksi i idalam imenjalankan ipengurusannya iterhadap iperusahaan i

iberada idi ibawah ipengawasan iKepala iDaerah ibagi iPerusahaan idaerah iyang

iseluruh isahamnya idimiliki ioleh iPemda. iFungsi ipengawasan idilaksanakan

ioleh iPemegang iSaham iatau iPemegang iSaham iPrioritas imana ikala isaham-

saham iperusahaan itersebut idimiliki ioleh ilebih idari isatu ipegang isaham.

iPengawasan ijuga idapat idilakukan ioleh ibadan iyang idibentuk iatau iditunjuk

idengan idiberikan imandat iuntuk imelakukan ipengawasan ioleh iKepala iDaerah

iatau iPemegang iSaham.

Biasanya itugas ipengawasan iyang idiserahkan ikepada isuatu

iDewan/Badan i iterhadap isuatu iperusahaan iyang ibesarnya iditunjuk isatu

ibadan, iyang imenjalankan ipengawasan iumum iterhadap iperusahaan i isedang

iuntuk iperusahaan-perusahaan i iyang ikecil iditunjuk ihanya isatu ibadan iuntuk

imelakukan ipengawasan113.

112Penjelasan  Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
113Penjelasan Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah



e. Kedudukan iPegawaiBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Pada iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) itidak imengenal i

ipengertian iburuh idan imajikan, isemuanya iadalah ikaryawan i iperusahaan.

iKedudukan ihukum, igaji, ipensiun iserta ipenghasilan-penghasilan ilain idibuat

idalam iketentuan iyang iberlaku iuntuk iseluruh ikaryawan ipada isuatu iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i, iyang iketentuannya iditetapkan idalam

iperaturan ipokok ikepegawaian iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i iyang

iditetapkan idengan iPeraturan iDaerah iyang iberlaku isetelah imendapat

ipengesahan iinstansi iatasan. iPemberhentian ikaryawan ipada isuatu iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idilakukan imenurut iketentuan iperundang-

undangan iyang imengatur itentang iketenagakerjaan.

f. Pembubaran iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i

Sebagaimana ipendiriannya, imaka iproses ipembubaaranBUMD ijuga

imestidilakukan idengan iPeraturan iDaerah isebagaimana idiatur ipada ipasal i29

iUndang-Undang iNomor i5 itahun i1962 itentang iPerusahaan iDaerah, iyaitu: i

1) Pembubaran iPerusahaan iDaerah idan ipenunjukan ilikwidaturnya iditetapkan

idengan iPeraturan iDaerah idari iDaerah iyang imendirikan iPerusahaan

iDaerah idan iyang iberlaku isetelah imendapat ipengesahan iinstansi iatasan. i i

2) Semua ikekayaan iPerusahaan iDaerah isetelah idiadakan ilikwidasi idibagi

imenurut iperimbangan inilai inominal isaham-saham.

3) Pertanggungan ijawab ilikwidasi ioleh ilikwidatur i idilakukan ikepada

iPemerintah iDaerah iyang imendirikan iPerusahaan iDaerah idan iyang



imemberikan ipembebasan itanggung-jawab itentang ipekerjaan iyang itelah

idiselesaikannya. i i

4) Dalam ihal ilikwidasi, iDaerah itermaksud ipada iayat i(1) ibertanggung-jawab

iatas ikerugian iyang ididerita ioleh ipihak iketiga iapabila ikerugian iitu

idisebabkan ioleh ikarena ineraca idan iperhitungan ilaba-rugi iyang itelah

idisahkan itidak imenggambarkan ikeadaan iperusahaan iyang isebenarnya.

Pemberesan iatas iharta iBadan iBUMD iyang idibubarkan i idibagi

imenurut iperimbangan inilai inominal isaham iyang idimiliki ioleh imasing-

masing ipemegang isaham, ijuga ikepentingan ikaryawannya.

G. Kerangka iPemikiran

Badan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iadalah iperusahaan iyang ipengendalian

idan imodalnya idimiliki iPemerintah iDaerah. iBUMDberfungsi isebagai ipenyedia

ikebutuhan ipublik idan isumber ipenyumbang iPendapatan iAsli iDaerah i(PAD).

iMemiliki ikendala iakuntabilitas: iharus imenghasilkan ikeuntungan, imanajemen iharus

imerumuskan iaturan imain iyang ijelas idan imengkondisikan isemua ipihak iagar

imematuhi iaturan iyang iada.

Penelitian iini imenyoroti iImplementasi iRegulasi iTata iKelola iBUMDdi

iKepulauan iRiau iyang iharus isesuai idengan iPeraturan iPemerintah iDaerah, ijuga

imenganalisa ipenyebabImplementasi iRegulasi iTata iKelola iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) ibelum iberbasis ikeadilan.

Sebagai ilandasanya, iGrand iTheory iyang idigunakan iadalah iTeori iKeadilan,

iMiddle iTheory iadalah iTeori iBekerjanya iHukum, iApplied iTheory iadalah iTeori

ihukum iProgresif.



Dalam ipenelitian iini iWisdom iLokal iadalah iPengelolaan iBUMD imenurut

iPancasila idan iUUD iNRI i1945. iWisdom iInternasional iadalah iPraktek iPengelolaan

iBadan iUsaha iMilik iDaerah idi iBerbagai iNegara iAsing. i

Tabel i1.2

Fokus iutama ipenelitian iini iadalah iRekonstruksi iRegulasi iTata iKelola

iBUMDKepulauan iRiau iyang iBerbasis iKeadilan.

H. Metode iPenelitian

Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)di Kepulauan Riau sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Daerah

Sebab Akibat ImplementasiTata Kelola Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD)Belum Berbasis

Keadilan

Bentuk Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD)Kepulauan Riau yang Berbasis Keadilan

a. Grand Theory : Teori Keadilan
b. Middle Theory: Teori Bekerjanya Hukum
c. Applied Theory: Teori Hukum Progresif

a. Wisdom Lokal :
Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah

menurut Pancasila dan UUD 1945
b. Wisdom Internasional :

Praktek Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah
di Berbagai Negara Asing

Rekonstruksi Tata Kelola Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD)Kepulauan Riau yang

Berbasis Keadilan



1. Paradigma iPenelitian i: iKonstruktivisme

Teori ikonstruktivisme imenyatakan ibahwa iindividu imelakukan

iinterpretasi idan ibertindak imenurut iberbagai ikategori ikonseptual iyang iada

idalam ipikirannya. iMenurut iteori iini, irealitas itidak imenunjukkan idirinya

idalam ibentuknya iyang ikasar, itetapi iharus idisaring iterlebih idahulu imelalui

ibagaimana icara iseseorang imelihat isesuatu114. i

Konstruktivisme itidak imemisahkan isubjek idan iobjek ikomunikasi.

iDalam ipandangan ikonstruktivisme, ibahasa itidak ilagi ihanya idilihat isebagai

ialat iuntuk imemahami irealitas iobjektif ibelaka idan idipisahkan idari isubjek

isebagai ipenyampai ipesan. iKonstruktivisme ijustru imenganggap isubjek

isebagai ifaktor isentral idalam ikegiatan ikomunikasi iserta ihubungan-hubungan

isosialnya. iSubjek imemiliki ikemampuan imelakukan ikontrol iterhadap

imaksud-maksud itertentu idalam isetiap iwacana. iTeori ikonstruktivisme

imenyatakan ibahwa iindividu imenginterpretasikan idan iberaksi imenurut

ikategori ikonseptual idari ipikiran. iRealitas itidak imenggambarkan idiri

iindividu inamun iharus idisaring imelalui icara ipandang iorang iterhadap

irealitas itersebut. i i

Paradigma ikonstruktivisme iialah iparadigma idimana ikebenaran isuatu

irealitas isosial idilihat isebagai ihasil ikonstruksi isosial, idan ikebenaran isuatu

irealitas isosial ibersifat irelatif. iParadigma ikonstruktivisme iini iberada idalam

iperspektif iinterpretivisme i(penafsiran) iyang iterbagi idalam itiga ijenis, iyaitu

iinteraksi isimbolik, ifenomenologis idan ihermeneutik.

Paradigma ikonstruktivisme idalam iilmu isosial imerupakan ikritik

iterhadap iparadigma ipositivis. iMenurut iparadigma ikonstruktivisme irealitas

114Morissan. 2009. Teori Komunikasi Organisasi. Jakarta : Ghalia Indonesia, h., 7.



isosial iyang idiamati ioleh iseseorang itidak idapat idigeneralisasikan ipada

isemua iorang, iseperti iyang ibiasa idilakukan ioleh ikaum ipositivis. iKonsep

imengenai ikonstruksionis idiperkenalkan ioleh isosiolog iinterpretative, iPeter

iL.Berger ibersama iThomas iLuckman. i

Penulis idalam ipenelitian iini imenggunakan iparadigma ikonstruktivisme,

isuatu iparadigma iyang imemandang ibahwa iilmu ihukum iitu itidak ihanya

iberurusan idengan iperaturan iperundang-undangan isemata, itetapi ijuga idengan

imelihat irealitas iyang iada.Hukum isebagai isesuatu iyang iharus iditerapkan,

itetapi ilebih icenderung iuntuk imemperhatikan inilai ikeadilan idan

ikegunaannya ibagi imasyarakat. iKajian ihukum idan ipenegakannya ihanya

iberkisar itentang iapa iyang ibenar idan iyang itidak ibenar, iapa iyang isalah idan

iyang itidak isalah idan ibentuk-bentuk ilain iyang ilebih ibersifat ipreskripstif.

2. Jenis iPenelitian

Jenis ipenelitian iini iadalah ideskriptif ianalisis.Menurut iKirk idan

iMiller ipenelitian ideskriptif ianalisis iadalah itradisi itertentu idalam iilmu

ipengetahuan isosial iyang isecara ifundamental ibergantung idari ipengamatan

ipada imanusia ibaik idalam ikawasannya imaupun idalam iperistilahannya115.

Dengan ipenelitian ikualitatif idiharapkan idapat imenemukan imakna

iyang itersembuyi idalam iteks imaupun ifakta idalam irealitas imasyarakat

iterkaitTata iKelola iBadan iUsaha iMilik iyang iberbasis iKeadilan.Oleh isebab

iitu icara ikerja ipenelitian iini imenggunakan iparadigma iinkuiri inaturalistik

i(naturalistic iinquiry)116. iCiri iutamanya iadalah imelakukan ipengamatan idan

115Lexy J. Moeleong, 2008, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, h., 4
116Yvonna Lincoln dan Egon G. Guba, Naturalistic Inquiry, Sage Publication, Beverly Hills, 1985, hlm. 39. Lexi
J.Moleong menjelaskan bahwa penelitian atau inkuiri naturalistic atau alamiah menekankan pada kealamiahan



ipengumpulan idata idengan ilatar i(setting) ialamiah, ijadi itidak imemanipulasi

isubyek iyang iditeliti. iPenelitian ikualitatif idengan iparadigma iini itidak

idikenal ipopulasi, ivariabel, isampel idan iteknik isampling iuntuk imelakukan

igeneralisasi ikarena iobyek ipenelitiannya iadalah itentang irekonstruksi itata

ikelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iProvinsiKepulauan iRiau iyang

imencakup imengenai iaturan-aturan iserta ibentuk iimplementasi iterhadap

ikebijakan idan itanggungjawab iterhadap imasyarakat iKepulauan iRiau. iFaktor

ipenting iyang idiutamakan iadalah iinforman i(key iperson) iyang ijumlahnya

itidak iditentukan isecara iterbatas, itetapi isesuai ikebutuhan.

3. Pendekatan iPenelitian

Pendekatan idalam ipenelitian iini ipendekatan iyuridis isosiologis iyang

iberdasarkan iketentuan-ketentuan iperundang-undangan iyang iberlaku idikaitkan

idengan iteori ihukum iserta imelihat irealitas iyang iterjadi idi imasyarakat

iProvinsi iKepulauan iRiau iyaitu iyang iberkaitan idengan itata ikelola iBadan

iUsaha iMilik idaerah i(BUMD) iyang idimiliki iPemerintah iDaerah iProvinsi

iKepulauan iRiau. i

Metode ipenelitian ihukum iempiris iadalah isuatu imetode ipenelitian

ihukum iyang iberfungsi iuntuk imelihat ihukum idalam iartian inyata idan

imeneliti ibagaimana ibekerjanya ihukum idi ilingkungan imasyarakat.

iDikarenakan idalam ipenelitian iini imeneliti iorang idalam ihubungan ihidup idi

imasyarakat imaka imetode ipenelitian ihukum iempiris idapat idikatakan isebagai

sumber data. Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi revisi, Remaja Rosdakarya, Bandung,
Cetakan kedua puluh tujuh, Januari 2010, h., 6



ipenelitian ihukum isosiologis. iDapat idikatakan ibahwa ipenelitian ihukum iyang

idiambil idari ifakta-fakta iyang iada idi idalam isuatu imasyarakat, ibadan

ihukum iatau ibadan ipemerintah.

Pendekatan iyang iakan idilakukan idalampenelitian iini iadalah idengan

imeneliti itentang ibentuk iserta iaturan-aturan imengenai itata ikelola iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iKepulauan iRiau imelalui iacuan idari

iperaturan iperundang-undangan iyang iada,termasuk iPeraturan iDaerah idi

iKepulauan iRiau iyang iberkaitan idengan ipenelitian idan iuntuk iselanjutnya

iakan idilakukan irekonstruksi iterhadap itata ikelola iBadan iUsaha iMilik

iDaerah i(BUMD) i idi iProvinsi iKepulauan iRiau iyang iberbasis ikeadilan. iDan

isecara iempirik, ipenelitian iini iberusaha iuntuk imendapatkan idata-data

iimplementasi itata ikelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) i idi iProvinsi

iKepulauan iRiau, itermasuk ikelemahan-kelemahan iyang imengitarinya.

4. Sumber iData

Penelitian iini imenggunakan idata iprimer idan idata isekunder. iData

iprimer iadalah idata iyang idiperoleh ipeneliti idi ilapangan. iData isekunder

imencakup i(1) ibahan ihukum iprimer, i(2) ibahan ihukum isekunder, idan i(3)

ibahan ihukum itersier117.Bahan ihukum itersebut iyang isesuai idengan ipraktik

iterhadap irekonstruksi itata ikelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idi

iProvinsiKepulauan iRiau idengan imenggunakan ikonsep ihukum iprogresif. i

5. Teknik iPengumpulan iData

117Soerjono Soekanto & Sri mamudji, 2007, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Rajagrafindo,
Jakarta, h., 7.



Teknik ipengumpulan idata idilakukan idengan ikepustakaan, iobservasi

idan iwawancara iyang imendalam idengan ipara ikey iinforman iyang isudah

iditentukan ipeneliti iberdasarkan ikarakteristik ipenelitian. iLincoln idan iGuba

imengemukakan imaksud iwawancara, iyaitu imengkonstruksikan imengenai

iorang, ikejadian, ikegiatan, iorganisasi, iperasaan, imotivasi, ituntutan,

ikepedulian, idan ilain-lain ikebulatan; imerekonstruksi ikebulatan-kebulatan

idemikian isebagai iyang idialami imasa ilalu, imemverifikasi, imengubah idan

imemperluas iinformasi iyang idiperoleh idari iorang ilain118.

Responden iyang iakan idiwawancarai iantara ilain, iakademisi idan

ipraktisi ihukum, iaparat ipenegak ihukum, ipers, itokoh imasyarakat idan iLSM.

iSementara ipengumpulan idata isekunder, idilakukan idengan istudi ikepustakaan

i(dokumentasi) iyaitu iserangkain iusaha iuntuk imemperoleh idata idengan icara

imembaca, imenelaah, imengklasifikasikan idan idilakukan ipemahaman iterhadap

ibahan-bahan ihukum iyang iberupa iperaturan-peraturan, iliteratur iyang iada

irelevansinya idengan ipermasalahan iyang idikemukakan119. iUntuk imendapatkan

idata isekunder idilakukan istudi ipustaka iuntuk imendapatkan ibahan iprimer,

ibahan isekunder idan itersier.

6. Teknik iAnalisis iData

Teknik ianalisis idata iadalah ideskriptif ikualitatif, ipeneliti imenggunakan

iteknis ianalisis idata itipe iStrauss idan iJ. iCorbin120, iyaitu idengan imenganalisis

idata isejak ipeneliti iberada idilapangan i(field).Selanjutnya ipeneliti imelakukan

ipenyusunan, ipengkategorian idata idalam ipola/thema.Setelah idata idivalidasi,

ipeneliti imelakukan irekonstruksi idan ianalisis isecara iinduktif ikualitatif iuntuk

118Lexy J.Moleong, Opcit. h., 148.
119Soerjono soekanto dan Sri Mamujdi, Op.Cit, h., 25.
120Stauss and J. Corbin Busir, 1990, Qualitative Research: Grounded Theory Prosedure and Technique, Lindon

Sage Publication, h., 19.



idapat imenjawab ipermasalahan. iData iakan idianalisis imenggunakan imodel

iinteraktif iyang idikemukakan ioleh iMattew iB. iMiles iand iA. iMichael

iHuberman121 iyang imeliputi i3 i(tiga) ikegiatan, iyakni ireduksi idata, ipenyajian

idata idan ipenarikan isimpulan iatau iverifikasi.

7. Teknik iValidasi iData

Teknik ivalidasi idata ibertujuan iuntuk imengetahui isejauhmana

ikeabsahan idata iyang itelah idiperoleh idalam ipenelitian. iTeknik iyang

idigunakan iadalah itriangulasi ipada isumber, iyakni i(1) imelakukan

iperbandingan iantara idata iyang idiperoleh idari ihasil iobservasi idengan idata

iyang idiperoleh idari ihasil iwawancara idengan iinforman; i(2) imelakukan

iperbandingan iantara ipersepsi, ipandangan idan ipendapat iumum idengan

ipersepsi, ipandangan idan ipendapat ipeneliti; i(3) imelakukan iperbandingan

iantara ihasil iwawancara idengan idokumen-dokumen ihasil ikajian ipustaka.

iSetelah iproses itriangulasi idilakukan, ibarulah ipeneliti imenentukan idata iyang

idinilai isah iuntuk idigunakan isebagai ibahan ipenelitian.

I. Orisinalitas iPenelitian

Berdasarkan ipengetahuan idari ipenulis iatas ihasil-hasil ipenelitian iyang

isudah iada, ipenelitian iberkaitan idengan irekonstruki itata ikelola iBadan iUsaha

iMilik iDaerah i(BUMD) i iKepulauan iRiau iBerbasis iKeadilan iadalah isudah

ipernah idilakukan idalam itema idan ipermasalahan-permasalahan iyang isama

iakan i itetapi ifokus ibahasannya iberbeda. iAdapun ihasil ipenelitian iyang

ipernah iada iyang iberkaitan iantara ilain:

Tabel i1.3

Orisinalitas iPenelitian

121Mattew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, h., 22.



No
Nama

iPenulis i Judul iPenelitian Kesimpulan iPenelitian Kebaharuan iDisertasi
iPromovendus

1 Dr. iYudho
iTaruno
iMuryanto,,S.
H.,M.Hum
(Disertasi,
i2017)

Tanggung iJawab
iDireksi iDan
iDewan iPengawas
i(Komisaris)
iDalam
iPengelolaan
iBadan iUsaha
iMilik iDaerah
iUntuk
iMewujudkan
iPrinsip iTata
iKelola
iPerusahaan iYang
iBaik i

(1) iImplementasi
iprinsip itata ikelola
iperusahaan iyang ibaik
ibelum isepenuhnya
idapat idiwujudkan ioleh
idireksi imaupun idewan
ipengawas i(Komisaris)
idalam imenjalankan
itugas idan itanggung
ijawabnya. i(2)
iProblematika iBUMD
idalam imewujudkan
iprinsip itata ikelola
iperusahaan iyang ibaik
isecara ikeseluruhan
iterdapat idua
ipermasalahan iutama i
ipertama, iyaitu iadanya
iagency iproblem i
iberkaitan idengan
istruktur idan ipembagian
iperan iantar iorgan
iBUMD. iKedua
iberkaitan idengan itata
icara ipengelolaan
iBUMD iyang
idipersamakan idengan
ipengelolaan isebuah
iunit iatau ibadan idi
ipemerintahan idaerah
i(baik iyang iberkaitan
idengan ipermasalahan
iperundang-undangan,
iintervensi, iadministrasi,
idan ibirokrasi)
idibandingkan idengan
itata icara ipengelolaan
iBUMD isebagai ientitas
ibisnis imurni. i(3) iTata
ikelola iBUMD iyang
iideal iberdasarkan iciri
idan ikarakteristik
ibentuk ihukum iBUMD
imaka iidealnya iuntuk
iBUMD iyang iberbentuk
iperumda iyang

Tata ikelola ibadan imilik
idaerah isepenuhnya
imenjadi itanggung ijawab
ipemerintah idaerah ioleh
ikarenanya iperlunya
iperda iyang imenjadi
ipayung ihukum isetelah
iterbitnya iPP i54 itahun
i2017 itentang iBadan
iUsaha iMilik iDaerah.



imenyelenggarakan
ikemanfaatan iumum
iberupa ipenyediaan
ibarang idan/atau ijasa
iyang ibermutu ibagi
ipemenuhan ihajat ihidup
imasyarakat isesuai
ikondisi, ikarakteristik
idan ipotensi iDaerah
imerupakan ibidang
iusaha iyang iberkaitan
idengan ipengelolaanair
iminum i( iPDAM)

2 1 Sudarminto
2 Sudarsono
3 Ade

iMaman
iSuherman

4 Rachmad
iSafa’at

(Academic
iResearch
iInternational
) iVol. i5(3)
iMay i2014
ISSN: i2223-
9944,
ieISSN:
i2223-9553
iwww.savap.
org.pk i345
iwww.journal
s.savap.org.p
k

Legal-Politic
iReconstruction iof
iWorker
iRegulation iin ithe
iRegional
iCorporation
iBumd

It iis ibased ion ithe iact
iNo i32 i0f i2004
iaboutregional
igovernment, ithe
iregional icompany ihas
ian iimportant irole ito
iplay, ithat iis itosupport
ithe iachievement iof
ipublic iwelfare iwhich
iis irelated ito iregional
idevelopment iinthe
ieconomy iarea iwhich
iin iturn iresults iin
inational ieconomy
idevelopment. iBut
iwiththis iimperfect
imployee’s
iadministration, iregional
icompanies icannot
ichieve itheirmaximal
iroductivities. iSo ifrom
ithe iexplanation, ithe
iproblem iof ipublic
iwelfare
iisdemocratization.
iFrom ithe ianalytical
iresult ican ibe
iconcluded: ithat ilegal
ipolitics iofemployees
iadministration iof ithe
iregional icompany
iworkingman iin
ipositive ilaw iis
inotconsistent iwith
idemocracy iaspect,
ifundamental ivalues
i(justice, iusefulness,

BUMD ihas ian iimportant
irole ito isupport ithe
iachievement iof
icommunity iwelfare
irelated ito iregional
idevelopment iin
iIndonesia. ithe ieconomic
iregion iin ithe iregion
iproduces iregional
ieconomic idevelopment
iup ito ithe inational ilevel.
iBUMD iweaknesses iwith
ipoor iemployee
imanagement igovernance
isystem ican iachieve
imaximum iproductivity
iand ivice iversa. iThe
idifference iof iresearch
ithat iwill ibe
ipromovendus iprecise iis
ithat ithe ipolitics iof
iLimited iLiability ilaw
iwhether ithe
iadministration
iadministration iof
iemployees iof iregional
ienterprise iworkers iin
ipositive ilaw ishould ibe
iconsistent iwith
idemocratic iaspects,
ifundamental ivalues
i(justice, iutility, ilaw iof
iguarantee) iin iaddition
ito iindicating ithat ithere
iis ia iweakness iin ithe
ipolitical ielement iof ilaw
iIndonesian iemployee



ilegalassurance);
iindicates ithat ithere iis
ia iweakness iin ithe
ielement iof ilegal
ipolitics iofemployees
iadministration iwhich iis
icentral ito ilegal
icharacteristic irelating
ito itheachievement iof
istate’s igoal.

iadministration iwhich iis
ithe icenter iof ilegal
icharacteristics irelating ito
ithe iachievement iof istate
igoals. iIn iaddition, ithe
iprinciples iof iGood
iCorporate iGovernance
i(GCG) iare ineeded

5 IKetut iW.
(Disertasi,
i2012)

Kedudukan
iHukum
iPerusahaan
iDaerah iSebagai
iBUMD iuntuk
iMenigkatkan
iPendapatan iAsli
iDaerah

Perusahaan iDaerah
iberada ipada idua iranah
ihukum iyaitu ihukum
ipublik idan ihukum
iprivat, imaka
ikewenangan idan
itanggung ijawab
iberkaitan idengan
iperusahaan idaerah
imeliputi: iRanah ihukum
ipublik ipemerintah
idaerah imemiliki
ikewenangan idan
itanggung ijawab
iterhadap isegala
ikegiatan, ipenguasaan
idan ipengurusan
iperusahaan idaerah,
isepanjang iberkaitan
idengan ipembentukan,
ikepemilikan imodal,
idan ipengawasan
iperusahaan idaerah.
iSedangkan iRanah
ihukum iprivat idireksi
iselaku iorgan
iperusahaan imemiliki
ikewenangan idan
itanggung ijawab ipenuh
idalam imenjalankan
ikegiatan ioperasional
iperusahaan idaerah
idalam ihal iberinteraksi
idengan ipihak iketiga
iseperti imengadakan
iperjanjian, imewakili
iperusahaan ibaik idi
idalam imaupun idi iluar
ipengadilan.

Bahwa iPerusahaan
iDaerah idewasa iini
imemiliki ikedudukan,
iperan idan ifungsi
istrategis isebagai isumber
ikeuangan idaerah inamun
ibelum imampu
imemberikan ikontribusi
iyang ioptimal idalam
imeningkatkan
ipendapatan iasli idaerah.
iPerusahaan iDaerah
idalam ikedudukannya
isebagai isumber
ikeuangan idaerah ibelum
idapat imenjalankan
ifungsi iekonominya
isecara ioptimal,
idikarenakan iperusahaan
idaerah imasih ibersifat
idwi ifungsi i(public
iservice idan iprofit
ioriented), ibelum
idikelola isecara
iprofesional idan ibentuk
iusaha iperusahaan idaerah
itidak isesuai idengan
ituntutan ipenyelenggaraan
iotonomi idaerah.



6 Yudho
iTaruno
iMuryanto,
(Penelitian,
i2017)

Alternatif iModel
iPengelolaan
iBadan iUsaha
iMilik iDaerah
(BUMD) i iDalam
i iRangka i
iMewujudkan i
iGood iCorporate
iGovernance

Alternatif imodel
ipengelolaan iBUMD
idalam irangka
imewujudkan iGood
iCorporate iGovernance
idapat idilakukan
idengan imenggunakan
ikonsep ipengelolaan
iBUMD inon
persero idengan ikonsep
i“swakelola imandiri”.
iKewenangan
ipemerintah idaerah
iselakupemegang
iotoritas idapat
imelakukan i”intervensi
ikebijakan” idengan
imenerbitkan
peraturan ikepala idaerah
iyang isecara
isubtansimengatur
itentang irencana
istrategis iBUMD
itersebut.

Konsep ipengelolaan
iBUMD iperserodapat
idilakukan idengan
ikonsep iperusahaan igrup
idengan imodel iHolding
iCompany idengan
ibeberapa itipe, isalah
isatunya iadalah
i”Prosedur iterprogram
idengan igroup iusaha
kombinasi” idipilihnya
imodel iholding icompany
idengan itipe iprosedur
iterprogramdidasari
iberbagai ipertimbangan
itipe iatau ikarakter ijenis
iusaha iyang iada idi
ipemerintahdaerah, iserta i
iberdasarkan
ipenggolongan iusaha
iyang iada idi idaerah.

7 Dhimas
iTetuko
iKusumo
i(Penelitian,
i2016) i

Kajian iYuridis
iBentuk iHukum
iBUMD idi
iBidang
iPerbankan iPasca
iberlakunya
iUndang-Undang
iNomor i23 iTahun
i2004 iTentang
iPemerintahan
iDaerah.

Undang-undang iNo i23
iTahun i2014 itentang
iPemerintahan iDaerah
imengatur itentang
iBUMD iantara ilain
imengenai idefinisi,
itujuan, idasar ipendirian,
isumber ipermodalan,
ibentuk ihukum idan
ipengelolaan iBUMD idi
ibidang iperbankan
idalam ihal iini
iperizinan, ipendirian
isumber ipermodalan,
ibentuk ihukum, itujuan
idan itata ikelola
iberpijak ipada iUU iNo
i23 iTahun i2014
itentang iPemerintahan
iDaerah iserta iUU iNo
i7 iTahun i1992 itentang
iperbankan isebagaimana
itelah idiubah idengan
iUU iNo i10 iTahun
i1998

Implikasi idari iberlakunya
iUU iNo i23 iTahun i1992
itentang ipemerintahan
iDaerah iterhadap ibentuk
ihukum iBUMD idibidang
iperbankan ipada imasa
itransisi iyaitu imaksimal
i3 itahun isetelah i2
ioktober i2014sejak
idiundangkannya idan
imulai iberlakunya
iUndang-undang iNo i23
iTahun i2014 itentang
iPemerintahan iDaerah. i



8 Darwin
iNasution
i(penelitian,
i2012)

Analisis iHukum
iPenerapan iTata
iKelola
iPerusahaan iBaik
iPada iBUMD

Penerapan iGCG ijuga
imembuat ipengelolaan i
iperusahaan imenjadi
ilebih ifokus idan ilebih
ijelas idalam ipembagian
itugas, itanggung ijawab
idan ipengawasan
ijalannya ioprasional
iperusahaan, i iada ilima
ikomponen iutama iyang
iperlu idalam
ipelaksanaan itata ikelola
iperusahaan iyang ibaik,
iketerbukaan iinformasi,
iakuntabilitas,
ipertanggungjawaban,
ikemandiriandan
ikewajaran.

Sebagai iformulasijaminan
ikeberlangsungan iusaha
itersebut ipelaksanaan
iprinsip-prinsip itata
ikelola iyangbaik ipada
iBUMD imenjadi ibagian
iyang isangat istrategis
iuntuk idi
iimplementasikandalam
ioprasional iBUMD.
iTermasuk iupaya iuntuk
imengikuti ilaju igerak
idunia iusahadan
ikemampuan
iuntukmengikuti
imomentum ibisnis iyang
itidak
imembedakanbedakan
istatus iperusahaan,
iBUMD, iBadan iUsaha
iMilik iNegara i(BUMN),
iswasta inasional imaupun
iswasta iasing, iyang
imerupakan ikompetiter
idari isatu iperusahaan
idengan iperusahaan
ilainnya. iSehingga
isemakin ijelas ibahwa
iperusahan idengan itata
ikelola iyang ibaik idapat
ibersaing idengan ipara
ikompetiternya.

9 Subaidi
iMuchtar
(Penelitian,
i2012)

Revitalisasi
iPengelolaan
iBadan iUsaha
iMilik iDaerah
iProvinsi iJawa
iTimur i:
iKajian iRaperda
iPengelolaan
iBUMD

Regulasi iBUMD iberupa
iPeraturan iDaerah iyang
isaatini iada ihanya
imenyangkut ipada
iaspek ipendirian
iBUMD idanregulasi
iberupa ipenyertaan
imodal. iOleh isebab iitu
isangatstrategis iuntuk
isegera imenetapkan
iPeraturan iDaerah
iProvinsi iJawa iTimur
iyang imengatur itentang
ipengelolaan iBUMD
idiProvinsi iJawa iTimur.
iHal iini iguna imengisi
ikekosonganPerundang-
undangan iyang

Perlu iditekankan ibahwa
ibidang iusaha iyang
iterkait idengan
ihajathidup iorang
ibanyak, imaka ibentuk
iBadan iHukumnya
iharusberbentuk
iPerusahaan iDaerah,
isedangkan ibidang
iusahayang idiluar ihajat
ihidup iorang ibanyak
isecara istrategismemilih
ibentuk iBadan iHukum
iPerseroan iTerbatas.
iTerkait idengan iSyarat
idan ilarangan iAnggota
iDewanDireksi, iBadan
iPengawas idan iDewan



imengatur itentang
iPengelolaanBUMD
iditingkat iNasional

iKomisaris.
iMakaseyogyanya
iRanperda iPengelolaan
iBUMD iProvinsi
iJawaTimur,
imengadaptasikan
iPeraturan iPemerintah
iNomor i45Tahun i2005
itentang iPendirian,
iPengurusan,
iPengawasandan
iPembubaran iBUMN
iterkait idengan ilarangan-
laranganbagi iDewan
iDireksi, iBadan
iPengawas idan
iKomisarisBUMD, iyang
imeliputi ilarangan
irangkap ijabatan
idanlarangan imenjadi
ipengurus ipartai ipolitik
itertentu idan
iataucalon/anggota
ilegislatif.

Dan iyang iingin idicapai ioleh iPenulis isebagai ihasil itemuan ibaru idalam

ipenelitian iini iadalah iPenulis iberusaha iuntuk imerumuskan ikonsep iregulasi itata

ikelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) idi iProvinsi iKepulauan iRiau iyang

iberbasis ikeadilan isebagaimana ipasal i343 iUndang-Undang iNomor i23 iTahun i2014

itentang iPemerintahan iDaerah, isehingga idiharapkan idengan irumusan ikonsep itata

ikelola itersebut idapat imemberikan ikesejahteraan ibagi imasyarakat isebagai

iperwujudan ikeadilan idalam ikehidupan iberbangsa idan ibernegara.

J. Sistematika iPenulisan

Bab iI iadalah iPendahuluan, iyang imenguraikan itentang iLatar iBelakang

iMasalah, iPerumusan iMasalah, iTujuan iPenelitianDisertasi, iKegunaan iPenelitian,

iKerangka iTeori, iKerangka iKonseptual, iKerangka iPemikiran, idan iMetode



iPenelitian, iserta iSistematika iPenulisan iDisertasi itentang iRekonstruksi iRegulasiTata

ikelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) iBerbasis iKeadilan.

Bab iII iadalah iTinjauan iPustaka, iyang imenguraikan iteori iyang iberkaitan

idengan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD), iKebijakan iPengembangan iDaerah,

isertaKonsep iTata iKelola idan iPengembangan iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD)

iBerbasis iKeadilan.

Bab iIII imenguraikan itentang iImplementasi iRegulasi i iTata iKelola i iBadan

iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) isaat iini, ikhususnya idi iKepulauan iRiauberdasarkan

iPeraturan iPerundang-undangan iyang iberlaku.

Bab iIV imenguraikan itentang iProblematika iImplementasi iRegulasi iTata

iKelola iBadan iUsaha iMilik iDaerah i(BUMD) isaat iini, ikhususnya idi iKepulauan

iRiau.

Bab iV iberisi itentang iRekonstruksi iRegulasi iTata iKelola iBadan iUsaha

iMilik iDaerah i(BUMD) iyang iBerbasis iKeadilan.

Bab iVI iadalah iPenutup, iyang imerupakan ibab iterakhir iyang iberisi

imengenai iSimpulan, iSaran-saran idan iImplikasi iKajian iDisertasi.




